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45 105 44 41,61 2 5 17,53 LS
46 105 43 36,30 2 o) 17,52 LS
47 105 43 36,30 2 5 31,32 LS
48 105 42 35,72 2 5 31,31 LS
49 105 42 35,73 2 4 58,20 LS
50 105 42 15,31 2 4 58,43 LS
51 105 42 15,30 2 4 40,89 LS
52 105 42 01,78 2 4 40,84 LS
53 105 42 01,85 2 4 25,47 LS
54 105 41 23,51 2 4 25,47 LS
55 105 41 23,51 2 3 59,88 LS
56 105 38 01,65 2 3 59,84 LS
57 105 38 01,65 2 3 39,88 LS
58 105 37 22,46 2 3 39,87 LS
59 105 37 22,47 2 3 25,65 LS
60 105 35 59,05 2 3 25,63 LS
61 105 35 59,04 2 3 37,93 LS
62 105 35 18,92 2 3 37,92 LS

(2) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal K
Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No: 355.K/2014/DDJP/1995 tanggal
Juli 1995 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jang|
waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada PENGGUGAT atas sua
wilayah tertanda DU. 1544/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bang
Propinsi Sumatera Selatan seluas seluas 19.£40 Ha yang kemudian dirub
lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerint
No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambang
Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan
Bupati Bangka Barat Nomor: No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 A
2010 untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun Propinsi Bangka Belitt
seluas 2.301,18 Ha dengan batas-batas sesuai dengan titik koordinat:

No. Titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
Koord. ¢ g " ° ' 3 LU/LS

1 105 32 32,82 2 2 | 58,22 LS

2 105 33 06,54 2 2 | 57,94 LS

3 105 33 06,54 2 3 | 23,99 LS

4 105 34 08,34 2 3 | 24,00 LS

5 105 34 08,32 2 4 | 29,93 LS

6 105 33 51,82 2 4 | 29,92 LS

7 105 38 51,82 2 4 | 44,90 LS

| 8 105 35 12,49 2 4 | 44,92 LS
- T T " ~ ~7 QD 1
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adalah hak penguasaan PENGGUGAT yang sah menurut hukum.

- Menyatakan TERGUGAT telah  melakukan perbuatan melawan  hukum
(onrechfmatiyedaad) menguasal, menanam kelapa sawit dan membangun kantor
serta pabrik di areal ! lokasi wilayah KPP f IUP DU. 1509 seluas 1.383,8 Ha dan
DU. 1544 seluas 157,68 Ha milk PENGGUCAT.

. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan {Crnservateir Besiag] atas lahan
areal f Iokasi wilayah KP 7 IUP DU. 1508 seluas 1.353,3 Ha dan DU. 1544 seluas
157,649 Ha.

. Menyatakan Hak Guna Usaha {HGU) yang diterbitkan atas nama Tergugat
FT.SAWINDO KENCANA di arealfokasi DU.1509 dan DU 1544 yang dikuvaesai
secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinvatakan cacat hukum dan tidak
mernpumyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;

. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan yang dikuasai
secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi
penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit seda mencabut dan /
atau mengangkat tanaman kelapa sawil, dan membongkar serta mengesongkan
s2mua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan / atau diterpatkan secara
melawan hukum di atas areal f lokasi KP / IUP.DU. 1508 seluas 135328 Ha.
terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang,
Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung dan DU. 1544 secluas
157,69 Ha. yang terletak di Desa Pancur, Kecamatan Temgilang, Kabupaten
Bangka Baral Fropinsi Kep. Rangka Belitung serts mengembalikan fungsi tanan
seperti dalam keadaan samula.

. Menghukum TERGLUGAT untuk membayar Kenugian Materil sebcsar Rp.
783.843.640.000,- {wjuh ratus delapan pulub lima mityar delapan ratus empat
pulth lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah} dan harus dibayar olch
TERGUGAT kepada PENGGUGAT secama tunai, kontan, sekaligus dan sekelika
selambat lambatrya dalam waktu 7 (tujuh) har terhitung sejak putusan dalam
perkara ini mempunyai kekustan hukum yang tetap {inkrscht van gewifsds).

- Menghukum TERGUGAT uniuk membayar Kerugian Immateriil sebezar Rp.
1.000.000.000 - {satu milyar rupiah) dan harus dibayar cleh TERGUGAT kopada
PENGGUGAT secara tunai, kontan, sekaligus dan seketika selambat-Tambatrya
dalarn waktu 7 (tujuh} hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunya
kekuatan hukum yang tetap (imkrachi van gewiisde).

- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa {dwarrgsom kepada
PENGGUGAT sehesar Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) setiap hari
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> TIMAH

Nomor : 6533 [Tek/UM-0401/2015-S8.13 Kepada Yth :

Tanggal : 05 April 2015 Dekan Fakuitas Hukum
. Universitas Bangka Belitung
Lampiran : - Kampus Terpadu UBB

Balunijuk Kab. Bangka

Perihal : ljin Praktek Khusus / Penelitian Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Sehubungan dergan surst dari Dekan Fakultas Hukum Universilas Bangka
Belitung Nomor : 241/UN50/FH/P1/2016 tanggal 22 Februari 2016 perihal
ersebul dialas, dengan iei disampaikan bahwa kami menyetujui sencana
<erja praktek krusus/penelitian dimaksud paria bulan Maret 2016 di Satuan
Kerja Hukum Perusahaan PT Timah (Persarc) Tbk dengan siswa sebagai

berikut :
Nama / NIM : Saadha Rahmillan / 401 12 17 04
Jurusan ¢ Hukum

Mengingat keterbatasen sarana yang ada di PT Timah (Perserc) Tbk, maka
kKeperluan akumodasi dan lransporlasi selama berlangsungnya kegiztan
ditanggung oleh siswa yang bersangkulan.

Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa schelum melaksanakan kegiatan di

e ~ "7 satuankerja yang telah ditunjuk, setalahtiba di PT Timah (Persero) Thk agar -
yang bersangkutan melapor terlabih dahulu ke Satuan Kerja Sumber Daya
Manusia ( C717-4258000 / 0813-6861-6269).

! Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kefjasamanya diucapkan

terima kasih.
PT Timah {Persaro)Tbk
Kepala Sunfber Daya Manusia
T
EKO PURWANTORO
NIK. 83008109

R VD oy - TS R DI sty i SRR Lot s s oot MUY i

PT TIMAH {Persero) Thk E?
| Kaotor Pusnt

Jin J=ndera Sodman M M Pangarpioang 33121, Qangk, Indonesa
ThE A7 7174258000 Tae H62 117 4280080 ELARE: el Rplicieh.coid
Kantar PasvaRllan Jakrr

Far, Madlon Mercek Tim.r No. 15, Jakarts 40140, lndoress

Hp. +C2 21 23628000 Hunbuy) Fgs, 19221 29925086

www.hmsh. com
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : =57 /2-18.100/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulizar Yakub,S H.,M.Hum.
NIP : 19831003 198301 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Unit Kerja : Kantor YWilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kepulauan bangka Belitung

dengan ini menerangkan bahwa mahl_siswa yang beridentitas :

Nama : Saadha Rahmiliah
NIM : 4011211084
Fakultas : Hukum

Jurusan : Keperdatean

Universitas  : Universitas Bangka Belitung

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionai
Pravinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulal tanggal 8 Mel sampal dengan 10 Juni
2016 untuk memperoleh data dalem rangka penyusunan ekripsi yang berjudul * Peran Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Bangke Belitung dalam permasalahan sengketa lahan antara
PT.Timah (Persero) Tbk - PT_.Sawindo Kencana ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960
tentang Pesaturan Dasar Pokok-pokok Agraria {Studi kasus Putusan Nomor : 48 / PDT g / 2012
{PN.SGT)".

Demikian surat keterangan inl dibuat dan dibenkan kepada yang tersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.

Pangkalplnang, & Juni 2016
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PUTUSAN
Nomor: 48/Pdt.G/2012/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam perkara gugalan antara:

PT.Timah (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh ABRUN ABURAKAR dalam

jabatannya sebagai Direktur SDM dan  Umum.
berkedudukan di Jalan Jendoral Sudirman No.S1.
Pangkal Pinang. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dalam hal ini memberi kuasa kepada @ M. SIDIK
LATUCONSINA, S.H, PETRUS SAMBARA, SH, S. TROY
LATUCONSINA, SH. M. HALIM LATUCONSINA, SH,
Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada kantor
Law office, M, SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS,
beralamat di Jalan Pahlawan seribu bsd city Ruko Golden
Boulevard Blok G No.8 Tangerang, dalam hal bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/MSL-
PDTAI/2012 tanggal 16 Agustus 2012, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN :

PT. SAWINDO KENCANA, suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di

Kencana Tower LT.9 Business Park Kebon Jeruk. Ji.
Meruya ilir No.88 RT. 001/ RW 005, Kembangan, Jakarta
Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [r.Frans
H.Winarta. M.H. Harri Budiman, S.H dan Kelly Sam, S.H,
para Advokat dan Law Firm FRANS WINARTA &
Partners yang beralamat di Komplsks Bukit Gading
Mediterania {Florencia) Boulevard Bukit Gading Raya
Blok A. No.15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
14240, berdasarkan surat lwasa tanggal 14 September
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Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 04
September 2012 dan tanggal 03 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ya ng bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan keterangan saksi-

saksi;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus
2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeti Sungailiat dengan
Nomor Register : 48/Pdt.G/2012/PN Sgt tertanggal 09 September 2012, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut ; ’

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Kuasa Pertambangan atas beberapa

bidang tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Enzrgi,

masing-masing :

a. KP/IUP DU. 1509 :

"= 1,(1) SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27

1 't Agustus 1983 yang memberikan Kuasa - Pertambangan Eksplorasi -
Eksplottasi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berturut-turut kepada
PT. Tambang Timah (Persera) atas suatu wilayah tertanda DU.
1508fSumsel, yang tedetak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera
Selatan {Babel) seluas 4.172,50 Ha, (Bukti P-1)
Areal ! lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-
batasnya sebagai berikut :

No. KOORDINAT
Titik X Y
= -43.108.00 +H1.758.00
2 -41.868,00 _ +11.758,00
3 -41.869.00 +12.136,00 |
4 -39.281,00 +12.126,00
[ § -38.291,00 +11.699,00
& -38.080,00 +11.690,00
7 -38.080,00 +11.086.00 |
| 8 -31.842,00 +11.086,00
| 9 -31.842,00 _ +10.300,00
10 -30.446,00 +10.300,00
11 -30.446,00 + 9.839,00
12 -30.021,00 + 9,839.00
13 -30.021,00 + 9.295.00
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16 -27.738,00 + 8.278,00
17 -27.738,00 + 8.702,00
18 -25.720,00 + 8.702,Q00
19 -25.720,00 + 7.665,00
20 -29.082.00 +7 .666.00
21 ~29.092.00 +7.178,00
22 28.794,00 +7.178,00
23 ~28.794,00 +6.202,00
24 -29.659,00 +6.202.00
25 -29.653,00 +6.832,00
26 30.895.00 +6.832,00
27 ~30.895,00 +7.211,00
28 31,958,00 +7.211,00
29 -31.958,00 +6.236,00
30 -32.524,00 +6.236,00
31 ~32.524,00 +6.959,00
32 -33.528,00 +6.059,00
33 -33.538,00 +8.322,00
34 -33.819.00 +8.322,00
35 -33.819.00 +9,274,00

36 ~34.480,00 +9.274,00
37 -34.480,00 +9.954,00
38 ~35.778,00 +9.954 00

39 -35.776,00 +9.202,00
40 -35.406,00 + 9.292.00
21 35.406,00 + 8.700,00
42 -34.970,00 + 8.700,00
43 34.970,00 + 7.377,00
44 -35.472,00 + 7.377,00
45 -35.472,00 + 6.517.00
a5 ~34.939,00 ¥ 5.212,00
a7 ~37.261,00 + 5.309,00
48 -37.261,00 + 6.665.00
) -36.693.00 + 6.865,00
50 ~36,693.00 + 8.137,00
51 -38.281,00 + 8.137.00
52 ~38.281,00 + 9.224,00
53 -38.817,00 + 9.224,00
54 ~38.817,00 +10.148,00
55 -39.427,00 +10.148,00
56 -39.427,00 +11.241,00
‘57 -40.255,00 +11.241 00
58 -40.255,00 +10.772,00
59 ~43.106,00 +10.772,00

{Bukti P-2)

(2) Bahwa setelah dilakukan Eksplorasi maka KP Eksplorasi tersebut
ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi berdasarkan SK Dijen MPertambangan
Umum No: 320.Kf2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 yang memberikan
Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun
berturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah

89
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tertanda DU. 1509/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi
Sumatera Selatan (Babel) seluas 4.172,60 Ha. {Bukti P-3)

Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-
batasnya sebagai berikut :

NO LINTANG BUJUR KOORDINAT LOKAL
TTK[|D M| s D | M D X (METER} [ Y (METER;
| |
1 2| 3 | 37418 S | 105 35 | 18.913 |H 565454.072 | 9772236.1 |
2 2 3 | 37920 | S| 105 35 59039 |f 566693.63 | 9772235.33
3 2| 3 | 25623 [ S | 105 | 35 | 50.042 ' H 566€93.864 9772§13.19 '
4 2| 3 | 25643 | 5 | 105 | 37 | 22.465 H 569270.952 97?2;11.60
5 2| 3 | 3987 | S |105]37 2{46ﬁ169270.582 9772{74.75
3 J2! 3 "3gB79 | S |05 |38 [ 165 570431.25W;74.00
7 2|3 isg.sr;' s | 105 [ 38 | 2353 | f 570533.665 9?‘77557
8 2 3 56877 | S| 105 |41 [ 23506 | § 576716.735 | 9771557.36
9 2| 4 | 75468 | S | 105 | 41 [ 23502 ' H 576716.249 9770‘?7‘462
A~»1g 2 4725475 |5 | 105 | 42 | 8676 578111.779 9770??0.75
i RE : 4 404B3 | S | 105 | 42 | B.674 578111194 9770?09491
'1 2 72 [ 4 40486 | S | 105 | 42 | 22.427 576536.352 97?0:?0W
R 217458196 | S [ 105 1 42 | 22424 |H 573536.014 9759.:65.83
14 21 4 | 58199 S| 105 T 42 35724 | 578046.877 g?sg?rss.ss
5 | 275 31308 ‘_s‘ 105 | 42 | 35.718 578946.245 gfsa??w
16 2| 5 | 31319 | S } 105 | a3 | 36.297 ' f 580817.625 | 9788747 75
17 2[5 17515 'S 105i 43 36299 |§ 580817889 9'/59“1571.61
18 2! 5 | 17525 S [105 44 41603 | 582835.229 976916?0.36
[i9 2| 5 [ 51253 | 5 | 105 | 44 | 41.598 | § 582834.584 9763}2346@
20 2| 5 | 51.236 | S | 105 | 42 | 52.478 | f 579463.691 | 9768136.80
21 2|75 58613 S| 10542 525 5794537 9767;24.‘-3
22 21 5 58613 s |105143] 2119 ‘5707607 97-:.7343.'77
23 76 | 38901 | S| 10543 | 2113 579760.677 97667673.1
24 21 6 | 38896 | S | 105 | 42 | 34121 578695.964 | D766673.64
25 2|6 |18385 [ S 105 42 | 34.125 ljimsss.ssg 9757?203.43
26 2 B 18378 | 5 | 105 | 41 : 54127 | f 577660.772 976735"04‘20
27 ) | 2 6 [ eoss | 5 | ios 41 T 54129 | 577661.008 | 9767683.07
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T
28 2|6 | 6033 [5]105|41] 1373 E 576588366 9?676883.?4
23 2| 6 | 37776 S [|105 41| 19724 -'E 5TEEA7 745 g-ms?ng T
30 26 [37772 & [105 41| 1408 | 578031947 'é?'fss?ug.nz
31 f |26 [14234 | S[105| M | 1412 | 576022399 9?6::32.15
32 i 36 [ 74227 |5 | 105 |40 25568 | 575078743 s?a?faz_m
33 Z| 5 | 29853 |5 {105 [ 40 !: 28607 | H 5750195585 9?58?95.35
3 | 2|5 | 2885t S |105 40 I 18513 |H 57473868 | '9?5&?95.’52
a5 2 4 58857 |5 |105| 40 | 16.519 | { 5747392080 9?69'?4?.20
3 2 4 s8Bsx | S |1n0alas | sR1z9 | A 'é#adfﬁ'ﬁ'ﬁé?ﬁiéi"
3 | 2| 4 |3m75 I § |105 ' 38 58134 |g Gr407893 9??0:2?.33
38 2 4 36706 | & |105] 3% | 1633 |H 572781.377 Q??G;ZBJS
39 2 4 _I SB258 | © | 105 | 39 | 16.126 | H 572/80.066 9?69;66.41

40 | 12 & 5aos1 |8 |0 | 20 | 28184 |4 57162 A28 g?ag?&-a_m
40 f 2| 5 | 17534 | 5 | 105 38 | 2816 H Graico4en 9?59??4.35
-12'-' "2 | 5 17537 [5 105 38 | 42268  H 57353830 9?5918?4.11

TRy 26 | of |5|105|35| 4778 | 573587454 9?5?351.5?
A4 2|8 | os08 'S 05 1 36 | 26015 ' B S720B5.565 | 9rer8Lt o2
45 2| 6 | 23805 S |105 a8 | 2601 H 573086127 'éiéégﬁé.ﬁ
as |l 2|7 | 11085 s |ios| e 95298 dormrmim 9?&523?_29

| ar 2 7| ama ls 105 138 T 33811 o Sr1os0a 9?65:?5.59
a8 2| 7 1095 "S|1D5 38 28108 |H 5736171 | S7ese75.58
40 28| 17283 & | 105. 38 | 26.119 'H 571296.963 9?5?3?41.13
50 2| 6 | 17267 S| 105 38 | 46499 H 571864766 | 976740 A2
5 2 | 5 35855 | s 1105 28 a5T0e T Sies 5 9?55%12.33

| &2 2 5 358 "s 05 137 | 5512 |H Sr0zr76.11 | 576@613 57
53 2| 5| o455 sS1105 37 55128 ;'E"é'?"igé_?'é'z" ?ﬁs@gﬁﬁa_
g4 7! 6 | 045t | § |05 37 | 37782 | 565742573 STE-Q'IUH.BE
55 P {30380 | 5 |65 37 | 37760 o seevisssi "'g'h"n;z'n.nn
3 7 4 30354 | S| 105 37 | 1805 | See1aareR 9??0;24.38
57 2] 3 | 54801 | & |06 ] 37 | 1a71 |§ S69133B %??1?15.14
5B | 2| 3 [5477a | S| 705 | 36 | 51.264 | E 569306,738 '9'7'?1?1 751

“5@"["!'21"‘?"10.043 81105 | 38 | 51.28 |H 568006447 '9?712543.53.
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{Bukti P-4)

(3) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan

Psmarintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaon Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa Kuasa
Pertambangan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan
menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, maka Kuasa Pertambangan tersaebut disesuaikan
menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan SK Bupati Bangka
Barat Nomor: No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 tentang
Porsetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Timah Kepada PT.
Timah {Persero) Tbk. yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi
I-;'roduksi kepada PT. Timah (Persero) Tbk. untuk jangka waktu 15 {lima
belas) tahun atas lokasi penambangan DU. 1509, yang terletak di Desa
Tempilang Air Lintang, Kécamatan Tempilang, Air Lintang. Kabupaten

Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung seluas 4.156,78 Ha. (Bukti P-
9
© Areal / Iokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-

batasnya sebagai berikut :

No. Bujur Timur Lintang (LU/LS
Titik o D - ? ‘ - LS
R 105 35 1901 | 2 [ 4 10,02 LS .
2 105 36 51,26 2 4 10.04 LS
| 95 105 36 51,27 2 3 54,78 LS
4 105 a7 18.06 2 3 54,78 LS |
5 105 37 18.05 2 4 | 30,37 LS
6 105 37 37.79 2 4 { 30,37 LS
7 105 37 37,79 2 5 00,46 LS
|8 105 | 37 55,13 2 5 00,48 LS
2] 105 37 55,12 2 5 35,85 LS
1Q 105 38 4651 | 2 5 3585 | LS
1 105 38 46,50 2 6 17,27 LS
12 108 38 28,12 2 6 1727 | LS|
13 105 38 28,07 2 7 06,03 LS
14 108 39 43,21 2 7 06,29 LS
15 105 38 4328 | 2 6 2881 | LS
16 105 39 26,01 2 6 28,61 LS
17 105 39 26,02 2 ) 00.61 LS
& 18 | 105 39 42,26 2 6 00,61 LS
19 108 38 42,25 2 5 17.74 LS
20 105 38 2112 2 5 17,72 LS
21 105 39 21,12 2 5 10,35 LS
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2 | 105 390 | 2816 | 2 [ 65 [1033 ] LS
23 | 105 30 2818 | 2 | 4 | 5871 IS
24 | 105 | a8 0846 | 2 | 4 | 5874 [ LS _

25 | 10s 38 | 0845 | 2 | 4 }3681| LS

26 | 105 | 39 5814 | 2 | 4 | 3672 | LS

27 | 105 | 39 5813 | 2 | 4 | 5686 | (S
28 | 106 49 1952 | 2 | 4 | 5886 | LS

20 | 105 40 1952 | 2 | 6 | 2085 | Ls

30 | 108 | 40 2861 | 2 | 5 | 2986 [ LS

31 |_105 40 28660 | 2 | 6 [ 1423 | LS
| 32 | 105 4 0142 | 2 | 6 | 1424 | LS _

33 | 105 4 0141 | 2 | 6 |37z | LS

34 | 106 1 1873 | 2 | 6 | 3778 | 1S
| 35 | 108 41 1973 | 2 | 6 boso4 [ LS

36 | 105 41 5413 | 2 | 6 | 0604 | LS

37 | 105 41 5413 | 2 |6 [ 1838 | Ls

38 | 105 42 | 3413 | 2 | & | 1839 | LS

35 | 105 42 3412 | 2 | 6 | 3880 | LS |

40 | 105 43 212 | 2 | 8 [38g0| LS

41 | 108 43 0212 | 2 | 6 0713 | S

47 | 105 | 42 5248 | 2 | 6 | 0713 | LS

43 | 105 42 5248 | 2 | 5 | 5124 | L5
| a4 | 105 44 2160 | 2 | 5 | 5126 [ LS

45 | 108 44 4161 | 2 | 6 {1753 | LS

a5 | 105 43 3630 | 2 | 5 [1752 [ LS

47 _|_10s 43 3630 | 2 | 5 | 8132 LS

a8 | 105 42 3572 | 2 | 5 | 2131 | S|

49 | 105 42 3573 | 2 | 4 | 5820 | LS

50 | 105 42 1531 | 2 | 4 | 5843 | LS

51 | 105 42 | 1520 { 2 | 4 {4089 | LS

52 |_105 42 0178 | 2 | 4_| 4084 | LS

53 | 105 42 0185 | 2 | 4 | 2547 | LS |

54 |_105 a1 2351 | 2 | & | 2547 | LS |

55 | 105 41 2351 | 2 | 3 | 5988 | LS

56 | 105 38 0165 | 2 | 3 | 5984 | LS

5/ | 105 38 0165 | 2 | 3 | 3988 LS

56 | 105 a7 246 | 2 | 3 [3087 | LS

59 | 105 37 2247 | 2 | 3 | 2565 | LS|

B0 | 105 35. | 5805 | 2 | 3 | 2563} LS

g1 | 105 35 5004 | 2 | 3 [37903 | LS

62 | 105 35 1892 | 2 | 3 | 3782 | LS
{Bukti P6)

b. KP 7 |lUP DU. 1544 :

(1} SK Dirjen Pertambangan Umum No: 1211.K2014/DDJP/1993 tanggal 31
Agustus 1993 yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi -
Eksploitasi untuk jangka waktu 10 {sepuluh) tahun berturut-turut kepada
PT. Tambang Timah (Persero) atas suatu wilayah teranda DU.
1644/Sumsel, yang terletak di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera
Selatan (Babel} seluas 19.540 Ha. (Bukti P-7)

(2) Bahwa setelah dilakukan Eksplorasi maka KP Eksplorasi tersebul
dilingkatkan menjadi KP Eksploitasi berdasarkan SK Dirjen Pertambangan



Umnum No: 355.K/2014/DDJP/1985 tanggal 21 Juli

1995 yang memberikan

Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun

perturut-turut kepada PT. Tambang Timah (Pe
yang terletak di Kabupaten Bang

seluas 19.540 Ha. (Bukti P-8)
Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-

batasnya sebagai berikut ©

rsero) DU. 1544/Sumsel,
ka Propinsi Sumatera Selatan (Babel)

N LINTANG BUJUR KOORDINAT LOKAL

o D | M ' s | | M | S | I X (METER} | Y (METER)
B EE 5 T181 51 | 105 32I 26 E 158761.049 | -225416.475 |
2 z l 19 sl | 105 34 1 E 162007.871 | -225416.485 |
| 3 l 105 162007.873 | -224555.91 55.912 |
4 | 1 1l s 105 36 [ 166182.358 | -224555.924
_5__| 2 I 'S | 105 36 [166182.349 | 227567.948 |
B _‘ 29 S | |hos [ 5 42 E 164821776 | -227567.944 |
EZ B _1_ _|_ 105 |42 | 1 164821.775 | -227967.502
|8 | 3 l 105 163708579 | -227967 - 498 |
9l 163708.573 | -229873.085 |
| 10| ‘ _f Los 3 46 E | 161234.804 | [220873.088 |
1_1_' 2_+4 2_+ @_w_}isA 161234 806 | -229412.054
D 105 | 34 2—iE+ 16172956 | 229412.056 |
3] | ETzs‘l’s 105 | 321 2 T €7} 761729.566 577383.523 |
_15 105 | 33| 0 |E 159812.395 | 227383517
15 i?‘_t;j’_ 105 (33| 0 Et; 159812.307 | -226584.405 |
T8 | T 2 57 105 32 | 26 | E| | 158761.046 | 226584402

(Bukup _9)

(3) Bahwa pada tahun
yang semula luasnya adalah 19.540 Ha menjadi 2.
Menteri Pertambangan dan Energi No: 1199. Kf20

Juli 1997. (Bukti P-10)

1997, DU. 1544 mengalami perubahan luas wilayah
348 Ha berdasarkan SK
14/MPE/1987 tanggal 22

Areal ! lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-

batasnya sebagai berikut :

No. Garis Bujur Garis Lintang

Titik ° L " P ' . LUILS
bl 105 | 32 | 260 ) 2 1T 2 {180 LS
2 | 105 | 34 | 1.0 2 | 2 |10} 1S
s | 105 | 4 | 10 ) < —4 | 510 ] LS
| 4 | 105 | 36 | 260 |} 2 | 1 510 | LS |
~5 | 105 | 3% | 260 1 2 | 3 | 29001 LS
6 __105_ __35_ ___42L _2_ i__Zﬂ__LS_
7 | 105 | 35 420 | 2 | 3 420 | LS |
[ 6] sl =55 166 | 2 | 8 [40] LS |
g | sy a5t ) 60 | "2 | 4 |a0] LS
10 | 105 | 33 | 60 | 2 | 4 440 | LS |
. L 105§ 33 | 460 2 | 4 {2w0]) IS

94
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I
8
I

2 105 | 34 2.0 3 4 200 Ls

13 | 105 | 34 | 20 2 3 | 230 LS

14 | 105 | 33 0.0 2 3 | 230 is

15 | 108 | 33 0.0 2 | 2 [670) LS

16 | 105 | 32 26.0 2 2 | 570 | LS
(Bukti P-11)

(4) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat {4) huruf a Pcraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa Kuasa
Pertambangan wajib disesuaikan menjadi lzin Usaha Pertambangan
menurut Undang Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, maka Kuasa Pertambangan tersebut disesuaikan
menjadi lzin Usaha Pertambangan {IUP) berdasarkan SK Bupati Bangka
Barat Nomor: No. 188.45/085/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 tentang
Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Timah Kepada PT.
Timah (Persero) Thk. yang memberikan lzin Usaha Pertambangan Operasi
Praduksi kepada PT. Timah {Persero) Thk. untuk jangka waktu 17 (tujuh
belas) tahun atas lokasi penambangan DU. 1544, yang terletak di Desa
Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kep.
Bangka Belilung seluas 2.301,18 Ha. (Bukti P-12)

' Areal / lokasi tersebut dengan menggunakan sistem koordinat, yang batas-
batasnya sebagai berikut :

No. Titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
Koord. o ¢ & ° ; . LULS
1 105 22 (2282 | 2 | 2 [5822] LS

2 105 33 {0654 | 2 | 2 [5794| LS
8.9 105 33 | 0654 | 2 |'3|2399| LS
4| 105 34 | 0834 | 2 | 3 |2400] LS
5 105 34 | 0832 | 2 | 4 {2883 | LS
6 105 33 5182 | 2 | 4 | 2992] LS
T 105 33 | 6182 | 2 | 4 4490 LS _
8 | 105 35 | 1249 | 2 | 4 | 4492 LS
9 105 35 | 1251 § 2 V3 |3702| LS
10 105 35 | 4853 | 2 | 3 | 3793 | LS
1 105 35 | 4858 | 2 | 22562 | LS
12 105 36 13176 | 2 |'3 2563 | LS
1 105 | 36 | 3178 { 2 { 1 |5239| LS
14 105 34 1775 1 2 [ 1]836]| LS
15 105 M 1775 ) 2 | 2 2003 LS
16 105 | 32 | 3257 | 2 | 2 J=2000] LS
{Bukfi P-13)

2. Bahwa KP-KP yang telah diubah menjadi IUP dikuasai secara sah menurut
hukum oleh PENGGUGAT sejak tahun 1993 sampai sekarang, telah dilakukan
Eksploitasi secara bertahap atas bahan galian timah putih dan mincral
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pengikutnya, serta PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban membayar luran
Tetap dan luran Eksploitasi setiap tahun kepada negara dan tidak pernah
melepaskan hak penguasaan terhadap KP { IUP tersebut kepada siapapun.
(Bukti P-14)

. Bahwa ternyata sebagian areal / lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544

seluas 157,69 Ha telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, yang

sebelumnya secara berturut-turut TERGUGAT telah mengajukan permchonan

kepada PENGGUGAT untuk meminta rekomendasi pelepasan kawésan KP

PENGGUGAT yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit, yaitu :

a. Surat Direktur PT. Sawindo Kencana Nomor ; 004/FEB/SAWINDOQ/95 tanggal
3 Februari 1995 kepada Direktur Ekeplorasi & PU PT. Timah (Persero), Perhal
. Permohonan Rekomendasi Pencadangan atas Lahan untuk perkebunan
kelapa sawit, yang pada pokoknya memohon kepada Direktur Eksp'orasi & PU
PT. Timah (Persero) untuk memberikan Surat Rekomendasi kepada
TERGUGAT sebagai kelengkapan Surat Permohonan lzin Lokasi yang
dimohonkan oleh TERGUGAT. {Bukti P-15)

b. Bahwa permohonan tersebut ditolak oleh Direktur Eksplorasi PT. Tambang
-Timah (Persero) dengan Surat Nomor : 354/UM-0001/95-SO tanggal 20
Februari 1995 yang pada pokoknya menyatakan hahwa PENGGUGAT
keberatan atas lokasi KP PENGGUGAT DU. 1508 seluas 800 Ha yang
dimohonkan oleh TERGUGAT, karena pada lokasi yang dimaksud tidak akan

/ dilepas oleh PENGGUGAT. (Bukti P-16}

¢, Bahwa selanjutnya Direktur Utama PT. Sawindo Kencana kembali

mengirimkan Surat pada tanggal 27 April 1995 kepada Direktur Eksplorasi PT.
Timah (Persera) untuk membcrikan persetujuan / rekomendasi atas
penggunaan areal yang berada dalam wilayah KP Timah DU. 1509 seluas £
1.385 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. (Bukti P-17)

d. Bahwé permohonan dan permintaan tersebut secara tegas ditalak dengan
Surat Direksi Nomor : 902/UM-0001/96-SU tanggal 26 Mei 1995 yang
ditujukan kepada Direktur PT. Sawindo Kencana, dengan tegas dinyatakan
bahwa permohonan TERGUGAT untuk menggunakan sebagian areal / lokasi
KP PENGGUGAT di DU. 1509 tidak dikabulkan dan tetap ditolak. (Bukti P-18)

¢. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1995, Direktur PT. Sawindo Kencana kembali
mengirimkan Surat Nomor : 09/SK/V/1995 kepada Dirut PT. Timah (Persero),
Perihal : Rencana Lahan Pembibitan, yang pada pokoknya memohon kepada
Dirut PT. Timah {Persero} agar dapat memberikan izin pemanfaatan lahan dan
kolong ex-galian timah seluas + 135 Ha untuk areal lokasi pembibitan kelapa
sawit. {Bukti P-19)
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{. Bahwa permchonan dan permintaan Direksi PT. Sawindo Kencana tersebut
tetap ditolak dan tidak dikabulkan dengan Surat Direktur Eksplorasi PT.
Tambang Timah {Persero) Nomor : 1132/UM-0001/95-S0 tanggal 21 Juni
1995 karena merupakan aset BUMN yang tidak bisa ditepaskan. (Bukti P-20)

g. Bahwa kemudian Project Manager PT. Sawindo Kencana mengirim lagi Surat
Nomor : 028/PM-SWK/VII/96 tanggal 26 Juli 1996 kepada Diraktur PT. Timah,
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan KP. Timah. Dalam
surat ini, Project Manager PT. Sawindo Kencana memohon kepada Direksi
PT. Timah (Persero) Tbk. agar dapat merekomendasikan pelepasan kawasan
KP. Timah tersebut di atas seluas + 500 Ha untuk kepentingan perkebunan
kelapa sawit TERGUGAT. (Bukti P-21) '

h. Bahwa pemohonan TERGUGAT tersebut secara tegas ditolak oleh
PENGGUGAT dangan Surat Nomer : 233/PTB-1000/96-S0 tanggal 3 Oktober
1996, yang menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan oleh TERGUGAT
berada dalam KP. Timah DU. 1509/Sumsel tidak bisa dilepaskan. {Bukti P-22)

4. Bahwa surat-surat sebagaimana diuraikan pada butir 3 a, ¢, € dan g dimuka
adalah sebagai tindak lanjut dari TERGUGAT dalam melaksanakan saran dan

: petunjuk dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera

Selatan, Kepala Kantor Penghubung Bangka yang dalam Suratnya No.

809/09/PLG/1995 tanggal 21 Januari 1995 yang ditujukan kepada Direksi PT.

~ Sawindo Kencana dan tembusannya antara lain ditujukan kepada Direktur

Eksplarasi dan PU PT. Timah (Persero} Tbk. cq. Kepala Eksplorasi PT. Timah

(Persero} Thbk., disebutkan bahwa pencadangan jahan yang saudara mohon

sefelah ditelitl kembali dan memploting dari peta KP timah ke peta

permohionan terschut terdapat sebagian areal yang tumpang tindift dengan
wifayah KP timah, yaitu pada DU 1508 seluas * 800 Ha.

Berkenaan dengan hal tersebut agar kiranya segera mengajukan [/

permohonan rekomendasi ke PT. Timah ferhadap areal yang tumpang tindift

apabila ingin menggunakan lahan dimaksud. {Bukti P-23)

5. Bahwa herdasarkan hukti surat / dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 3
dan 4 dimuka, membuktikan bahwa TERGUGAT dan Badan Pertanahan Nasional
Wilayah Propinsi Sumatera Selatan mengetahui dan menyadari bahwa areal ¢
lokasi DUJ. 1509 dimaksud adalah Hak Penguasaan PENGGUGAT

6. Bahwa walaupun secara tegas PENGGUGAT meénolak semua permohonan dan
permintaan TERGUGAT untuk memberikan areal / lokasi DU. 1509, temyata
diketahui TERGUGAT dengan niat buruk (kwade opzet) dan secara mclawan
hukum telsh melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan KP / IUP DU. 1509
seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,89 Ha dan membangun sarana dan
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prasarana berupa gedung perkantoran dan pabrik di atas tanah lahan KP / IUP
DU. 1509 PT. Timah (Persero) bk,

7. Bahwa areal Iokasi yang digunakan untuk membangun gedung perkantoran,
pabrik dan sarana prasarana lainnya yang diperuntukan untuk kegiatan dan
aktivitas TERGUGAT, areal lokasi tersebut sesuai dengan titik kaordinat yang
berada di luar ijin lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT.

8. Bahwa walaupun TERGUGAT mengetahui dan menyadari bahwa seluruh
bangunan seperti yang diuraikan pada Posita butir 6 dan 7 di muka bahwa areal
tersebut bukan milik TERGUGAT ataupun tidak termasuk dalam ijin lokasi tapi
TERGUGAT tetap membangun semua bangunan di atas tanah yang ielas-jelas
diketahui adalah areal tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT dan tercatat
sebagai areal yang masuk dalam wilayah DU. 1508, sikap TERGUGAT tersebut
membuktikan secara sah menurut hukum bahwa TERGUGAT meiakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedsad} yang bersifat menimbulkan
kerugian bagi PENGGUGAT. '

9. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penelusuran atas perbuatan
sewenang-wenang dari TERGUGAT yang menguasai secara melawan hukum
atas areal ! lokasi wilayah KP / IUP yang telah dibangun kantor, pabrik dan
ditanam kelapa sawit, idak hanya di atas areal 7 lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8
Ha, tetapi juga menguasai secara melawan hukum areal / lokasi DU, 1544 seluas
157,69 Ha. :

10.Bahwa sesuai dengan |zin Lokasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
TERGUGAT, ternyata bangunan kantor dan pabrik TERGUGAT berada di luar
Izin Lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT dan berada di wilayah DU. 1509
milik PENGGUGAT.

11.Bahwa dengan demikian, pembangunan kantor dan pabrik serta penanaman
kelapa sawit di atas areal / lckasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544
seluas 157,89 Ha dilakukan oleh TERGUGAT dengan sengaja dan melawan
hukum yang disadari dengan maksud, niat dan kehendak untuk menguasai dan
memiliki aset-aset milik BUMN in cassu milik negara.

12.Bahwa seandainya setelah sebagian areal / lokasi DU. 1509 dan DU. 1544 yang
dikuasai secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk
dikonversi menjadi HGU atas nama TERGUGAT, permohocnan, proses damp
penarbitan HGU yang dimohonkan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai.
kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena satiap permohonan hak (HGU) hams
dilampirkan. bukli-bukti pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal atau badan
yang menguasai-secara sah atas tanah / sebagian tanah yang dimobonkan.
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13.Bahwa temyata areal / lokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT, sebagian milik
PENGGUGAT yang berasal dari wilayah DU. 1508 dan DU. 1544, tidak pernah
dilepaskan dan / atau direkomendasikan kepada TERGUGAT, dan sebclumnya
Badan Pertanahan sudah mengetahui bahwa areal / lokasi tanah lersebut milik
PENGGUGAT berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumsel
seperti yang diuraikan pada butir 4 dimuka.

14.Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional wilayah Propirsi Sumatera
Selatan Kantor Penghubung Bangka sejak tahun 1995 sudah mengetahui areal /
lokasi a quo adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Surat pada butir 4
dimuka, dan apabila dikelahui TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya
meliputi sebagian areal f lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas
157,69 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

15.Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan karena penyelesaian secara
musyawarah tidak direspons oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 4 Juni 2012
PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT dengan
Surat No. 027/MSL-PDT/VIR2012 yang temyata Somasi terhadap TERGUGAT
tersebut tidak diindahkan, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT telah bertindak
secara sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum. {Buktl P-24)

16.Bahwa oleh karena TERGUGAT yang secara sewenang-wenang tclah menguasai
KP / IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milk PENGGUGAT, maka PENGGUGAT
memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongi(an lahan yang dikuasai
secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik meliputi
penguasaan, pemellharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan /
atau mengangkat tanaman kelapa sawit, dan membongkar serta mengosongkan
semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan / atau ditempatkan secara
melawan hukumn di atas KP / JUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik PCLNGGUGAT
serta mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan semula.

17.Bahwa apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan perintah sebagaimana
yang diéebutkan pada butir 16 di atas maka TERGUGAT diharuskan untuk
membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.
50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan.

18.Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum,
sehingga menimbulkan kerugian bhaik materil maupun immateril bagi
PENGGUGAT maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka TERGUGAT harus dihukum untuk
membayar kerugian bagi PENGGUGAT, sehagai berikut ;
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Kerugian Materiil

[TBLOK | DU | LDH(m?) | DDM(m) 1DH {m*) YOH (Kgim) | PDH (Ton)
BLOK 1 1°.158.748 | 455 | 50.772.303 0,072 37C6.35
BLOK 2 1807.376 | 4.43 B.442.876 0,041 346,44
BLOK 2 | 1508 287.700 5.62 1.616.874 0,017 i 27,49
BLOK 4 24230 633 153.756 0,000 X
BLOK S 160.258 |  4.90 785.264 0,127 96,73
BLOKG | 1544 1576945  DOO 0 0,001 [ oL
_ JUMLAH [isat5.317| 400 | ei777ara 0,068 | 448003 |

Dengan demikian jumlah kandungan timah yang berada di DU. 1508 dan DU.
1544 sebanyak 4.180,03 Ton x USD 20.000 / Ton = USD 83.600.600 atau
setara dongan equavalensi USD 1 = Rp. 8.400,- atau USD B83.600.800 x Rp.
9.400 - = Rp. 785.845.640.000,- {tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan
ratus empat puluh iima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Kerugian Immateriil

Bahwa dengan dikuasainya secara melawan hukum KP / [UP DU. 1509 seluas
1.353.8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha, yang didalamnya mengandung
cadangan bijih timah yang sangat potensial, sehingga PENGGUGAT
mengalami kerugian dalam. melakukan penambangan bijih timah dan mineral
pengikutnya yang keuntungannya untuk memberikan sumbangan bagi
perkembangan perckonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
Negara pada khususnya sehingga wajarlah akibat perbuatan dar TERGUGAT
tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian immateril yang apabila
diperhitungkan dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah).

19.Bahwa dengan demikian jumlah sefuruh kerugian yang PENGGUGAT derita
akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, baik kerugian
materiil maupun kerugian immateriil berjumlah

Rp

. 785.845.840.000.- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 786.845.640.000,- (tujuh ratus

delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat

pul

uh ribu rupiah).

20.Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya menurut hukum Kiranya Majelis

Hal

kim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang meraeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memutus dan menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan
metawan hukum {onrechtmatigedaad).

21.Bal

hwa guna menghindari keterdambatan TERGUGAT membayar ganti kerugian

kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan dan patut kiranya apabila

aJiE|

RGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % {(dua

persen) setiap bulannya dari jumiah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,-

{tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam
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ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap.

22.Bahwa cleh karena TERGUGAT melakukan perbustan malawan hukum dan
mempunyai itikad yang tidak baik, maka patut dan pantaslah secara hukum jika

PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Megeri Sungai Liat

yang memeriksa perkara ini agar kimnya berkenan untuk meletakkan Sita

Jaminan terhadap harta kekayan TERGUGAT barupa :

(1) Pahrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah Ickasi / areat
DU 1509 terletak di Desa Tempilang Air Lintang, Kecamatan Air Lintang
Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(2) Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower vang terletak di
Business Park Kehon Jeruk Jalan Raya Meruya Ifir No. 82 Jakarta Barat,
22.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukfi-bukti yang sah,

yang mempunyai nilal pembuktian sempuma dan tidak dapat disangkal lagi akan

kebenarannya. sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG, maka cukup beralasan
menurut hukumn apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanzkan
terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (uffvoerbaar bij
voorraad), - )

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dangan ini PENGGUGAT mohon

dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat agar kiranya

berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai besikut

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk
kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengheta.

2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 7586.845.640,000.- (tujuh ratus
delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat

puluh ribu rupiah} kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai datam
menjalankan Putusan Provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah menunt hukum:

(1) 8K Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K/2014/D0DJPM993 tanggal 27

Agustus 1933 yang dinubah dengan SK No: 320 K2014/DDJPH 895 tanggal 21
Juli 1985 yang ‘memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi uatuk jangka
wakiu 20 (tiga puluh) tahun bertwrut-turut kepada PENGGUGAT untuk suatu
wilayah tertanda DU. 1509/Sumsal, yang terletak oi Kabupaten Bangka
Propinsi Sumatera Selatan seluas 4.172.50 Ha yang kemudian dirubah lagi
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sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No,

23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 dengar: SK Bupati
Bangka Barat Nemor: No. 188.45/092/2.03.02/2010 langgal 28 April 2010
untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun seluas 4.158,78 Ha dangan batas-
batas sesuai titik koordinat:

No. Bujur Timur Lintang (LU/LS
Titik ° r 3 2 " 5 LUALS
1 [ 105 35 19.01 2 { 4 |1002] LS
2 105 26 51,26 2 4 1004 | LS
3 105 36 51,27 2 3 5478 | LS
4 105 37 18.08 2 3 54,78 LS
5 105 37 18,05 2 4 30,37 LS
6 105 a7 37,79 2 4 3037 } LS
7 105 37 37,79 2 5 00,46 LS
8 108 37 5513 | 2 5 00,46 LS
) 105 37 55,12 2 5 3585 | LS |
10 105 38 46,51 2 5 35,86 LS
11 105 38 48,50 2 [ 17.27 LS
12 105 38 28,12 2 6 17.27 Ls
13 106 38 28,07 2 7 06,03 LS |
14 105 39 43.21 2 7 06,29 LS
15 | 105 39 4326 | 2 6 28,61 LS
16 105 39 26,01 2 6 28,61 LS
17 105 as 2602 | 2 | 6 [0061 | LS |
18 105 39 42,26 2 6 00,61 LS
19 105 39 4225 2 5 17.74 LS
| 20 105 39 21,12 2 5 17,72 | LS
21 105 39 21,12 2 5 10,35 LS
22 105 38 28,18 2 5 10,33 LS
23 105 39 28.18 2 4 58,71 LS
24 105 39 08,46 2 4 | 5874 | Ls
25 105 38 08,45 2 4 3681 ) LS
26 105 39 58,14 2 4 | 3872 | (S
97 108 39 8813 | 2 4 58.86 LS
| 28 105 40 19,52 2 4 58,86 LS
29 105 40 1952 | 2 5 28,85 LS
30 105 40 28.61 2 5 29.86 LS
31 105 40 23,60 74 6 14,23 LS
| 32 105 41 01.42 2 6 14.24 LS
33 105 41 01,41 2 & v LS_
34 105 41 19.73 2 6 3778 .S
35 105 41 19.73 2 3] 06.04 LS
38 105 41 5413 2 f 06,04 | LS
| 37 105 41 54,13 2 [ 18,28 LS
38 105 42 3413 2 6 18,39 LS
39 105 42 34,12 2 6 | 3880 LS
40 105 43 02.12 2 6 | 38.80 LS
41 105 43 0212 | 2 | & 10743 | LS
42 105 42 | 52,48 2 [ 07.13 LS
43 105 42 52,48 2 5 5124 | LS
44 105 44 41,60 2 5 | 51.26 LS
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mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena seuap periivin
hak (HGU) harus dilampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah dari pem
asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah ya

dimohonkan’

Butir 14 Gugatan:
"Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi Sumat

Selatan Kantor Penghubung Bangka sejak tahun 1995 sudah mengeta
areal/lokasi a quo adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Bukti Surat pada b
4 dimuka, dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperoleh HGU y:
luasnya meliputi sebagian areal/lokasi DU. 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1

seluas 157,69 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan c:

hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat’,

16. Dari  kutipan _dalil PENGGUGAT tersebut di atas, maka jelas bal
PENGGUGAT telah mempersoalkan keabsahan aan menuntut pembatalan .
SHGU No. 1;

17. SHGU No. 1 merupakan sertifikat yang telah terdaftar di Kantor Pertanc
Kabupaten Bangka sejak tahun 1997 {vide BUKTI T-2).

Sedangkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT baru terdafta
kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 8 September y
dengan registrasi perkara nomor 48/Pdt/G/2012/PN.Sgt;

18. Artinya, PENGGUGAT melalui Gugatannya telah menuntut pemba
sertifikat hak atas tanah (in casu SHGU No. 1), yang telah berusia lebih
5 (lima) tahun, yakni setelah SHGU No. 1 diterbitkan pada tahun 1997;

19. Sementara itu, pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
tentang Pendaftaran Tanah (‘PP No. 24/1997") secara tegas menyebutkan b
batas waktu untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penguasaan
maupun penerbitan sertifikat adalah 5 (lima) tahun sejak sertifikat ter
diterbitkan. Adapun Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 tersebut menye
sebagai berikut: :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sértipikat secara sal
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
paik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang m
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaa
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya ser

itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipik
. e e i e menaaiukan O
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Dalarn Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGCAT telah
melakukan perbuatan melawan hukum yakni secara melawan hukum menguasai
sebagian areal di wilayah DU 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU 1544 scluas 157.64
Ha,

Namun PENGGUGAT sama sekali tidak pemah renjelaskan dasar dan alazan
mengenai wilayah yang dikuasai secara melawan hukum - guod nen — cieh
TERGUGAT tersetut, PENGGUGATpun tidak dapat menunjukkan bukti bahwa
dalam wilaysh DU 1509 dan wilayah DU 1544 terdapat areal perkebunan kelapa
sawit milik TERGUGAT. Salain itu, wilayah DU 1508 dan wilayah DU 1544 tidak
pernah dipammasalahkan oleh PENGGUGAT sampai dengan gugatan a quo
diajukan;

- Selain itu, PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menglraikan

gecara rinci mengenai unsur-unsur pertbuatan melawan hukum yang — guod ron —
dilakukan oleh TERGUGAT: '

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara fegas menyehutkan
bahwa agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum
maka perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unser-unsur perbuatan
melawan hukum yaitu sebagai berikut:

. Adanya tindakan/perbuatan;
. Perbuatan itu harus melanggar hukum (orechimatig);

Pelakunya mempunyai unsur salah;

. Timbulnya kerugian;
. Adanya hubungan kausal.antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifal kurnulatif,
sehingga' dengan tidak dipenuhinya salah saty dari unsur tersebut maka
perbuatan tersehut bukan merupakan perbuatan melawan hukur,
Bahwa dengan tidak diuraikannya secara ferperinci unsur-unsur perbuatan
melawan hukum yang yang - quod non — dilakukan oleh TERGUGAT, maka
Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak berdssar hukum
{orrechimatiy of ongegrond), sehingga sudah selayaknya jika gugatan
PENGGUCAT dinyatakan tidak dapat diterima {niet onfvankelik verizend).

Il. GUGATAN DILAKUKAN SECARA LICIK (EXCEPTIE DOLI PRAE SINTIS)

BE.

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa Keputusan Kepala BFN  Nomor
120/HGUBPNY &7 (vide BUKTI T-1) dan SHGU Na. 1 (vige BUKTI T-2) yang
memberikan Hsk Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun kepada
TERGUGAT atas lanah negara seluas 6.731,2 Ha yang terletak di Kecamatan
Pembante Puding Besar, Kabupaten Bangka, Propinsi Sumaters Selatan,
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keterlambatan, apabila perintah sebagaimana tersebut pada petitum butir 6 can 7
di atas tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, terhitung sejak putusan dalam
perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsds).

10.Menghukum TERGUGAT unluk membayar denda keterlambatan sebeéar 2%
(dua persen) setiap bulannya dari jumlah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000,-
{tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam
ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap {inkracht van gewijsde).

11.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada
Bantahan, Banding, maupun Kasasi {vitvoerbaar bjj voorraad).

12.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau setidak-tidaknya,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonoy.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, untuk TERGUGAT telah datang
menghadap Kuasanya bemama Dr.Frans H.Winarta. M.H. Harri Budiman, S.H dan
Kelly 8am, S H, para Advokat dan Law Firm FRANS WINARTA & Partnors yang
beralamat di Komploks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit Gading
Raya Blok A. No.15-17, Kelapa Gading Pemnai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan register Nomar
! 245/SK.Pf2012.PN.SGT;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pasal 154 R Bg dan peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di
Pengadilan. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
melakukan upaya perdamaian melalui sistem Mediasi tarsebut dengan menurjuk
Hakim HENENG PUJADI, SHMH sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari
mediator tersebut tertanggal 04 Desember 2012 ternyata tidak ada kesepakatan /
Perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat
gugatan dan atas gugatan tersebut Penggugat selanjutnya mengajukan perbaikan
gugatannya yang pada pokoknya berupa penambahan Petitum pada butir 5 halaman
21 Surat Gugatan yang peristiwa hukumnya sebagaimana diuraikan dalam posita
butir 12, sehingga butir 5 yang sudah ada pada gugatan menjadi butir 6 dan
seterusnya yaitu:

5. Menyatakan Hak Guna Usaha {HGLU} yang diterbitkan atas nama TERGUGAT
PT.SAWINDO KENCANA di areal /lokasi DU.1509 dan DU.1544 yang dikuasai
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secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak;
Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka

TERGUGAT mengajukan eksapsi dan jawabannya tortanggal 15 Januari 2013 yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

TERGUGAT menalak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
PENGGUGAT di dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas
kebenarannya cleh TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI SUNGAI LIAT TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA A QUO ATAS DASAR KOMPETENSI ABSOLUT

. Dalam butir 12 Gugatan, PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa

permohonan, proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan TERGUGAT adalah
cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti tak, karena
sefiap permohonan HGU harus melampirkan bukti-bukti pelepasan hak atas tanah
dari pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian
tanah yang dimohonkan;

. Selain ftu, dalam butir 14 Gugatan, PENGGUGAT pada. intinya menyatakan pula

bahwa oleh karena BPN wilayah Propinsi Sumatera Selatan sudah mengetahui
arealflokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah milik PENGGUGAT dan
apabila. diketahui- TERGUGAT telah memperoleh HGU yang luasnya meliputi
sebagian areal DU 1509 seluas 1.363,8 Ha dan DU 1544 seluss 157,69 Ha, maka
secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat: >

- Untuk lebih jelasnya, berikut masing-masing kutipannya:

Butir 12 Gugatan:

"Bahwa seandainya sefelah sebagian srealfoksasi DU. 1509 dsn DU, 1544 yang
dikuasal secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk
dikonversi menjadi HGU afas nama TERGUGAT, permohonan, proses dan
penerbitan HGU yang dimotionkan adalah cacat hukum dan  tidak
mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, kerens setiap pormohonan
hak (HGU} harus ditampirkan bulkli-bukti pefepasan hak atas tensh dari pemilik
asal afau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tansh yang
dimohankan®

Butir 14 Gugatan :

"Bahwe oleh karcna Badan Pertenshan Nasional wilayah Propinsi Sumatera
Selatan Kanlor Penghubing Bangka sefak tshun 1995 sudah mengetahui
arealfokasi a quo adslah milik PENGGUGAT berdasarkan Sural pada bufir 4
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Contok: SK Pengangkatan Pegawai, lzin Usaha Industi, Surat Keterangan
Kefakuan Baik, Akle Kefahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Hak atas
Tanah di"

Dari pendapat ahli hukum tersebut, maka jelas bahwa Keputusan Kepala BPN
Nomor: 120(HGU/BPN/ 87 {vide BUKTI T-1) dan SHGU No. 1 (vide Bukti T-2),
adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

8. Dengan demikian jelas bahwa segala sengketa yang mempersoalkan keabsahan
atau menuntut pembatalan dari Keputusan Tata Usaha Negara (in casu SHGU
No. 1} adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya
diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, dan bukan di
lingkungan peradilan umum (in casu Pengadilan Negeri Sungai Liat);

9. Oleh karena yang dipersoalkan aleh PENGGUGAT adalah Keputusan Kopala
BPN Nomor: 120/HGU/BPN! 97 (vide BUKTI T-1) yang merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara, maka sutlah sepatutnya apabila perkara a quo diperiksa,
diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal §0 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:
"Pengadilan Tata Usaha Negara berfugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyeliesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.™

10.Kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagai Iémbaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah secara tegas diatur dalam
ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuvasaan Kehakiman {"UU Kekuasaan Kehakiman') dan Pasal 53 ayat {1}
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing
menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (5) ULl Kekuasaan Kehakiman:

“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pado ayat (1) berwenang
memeriksa, mengadifi, memutus, dan menyelesaikan sengkefa tata usaha
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 63 ayat {1} Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor § Tahun 1986 tantang Peradilan Tata Usaha Negara:
“Orang atau badan hukum perdafa yang merasa kepehﬁngannya dirvgikan ofeh
suaty Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntuten agar Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan bataf atau tidak sah,
dengan atau tanpa diserta) tunfutan ganti rugi dan/etau direhabilitasi"
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Dari ketentuan Pasal 25 ayat (5} UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,
maka Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang memiliki
kewcnangan mutlak {kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian jelas bahwa
Pengadilan Negeri Sungai Liat yang merupakan badan peradilan di lingkungan
peradilan umum ftidak memiliki kewenangan (kompetensi} untuk memeriksa dan
memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara {in casit pembatalan SHGU No. 1);

11.Mengenai kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan ini, kiranya patut disimak
Yurisprudensi Mahkamah Agung R1 Na. 323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 dan
pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul
Buky Materi Dasar Hukurn Acara Perdata, Cetakan ke-ll, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000, halaman 37, masing-masing menyebutkan sebagai berikut:
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 323 K/Sip/1968:

"Pembatalan surat jzin perusahaan yang dikeluarkan oleh gubemur adalah
wewenang peradilan tata usaha negara dan tidaklsh tepat bila dilakukan
oleh pengadilan nageri.’
Pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, S H.:
*Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Umum mutlak tidak dapat
dilakukan oleh badan Peradilan Agama maupun badan-badan peradilan fain.
Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Agama mutlak fidak dapat
dilakikan badan Peradifan Umum maupun badan-badan peradilan fainnya.
Demikian selerusnya, masing-masing hadan peradilan _itu rmempunyai
wewenang sendiri-sendiri. Wewenang masing-masing badan peradilan inilah
yang dinamakan wewenang mutfak (kompetensi absofut)."
Merujuk pada pendapat ahli hukum H. Riduan Syahrani, 8.H., tersebul di atas,
maka jelas bahwa setiap pengadilan memiliki kewenangan (kompetensi
mutlaknya masing-masing sehingga pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum tidak memiliki wewenang untuk memeriksa obyek sengketa tata
usaha negara yang merupakan kewanangan dari Pengadilan Tata Usaha
Negara. .

12.0leh karena Pengadilan Negeri Sungai Liat tidak memiliki kewenangan secara
mutlak untuk membatalkan SHGU Na. 1 {vide BUKTI T-2). maka sudah
selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat menyatakan
dirinya fidak berwenang untuk memerlksa Gugatan &z gquo. Hal ini
sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 134 HIR, sebagai
berikut2 q



110

=24 =

"fika persofisihan itu sustu perkare yang tidak rnasuk kekuasaan pengadifan
neged, maka seliap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya
hakim menyatekan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula
mengakuinya karena Jabatannya."

Sefain itu, ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, 5.H., dalam bukunya yang
berjudul Hukurn Acara Perdata indonesia, Edisi Keempat, Cetakan Pertama,
Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1993, halaman 63 sampai dengan halaman G4,
menyatakan sebagat berikut:

“Kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang
memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang
sccara ex officio untuk memeriksanya, dan tidak bergantung pada ada alau
tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidak-wenangnya itu...*

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas. maka jelas bahwa Pengadilan Negeri

Sungai Liat tidak berwenang (tidak mempunyai yurisdiksi) untuk mengadili
perkara aquo, karena pokok persoalan dari perkara aquo adalah Keputusan
Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (vide BUKT! T-1) serta SHGU No. 1
(vide BUKTI T-2) yang notabene merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,
sshingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menolak gugatan
PENGGUGAT dan memberikan putusan sela sebagai berikut :

a. Menerima eksepsi kompetensi absolut yang disjukan oleh TERGUGAT;
b. Menyatakan eksepsi kompentensi absolut yang diajukan oleh TERGUGAT tepat

d.

dan berdasarkan hukum;

. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Liat tidak berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara perdata ini:
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

. GUGATAN TELAH DIAJUKAN LFWAT WAKTU (EXCEPTIO TEMPORIS)

14, Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas,

bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya
pada butir 12 dan 14, dapat diketahui secara jelas bahwa yang dipersoalkan aleh
PENGGUGAT adalah mengenai keabsahan Keputusan Kepala BPN Nomor:
120/HGU/BPNY 97 (vide BUKTI T-1) dan SHGU Na. 1 (vide BUKTI T-2};

15. Untuk kebih jelasnya, berikut kutipan dari dalil PENGGUGAT pada bulir 12 dan 14

yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Butir 12 Gugatan:

"Bahwa seandainya setslah sebagian arealfoksasi DU. 1509 dan DU. 1544 yang
dikuasai secara melawan hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan untuk
dokonversi menfadi HGU atas nama TERGUGAT, permohaonan, proses dan
penerbjtan HGU yang dimokonkan adalah cacat hukum dan tidak
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa daluwarsa untuk mengajukan
suatu gugatan yang berkaitan dengan hak atas tanah adalah § {lima) tahun sejak
diterbitkannya sertifikat hak atas tanah dimaksud;

" 20. Dalam perkara a quo, secara nyata dapat diketahui bahwa SHGU No. 1 telah
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu.
Sehingga, PENGGUGAT yang dalam dalilnya pada butir 12 dan 14 Gugatan
menyatakan bahwa secara hukum SHGU No. 1 harus dinyatakan cacat
hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, harus
dinyatakan _tigak dapat diterima karena PENGGUGAT dianggap telah
melepaskan haknya untuk menuntut

24. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kiranya agar
Maijelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (njet
ontvankelijk verklaard) karena telah diajukan olah pihak yang hak untuk
menuntutnya talah tersingkir atau gugur;

Il. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR
LIBEL)

A. PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN KEABSAHAN SERTIFIKAT SHGU No. 1 YANG MERUPAKAN OBJEK
TATA USAHA NEGARA

22 PENGGUCAT dalam Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai secara melawan
hukum sebagian arealflokasi DU. 1508 dan DU. 1544. Selain itu,. PENGGUGAT
juga menyatakan batwa TERGUGAT dengan niat buruk dan secara melawan
hukum telgh melakukan penanaman kelapa sawit di atas lahan KPAUP DU. 1509
dan DU 1544 dengan membangun sarana dan prasarana berupa gedung
perkantoran dan pabrik di atas tanah yang jelas diketahui adalah areal yang
dikuasai oleh PENGGUGAT {quod non). Hal ini dapat dilihat pada butir &
halaman 12 serta butir 8, 9 dan 11 pada halaman 13 Gugatan;

23. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan di atas, pada butir 12 dan 14 Gugatan,
PENGGUGAT mempersoalkan mengenai keabsahan SHGU No. 1 atas nama
TERGUGAT,; 80

24. Dari dalikdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, jelas
menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai dasar dari gugatan a qua, yakni
apakah mengenai perbuatan melawan hukum ataukah mengenai kcabsahan
SHGU No. 1 {vide BUKTI T-2) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala
BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 87 yang jelas merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara {vide BUKTI T-1);
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Hukum secara tegas telah membedakan unsur-unsur dari suatu perbuatan
melawan hukum dan unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara.
sehingga PENGGUGAT ftidak dapat begitu saja mendalilkan bahwa perbuatan
yang dilakukan oleh TERGUGAT termasuk kategori perbuatan melawan hukum
(quod non), namun di sisi lain PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa
permohonan, proses dan panarbitan SHGU No. 1 adaIaH cacat hukum sehingga
SHGU No. 1 tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti hak dan meminta agar
SHGU No. 1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat;

Pasal 1365 KUHPerdata jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara
Cohen v. Lindenbaum serta doktrin hukum yang dikemukakan oleh R. Setiawan.
S5.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, Penerbit
Binacipta, Cetakan Kefima, Bandung, 1994, halaman 75, menyebutkan unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau

bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan
kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perinal
memperhatikan kepentingan orang lain, ’

. adanya kesalahan pada difi si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau

tidak sengaja,

. adanya kerugtan pada diri penggugat; dan
. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan

kerugian yang timbul.

Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negam berdasarkan Pasal 1
angka 9 Undang-LIndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
adalah sebagai berikut: :

"Keputusan Tata Usaha Negara adaish suatu penetapan lertulis yang dikefuarkan

Oleh badan atau pefabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukurn tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku, yang
bersifat konkrel, individual, dan final, yang menimbutkan akibat hukum bagi
seseorany atau bedan hukum perdata™

Dengan demikian jelas bahwa unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan objek sengkela Tata Usaha Negara adatah:

. berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat sebagai Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara (lembaga eksekutif);

. berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;
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¢. bersifat konkret, individual, final; dan

d. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

28. Selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomeor 51 Tahun 2009 tentang

. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:
"Sengketa Tata Usaha Negara adslah sengketa yang timbul dalam bidang lals
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejasbst tata ussha negara, baik di pusat maupun di daersh, sebagai skibat
aikeluarkannya Keputusan tals usaha negara. lermmasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku™

29. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT
tidak jelas dan kabur (obscuur libef), karena PENGGUGAT tclah
mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan keabsshan sertifikat
SHGU Né. 1 yang merupakan objek sengketa tata usaha negara;

30. Selain telah mencampuradukan dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil
mengenai keabsahan sertifikat SHGU No.1 yang merupakan objek tata usaha
negara. PENGGUGAT di dalam petitumnya juga telah meminta kepaca Majelis
Hakim perkara a quo, agar mengabulkan beberapa hal yang berbeda derngan apa
yang diuraikan oleh PENGGUGAT di dalam bagian posita, sebagaimana dapat
diketahui dar kutipan-kutipan petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT
sebagai berikut:

Halaman 17 sampai dengan 18, butir 2 petitum dalam Pokok Perkara:
*2. Menyatekan sah menurut hukum: PR

{1) 8K Difjen Perfambangan Umum No: 1171.K2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus
1993 yang dirubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995
yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 [figa
puluh) tahun berfunurt-furut kepada PENGGUGAT untuk suatu wilayah terfanda
DU. 1509/Sumsel......"

{2} SK Difjen Pertambangan Umum No. 1211.K2014/D0JP71993 tanggal 31 Agustus
1993 yang dirubah dengan SK No: 356.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995
yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka wakiu 30 (tigs
putuh) tahun berturut-turul kepada PENGGUGAT atas suatu wilayah bertanda
DU.1544/Sumsel.,., "

Halaman 20, butir 2 petitum datam Pokok Perkara:

"3.  Menyatakan TERGUGAT telah mefakukan perbuaian melawan hukurn
fonrechtmatigedaad) menguasai, menanam Kelapa sawit den membangun
kantor serta pabrik di arealflokasi wilayah KPAUP DU, 1509 sejuas 1.353.6 [ 1a
dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha milik PENGGUGAT,
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Dari kutipan-kutipan tersebut di atas, maka jelas bahwa PENGGUGAT secara
keliu telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum
dengan gugatan tata usaha negara, dimana di dalam posita butir 12 dan 14,
PENGGUGAT mempersoalkan mengenai keabsahan dari Keputusan Kapala BPN
Nomor: 120/HGU/BPN/ 87 {vide BUKTI T-1) dan SHGU Na. 1 {vide BUKTI T-2),
namun tidak ada satupun dalam petitumnya yang meminta untuk menyatakan
Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/ 97 (vide BUKTI T-1) dan SHCU
No. 1 {vide BUKTI T-2) batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat; .
Meskipun PENGGUGAT dalam Perubahan Gugatan telah meminta kopada
Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menambahkan pelitum yang
menyatakan bahwa HGU yang diterbitkan atas nama TERGUGAT di areal/lokasi
DU. 1508 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan huku.m oleh TEGUGAT
dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehagai bukti
hak, namun TERGUGAT dengan tegas menolak Perubahan Gugatan tersebut
dengan alasan bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT
tersebut telah menyangkut isi Gugatan, dimana secara hukum hal tersebut tidak
diperkenankan;

Dalam Perubahan Gugatan tersebut, PENGGUGAT telah melakukan perubahan
secara meteriil terhadap Gugatan dengan cara menambahkan petitum
sebagaimana diéebutkan dalam butir 32 di atas;

-M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acam Perdata Tentang

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuklian, dan Putusan Pengadilat,
Penebit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, halaman 93 yang
menyatakan sebagai berikut:

Pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. halaman 98:

‘Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan
yang ‘tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil. Sebagai ilustrasi,
beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan
yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain.”

35.

Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan penambahan pelilum
yang menyatakan bahwa HGU yang diterbitkan atas nama TERGUGAT di
arcallokasi DU. 1509 dan DU 1544 yang dikuasai secara melawan hukum oleh
TEGUGAT dinyatakan cacat hukum dan lidak mempunyai kekuatan hukum
sebagai bukli hak, jelas telah merubah materi Gugatan. Dengan demikian
berdasarkan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H. tersebul, Gugatan yang
diajukan oleh PARA PENGGUGAT jelas tidak sesuai dengan persyaratar: formil
tentang perubahan gugatan;
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Seandainyapun Majelis Hakim menerima Perubahan Gugatan tersebut, maka
petitum yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut jelas bukan merupakan
kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri Sungai Liat untuk menyatakan
bahwa SHGU No, 1 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Kewenangan untuk menyatakan bahwa SHGU No, 1 cacat hukum dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jelas berada pada Pengacilan Negeri
Tata Usaha Negara, sebagaimana lelah diuraikan secara jelas pada bagian di
atas;

. Lebih ironis‘nya lagi, justru PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim agar

menyatakan sah menurut hukum SK Difjen Pertambangan Umum No:
1171.K/2014/DDJP/1993 tanggal 27 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK No:
320.K/2014/MDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 dan SK Dirjen Pertambangan Umum
No. 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang dirubah dengan SK
No: 355.K/2014/DDJP/1985 tanggal 21 Juli 1995 yang kedua SK tersebut masing-
masing telah disesuaikan menjadi IUP berdasarkan SK Bupati Bangka Barat No.
188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 dan SK Bupati Bangka Barat No.
188.45/095/2.03.022010 langgal 28 April 2010, padahal yang dipersoalkan oleh
PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum
yang — quod non — dilakukan oleh TERGUGAT dan mengenai keabsahan
Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPNY 97 {vide BUKTI T-1) dan SHGU
No. 1 (vide BUKTI T-2);

Dengan demikian, jelas Gugatan yang disjukan PARA PENGGUGAT menjadi
kabur! tidak jelas (obscuur linef), sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis
Hakim yang terhormat menclak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan
PENGGUGAT tidak dapat dilerima {niet ontvankelijk verklaard);

. TUNTUTAN PENGGUGAT PADA BAGIAN POSITA BERBEDA DENGAN

TUNTUTAN PENGGUGAT PADA BAGIAN PETITIUM

PENGGUGAT tidak konsisten dalam merumuskan tuntutan ganti kerugian
yang berbeda-beda antara bagian Posita dengan bagian Petitum, sehingga
mengakibatkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi
tidak jelas dan kabur (obscuur.!ihe!)_ dimana ketidakjelasan tersebut dapat
diketahui dari uraian-uraian berikut ini;

Pada Butir 17 Posita Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT
diharuskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT
sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan
apabila TERGUGAT tidak melaksanakan permintaan PENGGUGAT sebagaimana
disebutkan dalam butir 16, yakni mengosongkan lahan yang dikuasai secara
melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan balk maliputi
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penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut
danfatau mengangkat tanaman kelapa sawit serta mangosongkan semua
bangunan milik TERGUGAT yang dibangun danfatau ditempatkan secara
melawan hukum di atas KPIUP DU, 1509 dan DU. 1544 millk PENGGUGAT:

Akan tetapi dalam Butir 8 Petitum Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa

TERGUGAT diharuskan untuk membayar uang paksa {dwangscm) kepada
PENGGUGAT sehesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta ruplah} setisp har
keterlambatan, apabifa petitum butir & dan 7 tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT,
yakni tuntutan ganti kerugian materifl sebesar 785.845.640.000 {tujuh ratus
delapan puluh lima milyar defapan ratus empat puluh lima juta enam ratus
ampat puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar 1.000.000.000
[satu milyar rupiah):
Untuk lebih jelasmya kami kutip butic 16 dan 17 Posita dan butir 8 Petitum, schagai
barikut :
Butir 16 Poszita Gugatan:
‘Bahwa ofeh ksrena TERGUGAT yang secara sswenang-wenang folah
menguasai KPAUR DU, 1508 dan DI} 1544 milik PENGGUGAT, rmaka
PENGGUGAT memenintahkan. kepada TERGUGAT agar mengasongkan lahan
yang dikusssi secara melawan hohum dan manghentiken semua kagiatan baik
melipuli perguasaan, pemelibarssn dan parawatan kelaps zawil serfa mencabut
dan/atay mengangksat tanaman kelaps sswi serta mengosongkan  SeMmua
bangunan miik TERGUGAT yang dibangun dan‘atau diterpstksn secara
mglawarr hukurm o atas KPALP DU, 1508 dan DU, 1544 milk PENGGUGAT dan
mengembalikan fungsi tarah seperi dalam keadaan semuls"
Butir 17 Posita Gugatan:
“Buhwa apabila TERGUGAT tidak segera melaksanakan petintah sebagaimana
disebutian pads bulir 16 of atas, make TERGUGAT diharuskan urfuk memmbayear
uang paksa (dwangsom) kspada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (fima
PR juta rugvat) setiap fian kelerambatan’;
Bufir 8 Petltum Gugatan:
‘Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoni} kepads
PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setlap hari
ketarlambatan. apabils perintah sebagainmara fersebut pada pelitum buiir 6 dan
7 di afas tidak dilaksanaken oleh TERGUGAT, terhitung sefak pulusen dalam
perkara ini mempunyal kekuatan hukum yang tetap (inkrachi van gewisde)”;
Sedangkan butir § dan 7 Petiturn masing-masing menysbutkan sebagai berikut;
Butir 6 Petitum Gugatan:
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‘Menghukum  TERGUGAT wnmtuk  membayar Kerugian Matend sebesar
7E5.845.640.000 (tufuh ratus defapan puluh lima milyar defapan rafus empal
pulth ima juta enar ratus empal puivh Gy rupish) den harus dibayar oish
TERGUGAT kepada PENGGUGCAT secara funai, konfan sekaligus dan sshatika
selambat-tambatnys dalarm waklu 7 fhujuh) hari terhifung sejak putusan dalam
parkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetar (inkracht van gelwisde)"
Butir 7 Petitum Gugatan:
‘Menghukum TERGUGAT unluk membayar Kerugian Immatorfi sabasar
1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan fanis dibayar oleh TERGUGAT kepara
PENGGLUGAT secars tunaf, kontan sakafigus dan sekelika sefambal-lambainya
dafarm waktu 7 (fujwh) har terhitung sefak putusan delam perkara inl mempunyal
kekuatan Rukum yvang tetap finkracht van gewifsde)"
42.Dari penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pada bagian Posita,
PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT membayar uang paksa {dwangsom)
kepada PENGGUGAT sebesar Rp 50.000.000 {lima pulub juta rupiah} setiap hari
keterlambalan spabila  TERGUGAT  tidak  melaksanakan  permintaan
PENGGUGAT =abagaimana dis.ebulkan dalam butir 16, yakni mangosangkan
lahan yang dikuasai secara msfawan hukum dan menghentikan semua
kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa
sawit serta mancabut danfatau mengangkat tanaman kelapa sawit serla
mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT vang dibangun danfatau
ditempatkan secara mefawan hukum di ataz KP/IUP DU, 1509 dan DU, 1544
milik PENGGUGAT.
Namun pada bagian Petitum, PENGGUGAT meminia agar TERGUGAT
membayar uang paksa {dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari ketedambatan apabila
TERGUGAT tidak membayar kerugian materiil sejumlah 785.845.640.000 (tujuh
ratus defapan pulub lima milyar delapan dan kerugian immateril sejumlah
1.000.000.000 {satu milyar rupiah) yang keduanya harus dibayar oleh TERGUGAT
kepada PEMGGUGAT secara tunai, kontan sekaligus dan seketka sclambat
lambatnya dalam waktu 7 {tujuh} hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini
memplnyai kekuatan hukum yang tetap (in kraghi van gewifade);
Untuk lekih jelasnya, kami sampaikan perbedaan tersebut dalam Tabel 1 berikut

ni:

Tabal 1

Butir 17 Posita Bufir 8 Petitum
Apabila TERGUGAT Gdak | Apabila  TERGUGAT |
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| T F&ngTsong'E lahan yang | fidak " membayar |
! | dikuasai  secara  melawan i kerugian materiil ‘
‘ ‘hukum dan menghentikan z8jumiah !
| | semua kegiatan baik | 785.845.640.000 {tujuh|
| meliput penguasaan, | ratus delapan puluh lima |
, Uang paksa | permeliharaan dan | milyar  delapan  dan
‘ (dwangsam) sehesar‘ perawatan  kelapa sawit kerugian immateril

! Rp 50.000.000 {ﬁma|sena mencabut  dansatau | sejumish 1.onn.ooa.aun|

pulth  jula  rupiah) mangangkat tanaman | (satu milyar nupiah)
| setiap hari | kelapa sawit zara [
| ketcrlambatan mengosongkan semua ‘

| bangunan mifik TERGUGAT | |
| I¥ang dibangun dan/atau
' ditempatkan secara

| |melawan hukum  di atas
i KPAUP DU. 1508 dan DU |

1544 milik PENGGUGAT :

43. Pada bagian Posita butir 29 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan bahwa guna
menghindar  keterlambatan  dalam membayar ganti  kerugian kepada
PENGGUGAT, maka cukup beralesan apabila TERGUGAT difwkum untuk
membayar danda keterlambatan sebosar 3 % (dua persen) setiap bulannya
dari jumlah kerugian sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh
anam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puiuh
ribu rupiah) terhitung sejak putusan inj mempunyai kekuatan hukum tetap:

44. Sedangkan dalam Butir 2 Petitum Gugatan, PENGCUGAT merinta kepada
Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT mambayar uang paksa sebosar 2
% {dua psrsen) setiap': bulannya darl jumlah sebesar Rp 766.845,640.000
(tjuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam
rafis empat puluh by rupiah) kepadas PENGGUGAT apabila TERGUGAT [alai
dalam menjalankan Putusan Pravizi,

Fadshal, Petitum PEMGGUGAT dalam Provisi adalah memerintahkan

TERGUGAT untuk segera menghentikan segala bentuk keglatan dan

pemanfaatan atas objek sengketa, sebagaimana yang  diuraikan oleh
PENGGUGAT dalam butir 18 Posita Gugatan, yaitu- mengosongkan lahan yang
dikuasai secara melawan hukum dan menghentlkan semua kegiatan baik
meliputi penguasaan, pemaeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta
mencabut danfatau mengangkat tanaman kolapa =awit serty mengosongkan
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semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun danfatau ditempatkan
secara melawan hukum di atas KP/IUP DU. 1509 dan DU. 1544 milik
PENGGUGAT;

4

4

5. Akan tetapi, dalam Butir 9 Petitum Gugatan, PENGGUGAT meminta keoada
Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT membayar denda keterlambatan
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp
786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat
puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (in krachf van gewjjsde).

. Untuk lebih jelasnya akan kami kutip butir 2 Petitumn Gugatan dan hutir 9 Petitum

om

Gugatan yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 2 Petitum Gugatan:

“Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua persen)
sefiap bulannya dari jumiah sebesar sebesar Rp 786.845.640.000 (tujuh rafus
delapan puluh enam rnilyar defapan ratus empal puluft ima juta enam ratus empat
puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam
menjalankan Putusan Provisi ini”;

Butir 9 Petitum Gugatan:

"Menghukum TERGUGAT untuk membayar dends keterlambatan sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulannya dari jumlah keruglan sebesar Rp
786.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh enam mifyar delapan ratus empat
puluh tima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan
ini mempunyai kekuatan hukurn letap (inkracht van gewjjsde)”;

Untuk memudahkan Majelis Hakim dalam melihat perbedaan tersebut, kami

S

ampaikan dalam Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2

Butir 21 Posita | Butir 2 Petitum Butir 8 Potitum i
[Untuk  denda | Merupakan Uang | Denda |
' keterlambatan | paksa  apabila | keterlambatan dari |

Pembayaran 2 % | dalam ' TERGUGAT lalai | jumlah kerugian
{dua persen} [ membayar ganti | dalam sebesar Rp
setiap bulannya | kerugian materiil | menjalankan 786.845.840.000

dari jumiah | dan  immateriil | Putusan Provisi ‘{tujuh ratus delapan
keruglan sebesar terhitung  sejak | Catatan: puluh enam milyar
Rp putusan ini 'Peﬁb.lm delapan ratus empat
766.845.640.000 | mempunyai PENGGUGAT puluh lima juta enam
{tujuh ratus | kekuatan hukum | dalam  Provisi | ratus empat puluh

delapan puluh | tetap i adalah  ribu rupiah}
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enam milyar | memerintahkan |
delapan ratus | TERGUGAT !
empat puluh lima " 'untuk  segera
juta enam ratus | menghentikan. :
empat puluh ribu ! sagala bentuk
rupiah) ‘ keglatan dan
pemanfaatan
atas objek
sengketa

47 Dari uraian-uraian tersebut di atas, dan setelah menyimak perbedaan-perbedaan
sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 den Tabel 2, maka secara jclas dan tcrang
bahwa PENGGUGAT telah kellru dan asal-asalan dalam merumuskan dan
menguraikan tuntutan-tuntutannya, sehingga terdapat inkonsistensi antara
tuntutan dalam bagian Posita dan tuntutan dalam bagian Petitum, sehingga
mengakibatkan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menjadi kabur dan
tidak jelas {obscuur libef);

48. Selain ilu, objek sila jaminan {consevafoir besfag) yang disebutkan pada bagian
posita, barbeda dengan abjek sita jaminan (consevatoir beslag) yang disebutkan
pada bagian petitum. Hal ini menyebabkan Gugatan PENGGUGAT menjadi
semakin kabur dan tidak jelas (obscuur fibef);

49, Hal ini sebagaimana dapat dilihat dafam butir 22 hagian Posita Gugatan dan butir
4 bagian Petitum Gugatan yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Butir 22 Posita Gugatan:

"Bahwa oleh karena TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hokum dan
mempunyai itikad yang tidak baik, maka patuf dan pantasiah secara hukum fika
PENGGUGAT memohon kepsda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungsd Liat
yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk melefakan Sila
Jaminan terhadap harta kekayaanh TERGUGAT berupa:

(1) Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah lokasi‘arcal DU
1509 ferletak d:' Desa Tempilang Air Lintang Kabupaten Bangka Bara! Propinsi
Kapulavan Bangka Belitung.

{2) Sebuah gedung sefempal dikenel dengan Kencana Tower yang terfelalc di
Business Park Kebon Jeruk Jafan Raya Meruya ilir No. 88 Jakarta Baraf,

Butir 4 Petitum Gugatan:

“Menyatakan saft dan berharga sita jaminsn (Conservatoir Beslag) atas
lahan/areal lokasi wilayah KPAUP DU. 1508 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544
seluas 157,69 Ha",
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Untuk lebih memudahkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo, kami sampaikan perbedaan tersebut dalam Tabel! 3 berikut ini:

Tabel 3
Butir 22 Posita Butir 4 Petitum |
(1) Pabrik, Kantor dan semua | Lahanjareal lokasi |

bangunan yang berada di | wilayah KPAUP DU.1509 |
atas tanah lokasi/areal DU | seluas 1.353,8 Ha dan

1508 terletak di Desa DU. 1544 soluas 157,69
Tempilang Air Lintang Ha
!] Kabupaten Bangka Barat |
Objek Sita ' Propinsi Kepulauan Bangka I
Jaminan Belitung.
{consevatoir (2) Sebuah gedung setempat | l
beslag) : dikenal dengan Kencana
| Tower yang terlatak di

Business Park Kebon Jeruk |

Jalan Raya Meruya llir No. I
88 Jakarta Barat”

|
|

1 » _—‘

50. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat secara jelas, gamblang dan

5

-

terang bahwa PENGGUGAT fidak serius, tidak cemmat dan asal-asalan dalam
mengajukan Gugatan a quo, terhukti dengan banyaknya kekeliruan fatal dalam
merumuskan dalil-dalil Gugatannya, termasuk dalam merumuskan permohonan
sita jaminan (conservatoir bestag),

- Sesuai- dengan dokirin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam

bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia®, Edisi ke-4, Penerbit
liberty, Yogyakarta, 1893, halaman 41, ditentukan bahwa berdasarkan Pasal §
Rv, suatu petitum surat qugatan harus dijelaskan secara jolas dan tegas.
Untuk jelasnya akan TERGUGAT kutip sebagai berfkut:

"Maka oleh karena ifu Pengqugat harus merumuskan petifum dengan jelas
dan tegas (“een duidelifke en bepaalde conclusie”: pasal 8 RV). Tuntutan

yang tidak jelas atau tidak sernpuma dapat berakibat tidak ditenimanya tuntutan
tersebut.”,

Hal ini juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan
sebagai berikut:
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“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebut dengan jelas apa

vang dituntit, harus dinyatakan tidsk dapaf diterima ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas Gugatan aquoe telah bertentangan
dengan ketentuan Pasal 8 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1970, No. 492K/Sip/1970, oleh karena petitum
Gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libef), sehingga
sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima {nief onfvankelijk verklaardy: '
GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT TIDAK
MENGIKUTSERTAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGA!
PIHAK YANG MENGELUARKAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR
1 {EKCEPTIE PLURIUN LITIN CONSORTIU M)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa yang dipersoalkan uvleh
PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah Keputusan Kepala BPN Nomor:
120/HGU/BPN{ 97, Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada butir 12 dan 14
Gugatan yang pada intinya PENGGUGAT menyatakan hahwa permohonan,
proses dan penerbitan HGU yang dimohonkan TERGUGAT adalah cacat hukum
dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, karena setiap
permehonan HGU harus melampirkan bukti-bukti pelspasan hak atas tanah dari
pemilik asal atau badan yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah
yang dimohonkan dan menyatakan pula bahwa oleh karena BPN wilayah Propinsi
Sumatera Selatan sudah mengetahui areal/lokasi yang dikuasai oleh TERGUGAT
adalah milik PENGGUGAT dan apabila diketahui TERGUGAT telah memperaleh
HGU yang luasnya meliputi sebagian areal DU 1509 seluas 1.353,8 Ha dan DU
1544 seluas 157,68 Ha, maka secara hukum HGU tersebut harus dinyatakan
cacat hukum dan tidak mempimyai kekuatan hukum yang mengikat;

54.Dari dalil-dall PENGGUGAT tersebut, menunjukkan bahwa PENGGUGAT

merasa keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala BPN Nomar:
120/HGUW/BPN/ 97 (vide BUKTI‘T-1) yang merupakan dasar dikeluarkannya
SHGU No. 1 (vide BUKTI T-2), sehingga dalam Gugatannya, PENGGUCAT
meminta agar SHGU No. 1 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

55. Apabila PENGGUGAT keberatan terhadap Keputusan Kepala BPN Nomior:

120/HGU/BPN/ 97 yang merupakan dasar untuk penerbitan SHGU No. 1, yang — .
quod non — dianggap merugikan PENGGUGAT, miaka sudah selayaknya apabila
Gugatan--ditujukan kepada BPN sebagai pihak yang meneérbitkan Keputusan
Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/9?7. Namun faktanya, pada perkara a quo,
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Gugatan hanya ditujukan kepada TERGUGAT yang notabene hanya sebagai
pihak yang memperoleh hak guna usaha berdasarkan SHGU No. 1; ‘

56. Syarat untuk mengajukan suatu gugatan adalati harus ada hubungan hukum
antara Pgnggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam doklin
hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acsra
Perdata indonesia’. Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, halaman 39
yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesuatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup,
merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya luntutan hak itu oleh pengadilan
guna diperiksa point d’intered, point d'action.”

57. Selain itu, M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum
Acara Perdala Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitean. Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan, cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
pada halaman 113. menyatakan sebagai berikut;

“Seperti yang dijelaskan tordahuly, kekeliruan pihak mengakibatikan gugatan
cacat enror i persona (kekefiruan manganai orang). Cacat yang ditimbulkan
Kekefiruan itu, berbentuk diskualifikasi {salah orang yang bertindak sebagai
penggugal). Dapat juga berbenfuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat
fgemis aanhoedamigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis
consortium (kurang pikak dalam gugaten).
Bentuk kekefiuan apapun yang terkandung - Ualam gugatan, sama-sama
mempunyai akibat hukum:!

. Gugarar} dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh Karena itu gugatan
dikuafifikasi mengandung cacat formi:

= Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard)”

58. Selain itu, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuftian, dan Putusan Pengaditan, Penerbit Sinar
Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439, M. Yahya Harahap,
5.H. mengatakan juga sebagai berikut:
"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai
tergugat fidak lengkap. Atsu orang yang bertindak sebagsi pengqugat tidak
lengksp. Masih ada orang yang harus ikut difadikan sehagai penggugat alau
lerguge!, baru sengketa yang dipersoafkan dapat diselesaikan secara tuntas dan
menyeluruh. ... Dengan demikian, olel karena pihak ketiga tersebut tidsk ikut
digugat, gugatan dinyatakan smengandung cacat plurium iitis consortium.”

59. Terhadap gugatan yang kurang pihak tersebut di atas, dipertegas pula oleh
beberapa Yurusprudensi sebagai berikut:
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Putusan Mahkamah Agung R.1. tanggal 13 Mei 1975 No. 151 K/Sip/1972 yang
intinya menyatakan:
‘Bahwa karena yeng beriang kepada PENGGUGATAerbanding adalah dua
orang, seharusnya gugeian ditujukan kepads kedus orang tersebut”
"Bahwa ofeh karena gugafan tidsk lfengkap (yang digugat hanya seorang)
qugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ‘
Putusan Mahkamah Agung R.J. tanggal 8 Desember 1975 No. 437
KfSIpf1973 yang intinya menyatakan: ’
‘Karcna tanah-tansh sengketa sesungguhbnys tidak hanya dikvasai nfeh
TERGUGAT ! (pembanding) sendir, tefapi bersama-sama dengan saudars
kandungnya, seharusnya gugatan ditujuken terhadap TERGUGAT | pembanding
sesaudara, hukan hanys terhadeap TERGUGAT | pembanding sendid. sehingga
ofeh karena itu gqugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975 No. 1078 KiSip/1972
yang intinya menyatakan:
‘Bahwa TERGUGAT It (pembanding) mendalitkan bahwa tanah sengkefs telah
dijusl kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ja minta agsr Saartje dan Pauite
Pinontoan juga dipanggi dalem perkars inf"
“Bahwa seharusnya Patiffie itu difkutsertakan daiam perkara, sebsgai pihak yang
telah menjual tanah torsebut kepade tergugat terbanding dan Saartie Pinantoan
berhak penuh atas tanah warisan yang hefum dibagr itu”
"Bafiva berdasarkan kekurangan formif gugatan PENGGUGAT (terbanding) harus
dinyatakan tidak dapat diterima”
Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sipf1971
yang intinya menyatakan:
“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa
ditkutsertakannya orang ketiga tersebut sehagai tergugal datam perkara®
Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Maret 1982 No. 2438K/Sip/1880
yang intinya menyatakan:
“Gugalan harus dinyatakan tidak depat diterima, karena ffdak semua ahli waris
turut sebagai pihak dalam perkara”™
80. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka sudah
selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhommat menyatakan bahwa Gugatan
tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak (purium fitis consortinm)
sehingga Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nief onfvankeiifk
verklaard).
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (EXCEPTIE
ONRECHTMATIG OF ONGEGROUND)
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74.

Padahal, berdasarkan Pasal 138 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tantang
Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan®) sangat je'as diatur
bahwa |zin Usaha Perlambangan hukan merupakan pemilikan atas tanah. Untuk
lebih jelasnya berikut bunyi ketentuan Pasal 138 UU Pertambangan:

"Hak atas IUP. IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.”
Dengan demikian jelas bahwa dalil PENGGUGAT dalam butir 13 dan 14 bagian
Posita, adalah sangat tidak beradasar, karena PENGGUGAT sebagai pemegang
IUP di wilayah DU. 1509 dan DU. 1644 bukanlah pemilik dari areal tersebut.
Adapun 1UP hanya merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan:

. Selain ilu, PENGGUGAT sama sekali tidak memikirkan dampak negatif dengan

diajukannya Gugatan a quo terhadap iklim investasi dan kepercayaan investor
baik investor lokal maupun asing. Para investor akan beranggapan bahwa tidak
ada kepastian hukurn yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia, jika usaha
yang telah dilakukan selama 15 tahun dan menghasilkan keuntungan dari sektor
non migas serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, namun
secara semena-mena PENGGUGAT meminta gara TERGUGAT menghentikan
seluruh kegiatan usahanya;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas maka kami mohon
agar Pengadilan Negeri Sungai Liat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak
dapat diterima (nict ontvankelijk verkisard), agar diperoleh kepastian hukum bagi
para inveslor yang telah menjalankan usahanya secara sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

1.
Il

v,

V.

GUGATAN TELAH DIAJUKAN LEWAT WAKTU (EXCEPTIO TEMPORIS);
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE
OBSCUUR LIBEL);

GUGATAN ERROR N PERSONA KARENA PENGGUGAT TIDAK
MENGIKUTSERTAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI
PIHAK YANG MENGELUARKAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR
1 (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE
ONRECHTMATIG OF ONGEGROND); dan

GUGATAN DILAKUKAN SECARA LICIK {(EXCEPTIE DOL! PRAE SINTIS}

maka PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niot
ontvankelijk verkiaard).

DALAM POKOK PERKARA

125
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75. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh_dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan
aquo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT:

. 76. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan cleh TERGUGAT dalam eksepsi di atas secara
mutatis mutandis mohen dianggap menjadi satu kesatuan yang fidak terpisah dari
pokok perkara;

|. PENERBITAN SHGU NO.1 TELAH DILAKUKANSESUAI DENGAN PROSEDUR
YANG BENAR DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKLU

77. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGBUGAT dalam butir 12 Gugatan
yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan, proses dan penerbitan HGU
yang dimohonkan TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyazi

kekuatan hukum sebagai bukli hak, karena setiap pemmohonan HGU harus
melampirkan bukli-bukti pelepasan hak atas tanah darl pemilik asal atau badan
yang menguasai secara sah atas tanah/sebagian tanah yang dimechonkan;

7¢. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang kepada Majelis Hakim yang
terhormat, kami akan menguraikan secara rinci mengenai proses percrhitan
SHGU No. 1 yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

79. Sebelum dikeluarkannya Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGU/BPN/97,
Bupati Kepala Daerah Tingkat 1l Bangka telah mengeluarkan surat tanggal
22 Nopember 1984, No. 526.26/1995/V/1994 Perihal Permohonanipenyediaan
lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Diroktur
TERGUGAT (BUKTI T-5), yang pada intinya meminta kepada TERGUGAT untuk
melakukan survey terhadap ketiga lokasi yany diajukan oleh TERGUGAT,
bersama-sama dengan pihak kecamatan dan instansi lain untuk memperoleh data
yang akurat tentang lokasi-lokasi tersebut;

80 Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka mengeluarkan
Keputusan Kepala Kantor Peﬁanahan Kabupaten Bangka Nomor Q02/SK —
IL/BAN/1G85 Tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
PERKEBUNAN KELAFPA SAWIT AN PT SAWINDO KENCANA ‘anggal 28
Februani 1995 {'Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Nomeor 002° (BUKTI T-6)] yang pada intinya memberikan ijin lokasi kepada
TERGUGAT untuk tanah saluas leblh kurang 9000 Ha yang terletak di
Kecamatan Kelapa, Kecamatan Pembantu Tempilang dan Pudingbesar,
Kabupaten Daerah Tingkat || Bangka:

81.0leh karena proses perolehan tanah sesuai luas yang diberikan menurut ijin

=

lokasi sebagaimana ternyata dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangka Nomor 002 {vide BUKTI T-8), maka kepada TERGUGAT
diberikan perpanjangan ijin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
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Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 001/SK - ILF/BAN/1996. Tentang
PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT AN PT SAWINDO KENCANA tanggal 4 Maret 1996
['Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 001"
{BUKTI T-7)];

82. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupalen Bangka mengeluarkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 006/SK —
IL/BAN/1999 Tentang REVISI IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT ATAS NAMA PT SAWINDO KENCANA tanggal 11 Scptember
1896 ['Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor 006"
(BUKTI T-8)] dengan pertimbangan bahwa tercapat okupasi yang padat pada
sebagian areal ijin Iokasi dan di sekitar areal masih memungkinkan areal
pengganti, maka perlu revisi letak dengan penggeseran pada sebagian dari lokasi
semula, ' ) R

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Nomar 006” (vide BUKTI

T-8) tersebut pada pokoknya menetapkan untuk merevisi peta lokasi dari izin lokasi

yang diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bangka Nomor 001 (vide BUKT] T-7) dari desa Penyampak ke desa Tanjung Nyiur

dengan luas lehih kurang 9.000 Ha menjadi seluas lebih kurang 10.500 Ha yang

terletak di Kecamatan Pembantu Tempilang Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangka;

83. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Surnatera
Selatan juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Direktur TERGUGAT,
melalui suratnya tertanggal 28 April 1997 Nomor 540.1/3386/26 Perihal
Permohonan Hak Guna Usaha Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit ["Surat
Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsl Sumatera Selatan No. 540° (BUKTI T-
9j].

Dalam butir 2 Surat Kepala Kantar Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540

{vide BUKTI T-8) tersebut, menyatakan bahwa terdapat Kawasan Kuasa

Pertambangan Timah seluas lebih kurang 165 Ha.

Terhadap hal tersebut, maka pemohanan HGU yang diajukan oleh TERGUGAT
belum dapat dilakukan oleh pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "B"
sehelum dilakukan revisi Peta Gambar Situasi Khusus dengan meng-enclave
kawasan-kawasan tersebut;

84. Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan No.
540 {vide BUKTI T-9) tersebut, maka kemudian dilakukan enclave pada tanggal
25 Juni 1997 terhadap areal yang terdapat Kawasan Kuasa Pertambargan. Hasil
enclave terhadap areal yang terdapat dalam Kawasan Kuasa Pertambangan
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terssbut dapat dilihat dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 25 Juni 1997
Nomor 10/1937 (BUKTI T-10):

Hasil dari enclave yang dituangkan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal
25 Juni 1897 Nomor 10/1997 (vide BUKTI T-10), mengakibatkan luas tanah yang
dimohonkan HGU semula sefuas 10473 Ha berubah menjadi 10.111,8 Ha.
MNamun berdasarkan kenyataan penguasaan fisik di lapangan maka luas lanah
yang dapat dimohankan HGU berubah lagi menjadi 6.731,2 Ha, schagaimana
dapat dilihal dalam Peta Gambar Situasi Khusus tangaal 14 Agustus 1957 No.
18987 (wide BUKTI T-3}

Dengan dermikian hasil akhir luas tanah yang dimohokan oleh TERGUGAT untuk
mendapatkan HGU adalah seluas 5.731.2 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam
Peta Gambar Siuasi Khusus tanggal 14 Agustus 1997 No. 161397 {vide BUKT]
T-3)

Setelah TERGUGAT melakukan enclave sebagaimana disyaratkan oleh Kantor
Wilayah BPMN Propinsi Sumatera Selatan melalui Surat Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi Sumatera Selatan No. 540 (vide BUKTI T-9), selanjutnya Panitia
Pemeriksaan Tanah "B" Tingkat | Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan
Rizsalah Pemeriksaan Tanah pada tanggal 14 Agustus 15587 ['Risalah Panitia
B {BUKTI T-11)];

Adapun Rizalah Panitia B tersebut pada intinya menyebutkan hal-hal panting
sabagai berikut:

- Tanah yang dimohonkan HGL oleh TERGUGAT adalah tanah negara sesuai

dengan surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka tanggal
3 Mei 1996 Nomor 683/0775A/06;

. Besuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan, luas yang dapat

dimohonkan HGU adalah seluas 6.731,2 Ha sesuai dengan Peta Gambar
Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1397 No. 16M997 (vids BUKTI T-3):

. Tanah yang dimehon seluas 6.731,2 Ha sebagian diperoleh perohon melalui

pembebasan fanah usaha penduduk setempat seluas 567,71 Ha dan selebinnya
seluas B.163.49 Ha marupakan tanah Negara bebas;

. Tanah yang dimahonkan HGU telah dipsrgunakan untuk perkebunan kelapa

sawit sesuai dengan proyek proposal yang dibuat oleh TERGUGAT dan
diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan;

. Terhadap tanah yang dfmohonkan HGU seluas 6.731.2 Ha tidak ada

keberatan-keberatan yang diterima dari pihak lain dan kecuali pemahon {in
casy TERGUGAT) tidak ada yang berhak atas tanah yang dimohon,
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f. Permohonan tersebut dapat dikabulkan karena tanahnya telah dikuasai

89.

S0.

9

e

sopenuhnya oleh pemohon (in casu TERGUGAT) dan dipergunakan untuk
keperiuan kaelapa sawit;

Kemudian, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera
Selatan mengirimkan surat tanggal 16 Agustus 1997 No. 540.1/6676/26 Perihal
Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT Sawindo Kencana atas tanah yang
terletak di Kabupaten Bangka kepada Menteri Negara AgrariafKepala Badan
Pertanahan Nasional {BUKTI T-12) yang intihya mengatakan bahwa Kantor
Wilayah Badan Partapahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan pada
pringipnya tidak kebaratan dikabulkannya untuk diberikan HGU kepada
TERGUGAT sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya untuk
perkebunan kelapa sawit. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1972 Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993, kewenangan pemberiannya berada pada
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Partanahan Nasional,

Selanjutnya Menteri Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan Nasional
Mengeluarkan Keputusan Kepala BPN Nomor: 120/HGUIBPN/ 97 (vide BUKTI
T-1) yang memberikan Hak Guna Usaha salama 35 Tahun kepada PT
Sawindo Kencana in cast TERGUGAT, seluas 6.731,2 Ha terletak di
Kecamatan Pembantu Tempilang dan Kecamatan Pembantu Puding Besar
(sebagaimana diuraikan dalam Peta Gambar Situasi Khusus tanggal 14
Agustus 1997 no. 16/1997);

.Adapun beberapa pertimbangan penting dalam Keputusan Kepala BPN Normur:

120/HGU/BFN/ 97 (vide BUKTI T-1) yang patut disimak adalah sebagai berikut:
huruf ¢ bagian Menimbang, menyebutkan:

"bahiwa tanah fersebut selelah diadskan pengukuran secara kadasteral dengan
mengeluarkan areal kawasan hufan produksi letap dan Wilayah Kuasa
Pertambangan serta sesuai dengan kenyataan penguasaan fisik di lapangan,
schagaimana diuraikan dalam. Pete Gambar Situasi Khusus tanggal 14 Agustus
1897 nomar 16/1297, mampunyai luas 6.731.2 Ha (enam ribu tujuh ratus liga
puluh satu korna dua hektar)"; '

. huruf & bagian Menimbang, menyebutkan:

“hahwe Panitia Pernenkssan anah (Panitiz 8} Propinsi Sumatera Selatan daiam
Risalehnya tanggal 14 Agustus 1997 nomor -, berkesimpulan bahwa permohonan
farsebut sejatan dengan pembangunan pertanian, sehingga dapat diberikan
Hak Guna Usaha atas tanah seluas 6.731,2 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puliih
satu koma dua hektar)”,

¢ huruf f bagian Menimbang, menyebutkan:
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"bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatora
Selatan dalam surafnya surat tanggal 16 Agustus 1997 No. 540.1/6676/26,
menyampaikan pertimbangan tidak berkeberatas pamberian Hak Guna Usaha
atas tanah fersebut”;

82. Berdasarkan uraian-uraian dan fakia-fakta tersebut di atas, maka jelas dan
tidak terbantahkan lagi bahwa proses pemberian HGU kepada TERGUGAT
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi
seluruh persyaratan pemberian HGU, sehingga adalah sah dan tidak bisa

] diganggu gugat oleh pihak manapun;

. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT dalam butir 8 dan 10

Gugatannya yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Butir @ Gugatan:

"Bahwa sefefah dilakukan pengecekan dan penelusuran atas parbuatan
sewanang-wenang dari TERGUGAT yang menguasai secara mefawan hukum
afas arcalllokasi wilayah KPAUP yang telah dibangun kanter, pabrik dan ditanam
kelapa sawit, fidak hanya di atas arealfokasi DU. 1502 sefuas 1.353.8 Ha, totapi
Jjuga menguasai sccara melawan hukum arealfokasi DU. 1544 seluas 157,69 Ha",
Butir 10 Gugatan: .

"Bahwa sesuai dengan izin Lokasi yang debenken Pemedntah Daerah kcpada
TERGUGAT, temyala bangunan kantor dan pabrik TERGUGAT berada o luar
izin Lokasi yang diberikan kepada TERGUGAT dan berada di DU. 1509 milik
PENGGUGAT" i

94. Apa yang disampaikan oleh PENGGGATdalam butir 8 dan 10 Gugatannya

98,

tersebut. jelas merupakan argumentasi yang keliru, tidak berdasar dan mengada-
ada karena setelah dilakukan enclave terhadap areal yang dimohonkan HGU .
oleh TERGUGAT, maka di dalam areal tersebut sudah tidak lagi tordapat
Kawasan Kuasa Pertambangan, sebagaimana dituangkan dalam Peta Gambar .
Situasi Khusus tangga! 26 Juni 1997 Nomor 10/1997 (vide BUKTI T-10), dan
terakhir direvisi sehingga luas tanah yang dapat dimohonkan HGU herubah
lagi menjadi 6.731,2 Ha, sebagaimana dapat dilihat dalam Peta Gambar
Situasi Khusus tanggal 14 Agustus 1397 No. 16/1997 (vide BUKTI T-3):

Selain itu, untuk pembangunan pabrkpun, TERGUGAT telah memiliki Izin
Mendirikan Bangunan (' IMB") vyang dikeluarkan oleh Bupati Bangka,
sebagaimana dapat dilihat dalam Petkan: Surat Keputusan Bupati KDH
Tingkat Il Bangka Nomor: S$K.648/174/I12000 Tentang lzin Mendirikan
Bangunan tanggal 22 Agustus 2000 (vide BUKTI T-4} yang pada intinya
memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan bangunan Pabrik
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Kelapa Sawit. Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Peninjauan Lokasi PT
Sawinda Kencana Mo, 01/BA-PL/20M2 tanggal 7 Desember 2012 {BUKTI T-13)
yary pada intinga menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Barat telah melakukan poninjuan lokasi TERGUGAT untuk areal pabrk dan
perumahan dan berdaserkan hasil peninjauan, fokasi pabrik dan perumahan
TERGUGAT termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit TERGUGAT.
Hasil dan peninjauan lokasi tersebul kemudian disampaikan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Bangka Barat kepada TERGUGAT medalui surat tanggal
10 Desember 2012 No. 37319.02-200.3/X1If2012 Perihal Permchaonan
Konfirmasi Lokasi Pabrik dan Perumahan PT Sawindo Kencana {BUKTI T-
14) yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penirjauan lokasi
aleh Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan berdasarkan data-data
yang ada pada Kantor Pertanshan Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan
SHGU Nc. 1 (vide BUKTI T-2) dan Keputusan Kepala BPM  Momor:
T2ZWHCEUEPN! 97 (vide BUKTI T-1), bahwa untuk areal pabrik dan perumahan
dengan luas labih kurang 18,21 Ha berada dalam lokasl Sertipikat HGU
tersebut,

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melziui Kantor Penyslenggaraan Pelayanan
Termpadu Satu Pintu (KPPTSP), juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala
KPPTSP Kabupaten Bargka Nomor: 503/017/IMB-PPTSP/.20.08/111/2011
Tentang lzin Mendirikan Bangunan {IMB) PT SAWINDO KENCANA AFD.B
tanggal 22 Maret 2011 [BUKTI T-15} yang pada intinya memberikan zin kepada
TERGUGAT untuk mendirkan bangunan berupa rumah tempat tinggal dan kantor
dengaﬁ alamat di Kompleks PKS, Jalan Pabrik FKS Rt. 02 Tempilang | Desa
Tempilang Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka;

97. Bsrdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pembangunan
pabrik dan perumahan yang dilakukan cleh TERGUGAT adalah sah.
berdasarkan hukum; vang berada pada lokasi SHGU Ho. 1. Dengan
demikian TERGUGAT mohon akta kepada PENGGUGAT untuk
membuktikan dalinya yang menyatakan bahwa TERGUGAT menguasai
secara melawan hukum atas arealflokasi witayah KPAUF yang telah
dibangun kantor, pabrik dan ditanam kelapa sawit:

TERGUGAT MERUPAKAN PEMEGANG SHGU NO.1 YANG SAH MENURUT
HUKUM, SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH TERGUGAT
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TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh  dall PENGGUGAT dalam
Gugatannyz butir 3 dan bulir & serfa butir 8 sampai dengén butir 11 yang pada
intinya mengatakan bahwa TERGUGAT felah melakukan perbuatan melawan
hukurn — quod mon — dengan telah menguasai secara melawan hukum sehagian
arealfiokasi OU. 1500 seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha;

Selain itu, secara tidak berdasar, PENGGUGAT telah mengatakan bahbwa
TERGUGAT dengan niat buruk dan secara melawan hukum telsh metakukan
penanaman kelapa sawit di atas lahan KP/IUP DU. 1508 selyas 1.353.8 Ha dan
DU 1544 seluas 157,82 Ha dan membangun sarana dan prasarana berupa
gedung perkantoran dan pabrik di atas KPAUP DU. 1509 vang ditakukan olsh
TERGUGAT dengan sengaja dan melawan hukum yang disadari dengan maksud,
niat dan kehendak untuk menguasai dan memiliki asct-aset milik BUMN in casu
milik negars;

100, Sebagaimana telah diuraikan di atas secara jelas, terperinci dan terang bahwa

1.

pencrbitan SHGU No. 1 telah dilakukan sesuai dengan prasedur dan ketentuan
yang berlaku, sehingga penerbitan SHGU Me.? adalah sah menurut hukum
dan oleh karananya SHGU No. 1 merupakan tanda bukti hak atas tanah
berupa HGU atas nama TERGUGAT:

TERGUGAT merupakan pemegang hak yang sah menurut hukum atas lanah
yang terdaftar dengan SHGU No.1 (vide Bukti T-1), yang notabene merupakan
Akta Otentik yang dibuat oleh BPN sebagai instansi yang berwenang untuk
itu. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1863 Burgerlijk
Wafhioek Jo. Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintzh No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah ("PF No. 2441997°) Jo. Pasal 1 angka 1 PP No.
241987 Jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 2411997, yang masing-masing
meanyatakan sebagai berikut:

Pasal 1868 Burgardif Wethoak:

"Eene authentioka acle is de moodanige wetke in den wetelifen voum js
vereden, deoor of ten oversiaan van openbare smbtenaren die daartoe
bavoegd zjfit ter plaatse alwaar rulks is geschied.”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Sustu akta ofentlk faleh suatu akiz yang dibuot dalam bentuk vang ditentukan
ofefy undang-undang, dibuat ofeh atay difedepan pegawal-pegawai umum
vang harkuasa untuk ity ditempat dimana akta dibuatnya,”

Pasal 1 angka 23 PP No. 24/1097

"Kantor Perfanahan adalah unif kerfa Badan Perdanshan Nasional of wiltayeah
kabupaten atau kotsrmadys, yang melakukan pandaflaran hak atas fanak dan
pernefiharaan daftar wimum pendaftaran fanah.”
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Pasal 1 angka 1 PP No. 24/1967:
“Pendafaran tansh adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan olel Pemerintah

secam fenus menerus, berkesinambungan dan fteratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dafam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang (anah dan
satuan-satvan rumsh susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang {anah ysng sudah ada haknya dan milik stas satvan ruman
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya,”
Pasal 1 angka 20 PP No. 24/1997:
“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasat
19 ayat (2) huruf ¢ LIUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanaft waksf,
hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungsn yang masing-masing
sudah dibukutan datam buku tensh yang bersangkutan.”
Dengarf demikian jelas bahwa SHGU No. 1 maerupakan akta yang dibuat oleh
lembaga yang berwenang. yang pengaturannya ditentukan secara jelas dalam
perangkat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jelas dan tidak
terbantahkan lagi bahwa SHGU No. 1 merupakan Akta Otentik yang memiliki
nilai kekuatan pembuktian sempurna (vofledfg) dan mangikat (bindinde),
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 Burgerfijk
Wethoek “Jo. 1870 Burgerlijk Wethoak Jo. 285 Rechtsreglement
Buitengewesten (“RBg"), masing-masing sebagai berikut:
Pasal 1868 Burgeriijk Wethoek:
"Eenie authentieke acte is de zoodanige welke in den wettelijken vorm is verlcdan,
door of ten overstaan van openbare ambtenarsn die daartoe hevoegd zijn ter
plaatse alwaar zulks is geschied."

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:
"Suatu akta ofentik falah sustu akta yang dibuat dafam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum .
yang berkuasa untuk itu di tsmpat dimana akta dibuatnya,”

Pasal 1870 Burgerdiik Wetboek:

‘Eene authenbieke acte levert tusschen partien en derzelver effgenamen of
regtverknjgenden een volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat."

Yang teriemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:
"Suvatu akla ofentik memberkan diantara para pihak heserta ahli wearis- abf

Wartisnlya atau orang-orang yang mendapst hak dari morcka, suatu bukli yang
sempuma tentang apa yang dimual di dafamnya."

Pasal 285 RBaq:
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"Eene authenticke akte, dat is de zoodanige welke in don wettelifken vorm (s
verleden door of ten overstaan dan de openbare ambifenaran, die daartoe
bavnagd zijin ter plaatse waar zufks is geschied, levert tusschen parijien cn de
erfgenamen en rechiverkriigenden van dezen volledig hewijis op van helgeen
daarin vermeld sfaat en zefls van heigeen daatin vermeld stasat on zeifs van
heigeen daarin als cen bloot te kennen geven voorkomi: dit laatste echter alicen
voor zoo ver het te kennen gegevene in een dadelijk verband staat met het
onderwerp der skte."

Yang teriemahan dalam Bahasa Indonesianya adalsh:

“Sebuah akia ofentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan
undang-undang ofeh ataw di hudapan pejabat umum yang berwenang di tempat
akta ity dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak sefta kelurunannya
dan mereka yang mendapatkan hak tentang ape yeng dimuat di datamnya dan
bahkan tentang sualts pemyataan belaka; haf terakhir ini sepanfang pornyataan itu
ada hubungan langsung dengan apa yang menjadf pokok akta itu.”

Oleh karena SHGU No. 1 merupakan Akta Otentik (vide Bukti T-1), maka
jelas apa yang ditetapkan didalamnya merupakan sesuatu yang harus
dianggap benar, sampai dengan dinyatakan sebaliknya cleh Putusan Pengadilan
maupun dicabut oleh lembaga yang berwenang;

102. Dengan demikian, oleh karena TERGUGAT merupakan pemegang HGU yang

sah secara hukum berdasarkan SHGU No. 1 (vide BUKTI T-1), maka sangat
tidak beralasan dan tidak berdasar apabila PENGGUGAT dalam butir 16
Gugatannya memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan lahan
yang dikuasai secara melawan hukum — guod non — dan menghentikan semua
kegiatan baik meliputi penguasaan, pemeliharaan dan parawatan kelapa sawit
serta mencabut dan/atau  mengangkat tanaman kelapa sawil serta
mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT;

103. Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa tidak ada perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana
dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, karena kegiatan usaha
yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa penanaman kelapa sawit.
pembangunan pabrik dan kantor di areal tanah SHGU No. 1 adalah sah
dan herdasarkan hukum, karena TERGUGAT memlliki alas hak atas
tanah terscbut yaitu SHGU No. 1 (vide BUKTI T-1) yang menupakan bukti
yang tidak lerbantahkan lagi atas hak guna usaha yang diberikan oleh
negara in casu BPN kepada TERGUGAT dan sampai sekarang belum
pernah dibatalkan oleh pihak yang berwenang;
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104. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGCUGAT
dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan
perbuatan melawan hukum, adalah keliru, mengada-ada, tidak berdasar
dan bersifat manipulatif tenpa disertai  bukti-bukt, sehingyga sudah
selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak
Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Ill. TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK
BERDASARKAN HUKUM 'KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM

105. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan aleh
PENGGUGAT pada bagian Posita butir 18 sampai dengan butir 20, halaman 15
sampai dengan 18, yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karena
TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGAT
mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian Matenil yang dihitung berdasarkan jumlah kandungan timah yang
berada di DU. 1509 dan DU. 1544 sebanyak 4.180,03 Ton x USD 20.000/Ton =
USD 83.600.600 atau setara dengan USD 1 = Rp 8.400 atau USD £3.600.500 x
Rp 9.400 = Rp 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima mityar defapan
ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil sejumiah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan

c. Denda -kelerlambatan sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari jumlah
kerugian Rp 785.845.640.000 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus
empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

106. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa seluruh kegfatan usaha yang
dilakukan oleh TERGUGAT berupa penanaman kelapa sawit, )
pembangunan pabrik dan kantor di areal tanah SHGU No. 1 adalah sah dan
bardasarkan hukum, karena TERGUGAT memiliki alas hak atas tanah tersebut
yaitu SHGU No. 1 {vide BUKTI T-1) yang merupakan bukti otentik yang tidak
terbantahkan [agi atas hak guna usaha yang diberikan oleh negara in casu BPN
kepada TERGUGAT. Dengan demikian jelas bahwa tidak ada satu pun
perbualan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana
didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

107. PENGGUGAT pun tidak dapat menguraikan dimana letak perbuatan melawan
hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga jelas bahwa
tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT menjadi tidak
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beralasan, karena bahkan PENGGUGAT tidak dapat menguraikan unsur-
unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, maupun unsur
kausalitasnya:

Terhadap hal tersebut, Rachmat Setiawan, S.H. dalam bukunya berjudul
Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Bandung, 1981,
halaman 23 s.d. 24 , mengatakan sebagai berikut:

"Sebagai dasar gugat ganb'n)gi berdasarkan perbuatan melawan hukim,
tarmasuk piia kausalites. Hubungsn antars perbuatan melawan hukum dan
herugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa aresinya sefak lahun 127,
hahwa persoslan kausalitas harus dipecahkan menurut ajaran adequate
verorzaking. Menurut teor tersebuf ferdapat hubungan kausal, apabila
kerugian smmenurut pengafaman Jayak merupakan akibat yang dapat
diharapkan akan timbul dari perhuatan melawan hukum."

Berdasarkan Pendapat dari Rachmat Setiawan, S H., tersebut, agar tuntutan
ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum maka haras terbukti
terdapat kausalitas antara permintaan ganti rugi dengan perbuatan melawan
hukum. Namun, dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat memperihatkan
kausalitas tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh PENGGUGAT dengan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT (bahkan
PENGCUGAT tidak dapat membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh TERGUGAT). sehingga sudah sélayaknya jika turtatan
ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan untuk ditalak oleh
Maijelis Hakim;

Selain itu, perhitungan kerugian materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT
dengan menyampaikan jumlah kandungan timan yang berada di DU. 1509 dan
DU. 1544, tidak disertai bukti-bukti berupa dasar perhitungan kandungan
timah tersebut, siapa yang melakukan perhltungan tersebut dan periode
kapan perhitungan kandungan timah tersebut dilakukan;

. Seandainyapun benar PENGUGAT mengalami kerugian materiil berdasarkan

perhitungan tersebut — quod nonh — maka tuntutan ganti kerugian tersebut sangat
tidak beralasan, karena kandungan timah tersebut masih tetap tersimpan di
dalam ‘areal DU. 1509 dan DU, 1544. Dengan demikian, tidak beralasan pula
tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT:

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720/K! Pdt'1986, tuntutan ganti kerugian
tersebut harus dinyatakan tidak dapat ditedma oleh Majelis Hakim dalam
perkara perdata ini. Untuk jelasnva TERGUGAT akan mengutip sebagian dari isi
Yurisprudensi tersebut sebagai berikut:
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“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dafam bentuk

apa yang menjadi dasar tuntutannya, Toopa perincian dimaksud maks
tuntutan garti rugl tersebut harus dinyatakan Hdak dapat diterima karena

funtutan tersebut tidak jelas/tidak sempuma.”

112. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan temsebut di atas. terbukti
tuntulan ganti kerugian PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum sama
sekall dan lidek beralasan, sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis
Hakim yang terhormat; ’

I¥. PERIHAL TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

113. Dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT telah menuntut mengenai uang paksa
(dwangsom), sebagaimana terlinat dalam halaman Pstitum No. 8 Gugatan,
sebagal berikut: ’

"Menghukum TERGUGAT uwnfuk membayar vang pakss (dwangsom) kepada
PENGGUGAT sebesar Rp S0.000.000 (lms puluk Jula rupiah) sefiap had
kelerfambatan, apatila perintah sebagaimans tersebut pada pelitum bufir & dan
T of atas fidek diaksanakan oleft TERGUGAT, terhitung sejak putusan dalarm
perfara ini mempunysi kekuatan hukum yeng tetap (nkracht van geuisdal’
Sedangkan bufir G dan 7 Petitum Gugatan, masing-masing menyebutkan sebagai
berikut;
Butir 6 Petitum Gugatan:
“Manghtkem  TERGUGAT  wnituk  membaysr  Herugian  Matend  schesar
785.845.640.000 (fujuf ratus defapsn putuh fima milvar defapan rafus ermpat
puloft fiita fule enam ratus empat putuh nbu rupiah) dan harus dihayar ofah
TERGUGAT fepada PENGGUGAT secara funai kartsn seiafigis dan sekofiia
sefambat-lambatiya defam waktu 7 ftujuR) har ferhitung sejak putusan dalam
perkara ini mempunyal kekuatan hukum yang fetap (nkracht van gawijscia)'s
Butir 7 Petitum Gugatan:
"Menghukum  TERGUGAT untuh membayar Kerugisn Immaledi  sebesar
1.060.000.000 (sate milyar rupial) dan harus dibayar ofeh TERGUSAT kepada '
FPENGGUGAT secars tunai, kontan sekaligus dan sekefika selambal-ambatiya
dabatn waktu 7 (tujih) hai terhitung sefak pulusan dalam perkare ini mompual
kekualan hukum yang tetap (infracht van gewiisde)
Berdasarkan tuntutan uang paksa {dwangsom) PENGGUGAT tarsebut di atas,
jelas bahwa FENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum  untuk
membayar uang pakse {dwargsom) sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta
rupiahy per hari keterambatan pelaksanaan dan tuntutan-tuntutan pembayaran
sgjumliah uang sabagaimara disebutkan dalam butr 6 dan bulir 7 Petitumn
Gugatan;
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Padahal, ntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan pada
tuntutan pembayaran sejumlah wang. Hal ini sshagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 606 a Rv, sebagai berikut:

"Vaor zoawar een vonmis inhoudt eene vergordeeling to! jets anders dan de
betaling van cone geldson, karr warden bepasid, dal. indiom, Zoolang of 200
dikwifls de veroordeelde aan die veroordeefing nict vaidoet, door hem zal zi
verbeurd eane b fet vonnis vast te stellen geldsam, dwangsan genasrmd,”
Yang teriemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“Separfang suatu kepufusan hakim rmengandung hukuman uniuk sesuatu
yang lein daripada membayér sajurnial uang, maka dapat difenfulsn, hahwa
sepanjang alau setiag kali terhukum fidak memenuhi bukuman tersebut, olefinve
harus disorahken sejumizh vang yang besamya ditetapkan dalsm kepulusan
hakiti, dem vang tarsebut dinamakan uang paksa.”

Ketentuan Pasal 606 a Rv tersebut di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl No: 791 KiSipf1a72 tartanggal 26 Februar 1973 dan
pendapat hukum Prof. Subekt, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum
Acara Perdata, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1862, halaman
133, masing-masing sebagai berikut;

Yurisprudensi MARI No. 781 KiSipi1972

'Uang pakss (dwangsom) fidak beraku terhadap findakan untuk membayar
ttang."

Pendapat Hukum Prof. Subekti, 5.H.:

“Dalarm pasal 606 a RV, itu ditegaskan fuga bahwa lembaga uang pakss i foak
dapat diferapken datam sustu putusan yang mehganding difdum penghukinman

mambayar sefimiah vang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 06a Ry, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
791 KfSipMM972, dan Pendapat Hukum Praf, Subekti, S.H. tersebut di alas, maka
jolas tuntutan vang paksa (dwangsom} yang diajukan oleh PENGGUGAT
tidak sesual dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan oleh karena
itu sudah selayaknya untuk ditalak olah l'o‘la[ell'é Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;

TUNTUTAN SITA  JAMINAN YANG CHAJUKAN PENGGUGAT
[CONSERVATOIR BESLAG) TIDAK BERDASAR

TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan oo,
pada bagian posita butir 22 PENGGUGAT menuntut diletakkannya sila jaminan
{zonsevaloir besiag) terhadap aset-aset TERGUGAT yang berupa:
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a. Pabrik, Kantor dan semua bangunan yang berada di atas tanah Iokasifareal DU
1509 tedetak di Desa Tempilang Air Lintang Kabupaten Bangka Barat Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

b. Sebuah gedung setempat dikenal dengan Kencana Tower yang teretak di
Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya llir No. 38 Jakarta Barat:

117. Permohonan sita jaminan (conservatoir beslagl yang diajukan oleh
PENGGUGAT tidaklah beralasan dan mengada-ada, hal tersebut jelas karena
PENGGUGAT tidak membuktikan adanya alasan untuk méngajukan
permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR
atau 261 RBg, yang masing-masing menycbutkan sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

“Jika ada dugaan yang beralasan, hahwa seorang dobitur, sebelum keputusan
hakim yang mengalshkannya dijatuhksn atau boleh dijafankan, mencan akal
untuk menggolapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun
yang bergerak; dengan maksud unluk menjauhkan barang ity dan kreditur,
maka atas sural penmintsan orang yang berkepentingan, ketua pengadifan
negeri bolef memben perintah, supaya disite barang itu untuk menjaga hak
orang yang mengajukan pemintaan ftu; kepada sf peminta harus diberitahukan
bahwa ia harus menghadap persidangan pengadifan negeri berikutnya untuk
mengajukan dan menguatkan gugstannya®

Pasal 261 RBg:

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang helum diputus
perkaranya afau yang telah diputus kafah perkaranya tetapi belum dapeat
difaksanakan, berusaha unttk menggefapkan atau memindahkan barang-barang
bergeraknya atau yang letap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangen kroditur,
maka atas permintaan yang berkepentingan, ketué pengadifan negeri atau jika
debitur berfempat tinggal alau berdiam di luar wilayah jaksa df tempat
kedudukan pengadilan negeri atau jika kefua pengadilan negen tidak adz of
termpat lersebut, jaksa di tempat tinggs! stau tempat kediaman debitur dapat
memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si
pemothion, dan sekaligus memberitshukan padarnya supaya menghadsp of
pengadilan neagen pada suatu han yang ditentukan unfuk mengajukan
gugatannya serta menguatkannya™, :

118. Berdasarkan Pasal 227 (1) HIR dan Pasal 261 RBg tersebut, maka dapat
diketahui, alasan untuk dapat disjukannya permohonan sita jamrinan adalah
sebagai berikut:

=  Ada persangkaan yang beralasan; _

"  TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnya;
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Dengan maksud maenjauhkan barang-barang itu dari  kepentingan
PENGGUGAT;

Sabelum putusan barkekuatan hukum yang tetap.

Selain jtu, berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersabut,
PENGGUGAT harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan
tersebut diatas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada
Pengadilan Negeri Sungai Liat dan terbukti bhahwa dalam gugaian a quo
PENGGUGAT sama sekali TIDAK MENGURAIKAN ALASAN pengajukan sita
jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT;

Untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, Pengadilan Negeri Sungai

Liat harus sangat memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar
permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RIj No. 05 Tahun 1975
tentang Sita Jaminan {Conservatoir Besfag). Dimana dalam Butir < {a) SEMA
No. 05 Tahun 1975 tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia
memerintahkan: “agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan
afau ménggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-
kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan ofeh Undang-
undang (Pasal 227 H.L.R/261 R.Bg)". Hal tersebut juga dikemukakan oleh M.
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Permasalahan dan Penerapan Sita
Jaminan Conservatoir Besfag, Cet Il. Penerbit Pustaka-, Bandung: 1990,
pada Halaman 34 sfd 35 yang untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut:

‘Oleh karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang befumn berdasar

kesalahan itu jangan saﬁpaf keffru di befakang hari, hakim yang bersangkutan
harus herhati-hati dan cermat. Jangan sampai tefjadi, sita yang sudsh difetakkan
atas harta TERGUGAT, tapi pada sast putusan dijatubkan, temnyals hakim yang
bersanghulan menofak gugat PENGGUGAT.

Seperti yang dikatakan, afasen permohonan sita Jjaminan nampshknya sangat
sederhans, tapi dari keadaan yang sederhana fadi dituntut kewaspadaan dan
kecermatan. Afasan diraksud dapat diuraiken sebagai berkut:

- ada persangkaan yang berafasan,

TERGUGAT akan menggelapkan barang-barangnys. -

- dengan maksud menjsuhkan barang-barang itu dari kepentingan PENGGUGAT.

~  sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap.
ftulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan
{conservatoir besiag} oleh hakim™

120. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sungai Liat menolak permohonan sita jaminan terscbut;



141

VL. TUNTUTAN PENGGUGAT AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA A QUO
DAPAT  DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU {UITVOERBAAR
BIJVOORRAAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUM

121. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo
pada bagian Posita butir 23 dan pada bagian Petitum butir 10, yang pada intinya
PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara s
quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (wifvoerbar bi
voorraad),

122. Dalil PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan witvoerbaar bi voorrsad
sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatannya tersabut sangat keliru dan
tidak berdasarkan hukum sama sekall serta menunjukkan ketoerbatasan

PENGGUGAT atas pengetahuan hukum acara mengenai ketentuan
permohonan putusan vitveerbaar bij voorrasad;

123. Permohonan witvoerbaar bij voorraad oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya
tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum untuk dikabulkannya suatu
putusan serta merta atau vitvoerbaar bif vaorraad. Oleh karena dalil Gugatan
PENGUGAT tidak berdasar hukumn dan tanpa didukung oleh bukti-bukt autentik
yang jelas, maka permohcnan uifvoerbaar bif voorraad tersebut patutiah ditolak.

Selain itu, gugatan yang diajukan bukan pula sengketa/perselisihan tentang hak
kepunyaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat {1) HIR dan
Paszal 191 ayat {1} RBG serta bukan pula sengketa-sengketa lainnya
sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI
No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

124. Adapun ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 191 ayat {1)
RBG masing-masing menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 180 ayat (1) HIR:
"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan
dahulu biarpun ada penawahan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu
'surat tulisan yang menurut aturan yang herlaku dapat diterima sebagai bukit
atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat
kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di
dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.™;
Pasal 191 ayat (1) RBG: )
"Pengadifan  negeri dapat memernntahkan  pelaksanasn  sementars
kepuiusannya meskipun ada pedawsnan afau banding fita ada bulti yang
otenfik atau ada suraf yang dilulis dengan tangan yang menunit ketentuan-
ketentuan ysng berlaku mempunyai kekuatan pembuktien, stsu karena
sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukusn yang
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pasti, begitu juga jika ada suatu funtutan sebagian yang dikabutkan aiau juga
mengenai sengketa tentang hak bezit":

. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun

2000 tentang Putusan Serta Merta {uitvoerbaar bif voorraad), syarat-syarat
tersebut adalah sebagai berikut:

Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan {handschriff)
yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan 1andatangannya, yang menurut
undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti: '
PENGGUGAT dalam perkara perdata ini tidak dapat membuktikan adanya
surat_otentik atau tulisan_tangan (handschriffy yang menunjukkan

TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum:

Gugatan tertang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah:
Perkara a quo bukan mengenai utang piutang, melainkan mengenai
perbuatan melawan hukum {Pasal 1365 KUH Perdata);

Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, rumah gqudang dan lain-lain
dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis { lampau, atau penyewa terbukdi
melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik:

Perkara perdata ini bukan mengenai sewa menyewa, melainkan mengenai —
quod nan — perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono_gini}
setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap:
Perkara perdata ini bukan mengenai pembagian harta perkawinan (gono
gini), melainkan mengenai perbuatan melawan hukum {Pasal 1365
KUHPerdata);

Dikabulkannya qugatan Provisionil. dengan pertimbangan hukum yang teqas
dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV:

Tidak ada gugatan provisionil sebagaimana dimaksud di atas yang permah
dikabulkan sehuburgan dengan perkara perdata ini:

Gugatan berdasarkan putusan vang felah memperaleh kekuatan hukum tetap ) (in
krachf van gewjjsde} dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang
diajukan:

Dalam perkara perdata ini, PEl\iGGUGAT juga tidak dapat menunjukkan adanya
bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap {in kracht van
gewjjsdg) yang menyatakan bahwa TERGUGAT tfelah melakukan perbuatan
melawan hukum — quod non — (Pasal 1365 KU Perdata);

g. Dalam sengketa mengenai Bezifsrecht:
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Sebagaimana didalilkan cleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, jelas terlihat

bahwa perkara a quo bukan mengenai bezifsrecht, melainkan mengenai —

126,

VIL

127.

quod non — perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas
permohonan putusan sarta merta atau witvoerbaar bij voorraad verkisard
yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum, dan
oléh karenanya TERGUGAT mochon agar Majelis Hakim Yang Terhormat
menolak parmohonan putusan serta merta atau ultveerbaar bij voorrasd
verkiaard yang diajukan oleh PENGGUGAT,

PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN INi TIDAK
BERALSAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA HARUS
DITOLAK

Dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan permohonan putusan
provisi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Butir 1 Bagian Provisi yang
menyatakan sebagai berikut;

“Memenntahkan kepada TERGUGAT untuk segora menghentikan segafa benluk
kegfatan dan pemanfaalan afas objek sengketa"

Dari kutipan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa PENGGUGAT telah menuntut
agar .segala kegiatan TERGUGAT di atas tanah dimaksud dihentikan. Namun,
apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
mengabulkan permohonan provisi untuk menghentikan segala bertuk kegiatan
dan pemanfaatan atas objek sengketa in casv tanah SHGU No. 1, berarti
Majelis Hakim telah memutus pokok perkara sebagaimana yang dikehendaki
oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya;

128. Untuk lebih jelasnya, TERGUGAT akan mengutip beberapa yurisprudensi dari

Mahkamah Agung Rl bahwa pengadilan tidak diperkenankan menyentuh
substansi pokok perkara melalui putusan provisional, scbagai berkut:

Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973
dalam perkara Dato Wong Heck Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan kulit
Indonesia, PT. Green Timber Jaya dengan dasar pertimbangan bahwa:
"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah uniuk
memperoleh tindakan-tindeken sementara selama prosos betjalan; tuntutan
provisionil yang mengenal pokok perkara (hodem geschil) tidak dapat
difeima.”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 279K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 dalam
perkara Yayasan Perguruan al-lrsyad dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah
dengan dasar pertimbangan bahwa;
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"Permohanan pravisi seharusnya berfujuan agar ada tindakan hakim yang tidak
mengenai pokok perkara, permofionan provisi yang berisikan pokok perkara
harus difolak.”

Dalam memutuskan suatu tuntutan provisi, maka terlebih dahulu harus dipenuhi
ketentuan mengenai syarat-syarat suatue dikabulkannya putusan provisi yang
sama dengan syarat-syarat putusan yang pelaksanaan dapat di‘angsunglkan
terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (vitvocrhaar bif
voorraad verklasrd). Syarat-syarat tersebut diatur dalam Surat Edaran
Mahkarmah Agung Rl No. 03 Tahun 2000 sebagai berikut.

a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undang-undang

mempunyai kekuatan bukti; 3

b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (in kracht
gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak PENGGUGAT dan ada
hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;

¢. Ada gugatan provisionil yvang dikabulkan;

. Dalam sengketa mengenai Beztsrecht.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa pemmohonan provisi

yang digjukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi sama sekali oersyaratan
tersebut di atas,

13¢

. Selain itu, M. Yahya Harahab. S.H., dalam hukunya yang berjudul Hukurm Acara
Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyilean, Pembuktian, dan Puiusan
Pengadilan, Penerbit Sinar Grefika, Cetakan Kedelapan, Tahun 20C8, pada
halaman 885, menyatakan:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

a.

131.

hanis memuat dasar alasan perminiaan vang menjelaskan urgensi dan
relevansinya,

mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
gugatan dan permintaan tidak holeh menyangkut mater pokok perksra."
Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut. maka jelas suatu
permohonan putusan provisi, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat formil
sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa permohonan putusan
provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, sama sekali
tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana disebutkan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000. Selain itu, permohonan provisi
yang diajukan oleh PENGGUGAT, telah menyantuh pokok perkara sehingga
bertentangan dengan yurisprudansi-yurisprudensi yang telah disebutkan
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di atas serta juga tidak menguralkan alasan permohonan provisi dan
alasan urgensi sorta relovansinya;
132. Dengan demikian, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya jika
permohonan provisi yang diajukan olech PENGGUGAT dinyatakan untuk ditolak;
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi
dan Pokok Perkara tersebut di atas, maka sangat heralasan dan berdasarkan hukum
jika TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nfe! ontvankefik
verkiaard),
DALAM PROVISI
Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk
seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA
if? Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2, Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik
tertanggal 30" Januari 2013 dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik
tertanggal 12 Februari 2013 sebagaimana yang termuat dalam herita acara
pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat telah
termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, baik Replik
maupun Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan.namun dianggap satu kesatan
dalam butusan ini, oleh karena Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yarg
tidak terpisahkan dengan putusan Majelis Hakim

Menimbang bahwa telah pula dilaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah
obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari JUM'AT, Tanggal. 05 April 2013
oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,
dengan hasil pemeriksaan selengkapnya tertuang dalam barita acara pemeiiksaan
setlempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat dan foto copy surat-surat vang lelah
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diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu

berupa :

1.

Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Partambangan Umum
No.1171.K/2014/DDJP1993, tanggal 27 Agstus 1993, Tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi-Eksploitasi (DU. 1508/SUMSEL) dan Fotocopy Surat
bukti transfer Pembayaran luran KP/IUP Eksploitasi DU.1509 dan DU, 1544 Tahun
19893 sampai dengan tahun 2012, sesuai asli diberi tanda P.1.

Fotacopy Peta Eksplorasi ~ Eksploitasi Daerah Tempilang, Kecamatan Kelapa,
Kabupaten Bangka, Propinsi Sumatera Selatan, Skala 1 : 50,000, sesuai asli
diben tanda P.2.

. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

No.3201.Kf2014/DDJP/1995, tanggal.21 Juli 1995, Tentany Pemberian Kuasa
Perlambangan Fksploitasi {DU.1509/SUMSEL), sesuai asli, diberi tanca P.3.

- Fotocopy Daftar Koordinat SK KP.DU 1509, Daerah Tempilang, sesuai asli, diberi

tanda P.4.

. Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/093/2.03.02/2010, tanggal

28 April 2010, diberi tanda P 5.

. Fotocopy Peta Tumpang Tindih WIUP PT.Timah dan HGU PT.Sawindo Kencana

Di Daearah Tempilang,Kabupaten Bangka Barat, sesuai asli, diberi tanda P.6,
beserta lampiran berupa fotocopy :

Lampiran | | Peta Wilayah izin Usaha Pertambangan Atas Nama PT.Timah
{Persero) TBK.

Lampiran Il : Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Lampiran IIf : Hak dan Kewajiban.

. Fotocopy Keputusan Direttur Jenderal Pertambangan Umum

N0.1211.K/2014/DD.JP#1993, tanggal. 31 Agustus 1993, Tentang Pemberian
Kuasa Perlambangan Eksplorasi-Eksploitasi (DU.1544/SUMSEL). sesuai asli,
diberi tanda P.7, beserta lampirannya berupa Fotocopy Peta Eksploitasi Daerah
TG Nyiur, -

. Fotacopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umumn.

No 355 K/2014/DDJP/1996, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi
{DU. 1544/SUMSELY}, sesuai asli, diberi tanda P.8.

. Fotacopy Daftar Koordinat KP KW.96PP0220 Daerah TG.Nyiur Mentok, sesuai

asli, diberi tanda P.S.

10. Fotacopy Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi

No.1199.K/i2014/MPE/997, tanggal 22 Juli 1997, Tentang Perubahan Peta dan
Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW.96PP0220), sesuai asli,
diberi tanda P.10.
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11.Fotocopy Lampiran 1 Keputusan Menleri Pertambangan dan Energi
No.1199.K/2014/MPEf1997, tanggal 22 Juli 1897, sesuai agli, diberi tanda P.11.

12.Fotocopy Keputusan Bupati Bangka Barat No. 188.45/095/2.03.02/2010, Tentang
Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin imah
kepada PT.Timah {Persero) Tbk. tanggal. 28 April 2010, sesuai asli, diberi tanda
P.12.

13.Fotocopy Lampiran I Keputusan Bupati Bangka Barat
No.188.45/095/2..03.02/2010 {P0220/DU-1544) Daftar Koordinat Wilayah Izin
Usaha Pertambangan, sesuai asli, diberi tanda P.13, beserta fotocopy Lampiran
.

14.Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 1€.08.2010 melalui Bank Mandiri
Cabang Pangkal Pinang ke Kantor Kas Negara (KPKN) untuk luran Izin Usaha
Pertambangan {IUP), eesuai asli, diberi tanda P.14,

15.Fotocopy Surat Direktur PT.Sawindo Kencana, tanggal 03 Februari 1895,
No.004/FEB/SAWINDO/®5, Perihal . Permchonan Rekomendasi Pencadangan
atas Lahan untuk perkebunan kelapa sawit, Kepada Direktur Explorasi & PU
PT.Timah (Persero) U/P.Bpk.Ir.Muliadi Nitisastro, sesuai asli, diberi tanda P.15

16. Fotocopy Surat Dirgktur Eksplorasi PT.Tambang Timah (Persero). tanggal.20
Februan 1995, No.354/UM-0001/95-S0, Perihal Permohonan Rekomendasi
Pencadangan Lahan untuk perkebunan kalapa sawit, Kepada Direktur
PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.16.beserta lampiran berupa
fotocopy Peta Situasi Penggunaan Lahan.

17.Fotocopy Surat Direktur Utama PT.Sawindo Kencana, Tanggal 27 April 1995,
tanggal 27 April 1995, Perihal : Permohonan Penggunaan Areal yang tumpang
tindih dengan wilayah KP.Timah, Kepada Direktur Eksplorasi PT. Timah (Persero),
sesuai asli. diberi tanda P.17.beserta lampiran berupa fotocony Peta
Pencadangan Lahan Wil.Kec.Pembantu Tempilang.

18. Fotocopy Surat Direktur Eksplorasi PT.Tambang Timah (Persero), tanggal 26
May 1985, No.202/UM-0001/95-S0, Perihal Permohonan penggunaan arca' yang
tumpang tindih dengan KP.Timah, Kepada Direktur PT.Sawindo Kenzana, sesuai
asli, diberi tanda P.18.

19.Fotacopy Surat Direktur PT.Sawindo Kencana, langgal. 20 Mei 1995,
No.09/SKN/1995, Perihal Rancana Lahan Pembibitan, sesuai asli, diberi tanda
P.18.

20.Fotocopy Surat Direktur Eksplorasi PT.Tambang Timah {Persero), tanggal 21 Jun
1895, No.1132/UM-0001/95-S0, Perihal Pmohonan rekomendasi Rencana lahan
pembibitan Kelapa Sawit di Kecamatan Pembantu Tempilang, Kepada Direktur
PT Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda P.20.
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sebagaimana diuraikan alam Peta Gambar Situasi khusus tanggal 14 Agustus
1987 nomor 16/1997 (BUKTI T-3):

. Sesuai dengan izin dari instansi terkait, tanah tersebut dipergunakan untuk usaha

perkebunan kelapa sawit. yang sejak diterbitkannya SHGU No. 1 {vide BUKTI T-
2) sampai dengan diajukannya Gugatan a quo oleh PENGGUGAT, sudah berjalan
selama lebih kurang 15 {iima belas) tahun:

Pada tahun 2000, TERGUGAT mulai mendirkan pabrik kelapa sawit, dan
TERGUGAT telah mengantongi izin dari Bupati Bangka, sebagaimana diketahui
melalui Petikan: Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Bangka MNomar:
SK.648/174/11112000 Tentang lzin Mendirikan Bangunan tanggal 22 Agustus 2000
(BUKTI T4) yang pada intinya memberikan izin kepada TERGUGAT untuk
mendirikan bangunan Pabrik Kelapa Sawit;

. Usaha terschut kian berkembang, sehingga selain dapat memproduksi minyak

kornel untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, hasil produksi dari usaha
TERGUGAT pun mulai memasuki pasar internasional, Perkembangan yang pesat
ini tentu juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar
perkebunan, dimana usaha perkebunan TERGUGAT ini’ banyak membuka
lapangan kerja yang luas bagi penduduk sekitar, Tidak hanya itu saja,
TERGUGAT secara berkesinambungan menjalankan program corporate social
responsibility dengan sasaran masyarakat sekitar perkebunan, seperti program
khitanan dan pengobatan massal yang rutin diadakan sejak tahun 2002, seria
program perbaikan infrastruktur jalan dan sarana ibadah, dan bantuan sosial
lainnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan;

Dengan adanya Gugatan a quo dari PENGGUGAT yang diajukan sete’ah 15 (lima
belas) tahun sejak terbitnya SHGU No.1, maka patut dipertanyakan apa motif dan
tujuan PENGGUGAT mengajukan Gugatan setelah sekian lama SHGU No. 1
berlaku; Kenapa selama 15 lahun PENGGUGAT diam $aja apabila memang
TERGUGAT menjalankan usahanya di atas lahan PENGGUGAT ~ quod non?;

.Semua ini jelas dilakukan oleh PENGGUGAT secara licik dengan maksud untuk

menimbulkan kerugian materiil bagi TERGUGAT. Bagaimana mungkin.
TERGUGAT yang telah menjalani usahanya selama 15 tahun di atas lahan yang
sah secara hukum berdasarkan SHGU No. 1, kemudian secara sewenang-
wenang dan ltanpa berdasar, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT
mengosongkan lahan tersebut dan menghentikan seluruh kegiatan usaha
TERGUGAT termasuk untuk mencabut dan mengangkat tanaman kelapa sawit
serta membongkar dan mengosongkan semua bangunan milik TERGUGAT di
atas lahan yang quod non dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam butir 13 dan 14
bagian Posita, adalah sebagai miliknya;
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21.Fotocopy Surat Project Manager, tanggal 26 Juli 1996, No.028/PM-SWKA/IIN9G,
Perihal Pemnohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan KP.Timah, Kepada
Direktur PT.Timah, sesuai asli, diberi tanda P.21.

" 22.Fotocopy Surat Direktur Eksplorasi & Perencanaan, tanggal 3 Oktober 1996,
No.233/PTB-1000/96-S0, Perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasan
KP.Timah, sesuai asl, diberi tanda P.22.

23 Folocopy Surat Direktur. Eksplarasi, tanggal 27 Maret 1996, Perihal Lahan
perkebunan kelapa sawit, Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli,
diberi tanda P.22 A.

24 Fotocopy Surat Kepala Penghubung Bangka, tanggal 31 Januari *995,
No.809/09/PLG/1395, Perihal Pencadangan lahan untuk perkebunan kelapa sawit
Wil Kee: Kelapa, Kee Pembantu Tempilang dan Kee.Pembantu Puding Besar,
Kepada Direktur PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, dibeti tanda P.23, beserta
lampiran berupa fotocopy Peta Situasi Penggunaan Lahan,

25. Fotocopy Surat tanggal 4 Juni 2012, No. 027/MSL-PDTA/I/2012, Perihal Tegoran
{Somasi), sesuai asli, diberi tanda P.24.

26.Fotocopy Peta Lokasi Perkebunan Sawit, sesuai asli, diberi tanda P.25.

Menimbang, bahwa selain bukii bukti tertulis di atas, Penggugat mengajukan
saksi dipersidangan sebanyak 5 (lima) orang dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut :

1. Saksi Satrla Kamut :

- Bahwa saksi pemah bekerja di PT.Timah sejak tahun 1982 sampai dengan tahun
1985:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan yang disengketakan yaitu di Parit 10 desa
Tempilang, Kecamatan Tempilang Kab.Bangka Rarat

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan
Tergugat yaitu;

- Sebelah Utara berbatas dengan perkebun sawit PT Sawindo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ex Tambang.

- Sebelah Timur berbatas dengan KP Timah.

- Sebelah Barat berbatas dengan KP Timah.

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Sawindo tahun 1998 sampai tahun 1998;

- Bahwa di atas fanah vang dipersengketakan tumbuh tanaman sawit milik
PT.Sawindo yang ditanam tahun 1998;

- Bahwa luas tanaman kelapa sawit milik PT.Sawindo 300 ha lebih,

- Bahwa di atas objek sengketa terdapat bekas pertambangan timah lalu
PT.Sawindo membangun gedung perkantoran ;

149
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Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengieta tersebut adalah PT.Sawindo
sejak tahun 1996 ;.

Bahwa PT.Timah pemah mélakukan penambangan di lokasi objek sengketa dari
tahun 1982 sampai tahun 1985

Bahwa saksi tidak tahu berapa luas penambangan sejak tahun “982 sampai
dengan tahun 1665 tersebut.

Banwa saksi tidak tahu berapé luas lahan yang disengketakan .

Bahwa saksi tidak pernah melihat dasar kepemilikan dari Penggugat ;

Bahwa saksi terakhir berada dilokasi tahun 2008 — 2010 pernah menambang
timah disana.

Bahwa sewaktu saksi membuka usaha penambangan saksi melihat yang
menguasai dan merawat tanaman sawit tersebut adalah PT. Sawindo.

Bahwa saksi mengetahui PT.Timah mengurus izin tambang pada tahun 2004,
diamna pada saat itu saksi sebagai hanya sebagai saksi dalam pengurusan izin
tersebut.

Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan dari PT. Timsh atas pembukaan lahan dari
PT.Sawindo ; ‘

Bahwa pada tahun 2010 kegiatan penambangan dihentikan oleh PT. Sawindo
karena sudah masuk lahan PT. Sawindo

2. Saksi JUMANDI -

Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT. Timah vang bekerja sejak tahun 1971
sampai tahun 1992 ;

Bahwa saksi bekenja di PT. Timah dibagian pengeboran tambang ;

Bahwa saksi tahu lokasi pengeborannya di bukit Puyuh Manangsang sampai ke
bukit puyuh Berambangang dan bukit puyuh tersebut sekarang masuk kelurahan
Tempilang, Kecamatan Kelapa ;

Bahwa saksi dulunya melakukan pengehoran / penambangan mulai dari bukit
puyuh, bukit berambangan sampai sungai kering ;

Bahwa saksi pernah bekerja sebagai upah harian dari mulai berdirinya PT,
Sawindo;

Bahwa saksi sewaktu masuk sebagai karyawan harian di PT. Sawindo. belum ada
kelapa sawit, sedangkan kantornya baru dibangun;

Bahwa saksi menerangkan kantor PT. Sawindo masih herdiri sampai sekarang;
Bahwa setahu saksi perumahan PT.Sawindo teretak di sebut Limbur, sedangkan
pabrik PT.Sawindo terletak di Bukit Puyuh ; .

Bahwa saksi tahu ada izin penambangan PT.Timah dari Bupati Bangka, tapi tidak
pemnah lihat 1zin tersebut, hanya berdasarkan orbrolan orang-orang ;
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Bahwa saksi bekerja di PT. Sawindc tugasnya menanam dan membersihkan
pohon sawit ;

Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sebagai lahan penambangan tahun 1972 :
Bahwa sakst tidak tahu ada berapa areal pertambangan yang dipermasalahkan ;
Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar pertambangan DU 1509 dan DU
1544,

Bahwa saaat ini di atas objek sengketa terdapat tanaman sawit yang berumur
kira-kira 10 (sepuluh) tahun ;

Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang PT.Timah tidak melakukan
penambangan di atas tanah tersebut;

Saksi SYAFRUDIN SANUSI :

Bahwa saksi pemah kerja dikantor PT. Timah dari tahun 1871 sampai dengan
tahun 1992 sebagai penggali timah;

Bahwa setahu saksi wilayah produksi pertambangan PT. Timah di Mentok yaitu
Tambang 10 komplek Sinar Jaya yang berada di Dasa Tempilang, Kecarmatan
Kelapa :

Bahwa setelah pemekaran wilayah Kecamatan Tempilang, Desa Tempilang
menjadi Desa Benteng Kota Air Lintang Sinar Surya ;

Bahwa saksi tidak tahu luas areal penambangan ;

Bahwa sejak tahun 1992 PT.Timah tidak pernah melakukan penambangan di
tanah sengketa, yang ada sekarang Tambang Inkonvesional masyarakat ;

Bahwa saksi bekerja di kebun dekat dengan PT.Sawindo ;

Bahwa saksi tahu sekarang masih ada lokasi be<as penambangan di tambang 10
yang ditanami sawit oleh PT. Sawindo ;

Bahwa saksi tahu masalah lahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat
terletak di Bukit Puyuh dan di Bebang, di desa Tempilang ;

Bahwa Bebang terletak di dosa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang. Kab.
Bangka Barat ; .

Bahwa lokasi di Bukit Puyuh yang mengusai PT Timah ;

Bahwa PT.Timah melakukan penambangan dari tahun 1985 sampai dengan
1988:

Bahwa setahu saksi iokasi Bukit Puyuh sebenarnya bukan di tambang oleh
PT.Timah tapi ditambang oleh masyarakat ;

Bahwa saksi tidak tahu lokasi DU 1508 dan lokasi DU 1544 .

. Saksi BOING UTOYO :
Bahwa saksi bekefja sebagai karyawan PT.TImah sejak tahun %978 sampai
dengan Desember 2002 ;
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Bahwa saksi bekerja di PT.Timah berkedudukan sebagai Kepaa Pengukuran
peta .

Bahwa saksi tahu ada perselisihan antara PT Timah dan PT. Sawindo yaitu
masalah tumpang tindih lahan yang tedetak di DU 1509 dan DU 1544 Di Desa
Tempilang Kecamatan Tempitang.:

Bahwa saksi sebagai juru ukur mempunyai tanggung jawab melakukan
pengeboran untuk membuat peta cadangan, dalam pengukuran dilakukan dengan
memasang patok-patok dan titik pengeboran lalu dibuat pemetaan kemudian di
periksa apakan layak untuk dilakukan penambangan atau tidak.

Bahwa yang membuat pemetaan di DU 1509 adalah saksi yang mana didalam
DU dibuat tambang, awalnya ada tambang 8 di bukit segiri dan tambang 11
dibukit limbung baru kemudian bertambah lagi 1ambang-tarhbang lainnya.

Bahwa saksi yang melakukan pengukuran di desa tempilang dari tahun 1973
sampai dengan tahun 1989 ;

Bahwa DU 1508 itu termasuk dalam 3 lembah yaitu : Lembah Temgilang, Lembah
Bukit Segin, kearah utara lembah Limbung dan sedikit limbung yang kena areal
1544 ;

Bahwa nama daerah DU 1509 dan daerah DU 1544 namanya Desa Tempilany,
Kecamatan Kelapa :

Bahwa saat melakukan pengukuran diareal KP  menentukan batas antar titik
Koordinat berdasarkan titik koordinat dan baru diserahkan peta incuk untuk
diterapkan dilapangan: )

Bahwa supaya dilapangan tidak berselisih didapatkan patok basis untuk
menentukan titik kordinat, titik-titik ini ada titik primer, titik tersier dan Htik quarter,
titik-titik yang dimintakan baru dipasang patok-patok dan dihubungkan dapat
berbentuk bersegi, dan didalam KP merupakan lahan cadangan.

Bahwa saksi dilapangan tidak diberitahu tentang izin, saksi tahu izin KP hanya
sewaktu pendidikan dan |zin dari Dirfjen Pertambangan :

Bahwa sebelum melakukan penambangan terlebib dahulu dibuat peta dan diukur
dari hasil pengukuran ini dinilai secara ekonomis ada hasilnya tidak kalau ada
baru ‘dipasang alat untuk dipasang patok sebagai titk dilakukannya
penambangan. '

Bahwa saksi melakukan penambangan di DU 1509 dekat lembah nibu ng;

Bahwa saksi menerangkan di DU 1544 juga diiakukan penambangan tapi belum
begitu luas karena DU 1509 bersinggungan langsung dengan DU 1544 dan DU
1544 belum tertalu luas dilakukan pengukuran.
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Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan PT Sawindo melakukan penanaman sawit,
karena pada tahun 1989 saksi pindah ke Muntok ada masyarakat yang
menambang ribut dengan PT Sawindo dan saksi hanya mendamaikan.
Bahwa saksi pemah melihat peta yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P.25 ;
Bahwa saksi menerangkan bahwa didalam peta ada terdapat tambang 11,10,8,
ada hukit segiri, lembah nibung. ada TN 47 ada bukit puyuh dan ada lembah
limbung.
Bahwa saksi menerangkan yang membeti izin penanaman DU 1509 dan 1544
Dari Ditjen Pertambangan ;
Bahwa saksi melakukan pengukuran di DU 1509 sejak tahun 1973 ;
Bahwa saksi menerangkan sisitem pengukuran ada 3 orang yaitu ada disebut
polygon dan ada situasi, pengukuran situasi ini untuk menentukan pcsisi dari
daratan kearah laut.
Bahwa setelah didapat hasil pengukuran diserahkan ke pusat di bagian penelitian
Bahwa saksi menyerahkan hasil pengukuran DU 1508 dan DU 1544 ke PT. Timah
tidak sampai 1 tahun ;
Bahwa saksi menerangkan peta bukti P.25 yang diperlihatkan dipersidangan ity
peta dan Difjen Pertambangan :
Bahwa saksi menerangkan peta bukti P.25 bukan dari hasil pengukuran saksi;
Bahwa di DU 1509 dan DU 1544 dilakukan penambangan dan sebelum tahun
1972 sudah dilakukan penambangan.
Bahwa saksi pemah melihat sepintas bukti .1, tapi saksi tidak tahu apakah untuk
DU 1508 .atau 1544 :
Bahwa saksi tidak tahu |uas tanah DU 1509 dan DU 1544
Bahwa saksi tahu batas-batas DU 1508 yaitu -

- Sebelah Utara  : Hutan.

- Schelah Selatan : Jalan Tempilang,

- Sebelah Timur  : Kota Waringin.

- Sebelah Barat  : dengan laut.
Bahwa DU 1544 ini satu hamparan berbatasan langsung dengan 1509 :
Bahwa setahu saksi ada kegiatan penambangan oleh masyarakat dan ada yang
menanam sawit, yang menanam sawit adalah PT. Sawindo :
Bahwa saksi tahu karena saksi bertemu langsung dengan pegawai PT Sawindo
karena ada pohon sawit yang dirubuhkan oleh masyarakat dan saksi yang
mendamaikannya.
Bahwa masyarakat melakukan penambangan di tanah sengketa tidak ada izin ;
Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di DU 1509 pada titik-titik saja tidak
secara kescluruhan ;
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Bahwa saksi melakukan pengukuran sejak tahun 1973 sampai dengan tahun
1963 :

Bahwa sejak tahun 1985 PT Timah telah berhcnti melakukan kegiatan
penambangan mekanik di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi menerangkan PT.Timah berhenti melakukan kegiatan karena tidak
efisien lagi ;

Bahwa saksi menerangkan pernah dilakukan pengeboran di DU 1544 yang
dikenal dengan nama lembah Nibung ;

. Saksi ABD.MUTHALIB :

Bahwa saksi bekerja di PT.Timah tahun 1981 sampai dengan tahun 1992 di
Singkep, tahun 1993 di pengeboran dan tahun 1987 pindah di survey cadangan,
Bahwa saksi bertugas di bangka sejak tahun 1983 ;

Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu
mengenai tummpang tindih lahan di tempilang:

Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat
survey cadangan timah pada tahun 1989 ;

Bahwa lokasi persisnya tumpang tindih tempilang berada di bukit Segiri, Lembah
Jambu ;

Bahwa saksi pernah dengar DU 1509 dan 1544 yang mana DU 1544 aca di
sebelah barat DU 1509 ;

Bahwa saksi melakukan survey kondisi lahannya ada perkebunan sawi,
sedangkan yang menguasai perkebunan sawit, saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tahu Iokasi DU 1544 sewaktu melakukan survey di DU 1544 dan di
lokasi tersebut tidak ada kegiatan apa-apa ;

Bahwa setahu saksi yang ada lokasi perkebunan hanya ada di DU 1509 :

Bahwa survey di DU 1509 tidak dilakukan secara keseluruhan hanya menentukan
blok cadangan ;

Bahwa cara kerja surveynya dengan mengunakan GPS ke lapangan melihat blok
cadangan dan menentukan titik kordinat.

Bahwa sewaktu melakukan pengukuran blok-blok cadangan tersebutdi atas tanah
tersebut ada tanaman sawit ;

Bahwa saksi saksi melakukan survey berdasarkan Peta tahun 1999 yang
dikeluarkan oleh PT,Timah ;

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin Kuasa Pertambangan mili
Penggugat ;

Bahwa umur sawit yang ada di lokasi sekitar 3-4 tahun ;
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Bahwa saksi baru melihat Peta (bukti P.25), karena pota itu bentuk atau
gambarnya sama hanya wamanya berbeda ;

Menimbeng. bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penggugat juga ‘efah

mengajukan 1 {satu} orang ahli yang bernama Dr.TRI HAYATI,S.H.,M.H. di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Ul. Spesialis Hukum Administrasi

Negara :

Bahwa ahli mengajar di Magister Hukum mengenai pertambangan Negara dan

perizinan, dan sering memberikan keterangan mengenai perizinan baik di

Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Bahwa ahli saat ini belum mempunyai izin dari institusinya sebagai ahli di

persidangan;

Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) / Izin Penambangan berdasarkar UU No. 11

Tahun 1967 dan UU No.4 Tahun 2009 wajib dimiliki aleh pihak yang akan

melakukan kegiatan penambangan;

Bahwa KP diterbitkan Pemerintah, Kekuatan Hukum Kuasa Pertambangan (KP)}

sesuai dengan UU No.11 Tahun 1967 tersebut setiap orang akan melakukan

penambangan harus ada izin, untuk PT.Timah harus ada izin dari Menteri, dengan
penerbitan KP dari Pemerintah maka Perusahaan tersebut mempunyai kakuatan
hukum untuk melakukan penambangan. ;

Bahwa saksi menerangkan Kuasa Pertambangan (KP) dianggab sah atau tidak

secara umum harus mempunyai syarat-syarat :

1. Harus ada izin

2. Dibuat oleh argan yang benvenang.

3. Tidak mengandung cacat yuridis. penerbitan telah sesuai prosedur. areal
yvang akan ditambang harus clear and clean sehingga tidak ada tumpang
tindih.

4. Apabila ada hak-hak lain diatas tanah yang akan digunakan maka harus
diselesaikan, yang terkait dengan UUPA penerbitan hak atas tanah sesuai
PP No. 04 Tahun 2006, penerbitan SHGU harus ada diates tarah yang
langsung dikuasai Negara, apabila diatas tanah ada hak lain maka hak
tersebut harus digugurkan.

Bahwa SHGU yang terbitkan oleh instansi yang berwenang, tidak mempunyai

cacat yurudis dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya maka hak tersebut dapat

dinyatakan sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 25, Pasal 26 UU No. 11 Tahun 1987 Pemegang Kuasa

Pertambangan (KP) harus membebaskan terlebih dahulu tanah dari hak lainnya,
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dengan telah diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP), dimana KP adalah hak
yang diberikan pada Perusahasn maksa untuk terbithya hak lain, hak tersebut
haruslah diatas tanah yang bersih dar hak lain;

Bahwa apabila tahun 1993 telah diterbitkan KP maka diasumsikan lahan tersebut
telah bebas atau telah dibersihkan dan hak-hak lain dianggap telah bersih dan
sesuai Pasal 25 juga dapat diberikan ganti kerugian apabila lahan tarsebut ada
perkebunan atau akan dipakai untuk kepentingan Negara maka harus ada
kampensasinya. ¢

Bahwa kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atau pembayaran iuran
Kedua-duanya sama kuatnya kalau iuran sebagai pengganti dari apa yang diambil
dari Negara tapi kalau Pajak Bumi Bangunan (PBB}) ini timbul setelah mempercleh
hak atas tanah, tapi keduanya tidaklah valid apabila keduanya memperoleh hak
tidak sesuai prosedur maka keduanya dapat ditinjau ulang ;

Bahwa diterbitkannya Kuasa Pertambangan (KP} yang telah dieksplorasi —
eksplotasi dan telah diterbitkan sesuai prosedur tidak dapat diterbitkan hak lain
kecuali dapat diterbitkan untuk kepentingan Negara dan apabila ada maka harus
ada pelepasan hak yang kemudian tanah tersebut dikuasai Negara sesuai dengan
PP No. 4 Tahun 1936, barulah dapat diterbitkan hak selanjutnya.

Bahwa apahila kuasa Pertambangan (KP} diterbitkan Tahun 1996 ada Sertifikat
lak Guna Usaha {(SHGU) yang diterbitkan tahun 1998 oleh institusi yang sah
maka berdasarkan tempus delicti maka hak yang diterbitkan sebelumnya yang
sah maka hak yang lebih sah dan mengikat adalah hak yang lebih dahulu terbit.
Bahwa saksi menerangkan IUP atau KP bukanlah hak atas tanah [UP atau KP
hanya memberikan kewenangan untuk meclakukan usaha untuk mengambil
tambang dari dalam tanah. .

Bahwa saksi menerangkan prosedur penerbitan sértifikat hak atas tanah
berdasarkan UUPA syarat permohonan hak atas tanah diatur dalam Peraturan
Menteri Agraria No. 8 Tahun 189%;

Bahwa apabila telah terpenuhi secara administrasi dan tehnis maka secara ryata
diatas tanah sudah clear/bersih berarti diatas tanah sudah tidak ada kegiatan dan
hak-hak atas tanah lainnya.

Bahwa Kuasa Pertambangan berberda dengan Hak atas atas tanah, kedua-
duanya mempunyai spsifikasi berbeda tapi mempeunyai kekuatan hukum yang
sama, dapat saja diatas lahan tersebut diterbitkan hak atas tanab ini
memungkinkan bila kedua-keduanya dapat berjalan secara bersamaan.

Bahwa saksi menerangkan pembayaran iuran Kuasa Pertambangan lidaklah
menunjukkan hak atas tanah.
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Bahwa Kuasa Perfambangan bukan hak atas tanah tapi KP ini sesitai dengan UL
No. 11 Tahun 1967 pemegang KP harus membebaskan hak diatas tanah sebelun
ia melakukan kegiatan dan asumsinya apabila telah terbit KP maka diatas lahan
tersebut tidak ada hak lainnya.

Bahwa pemegang kuasa pertambangan berhak Memberi kewenangan pada
Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) untuk mengeksplotasi — mengeksplorasi
bahan galian tambang dilahan yang telah ditentukan.

Bahwa apabila selesai dicksplorasi — dieksplotasi maka lahan dikermbalikan pada
Negara.

Bahwa saksi menarangkan sebenarnya pemegang KP harus memberikan uany
jaminan yang dididepositokan untuk mereklamsi lahan yang sudah ditambang
tersebut.

Bahwa Kuasa Pertambangan dalam jangka waktu 5 tahun sudah harus dikerjakan
dan dalam wilayah KP itu tetap harus sudab ada yang dikerjakan, pengerjaannya
bertahap, ada saja wilayah yang belum dikerjakan dan sebagian yang telah
dikerjakan direkiamasi lalu mengerjakan ditempat yang lain,

Bahwa kalau Sertifikat Hak Guna Usaha bisa uniuk membangun gedung, untuk
menanam, membuat perkebunan.

Bahwa UU 0. 4 Tahun 2009 ini berbeda dengan UU No.11 Tahun 1867, ini ada
pembagian golongan . misal golongan C it harus izin pusat tapi dengan adanya
UU No. 4 Tahun 2008 ini harus izin Dagrah.

Bahwa syarat-syarat seperti IUP, Pasal 167 UU No.11 Tahun 1967 ada
diamanatkan bahwa untuk izin KP harus telah dikonversikan ke IUP dan untuk KP
semua telah diganti dengan IUP,

Bahwa saksi menerangkan untuk zn yang berbentuk KP sudah dikonversi ke IUP,
ini sama-sama merupakan izin tetapi kalau sudah sertifikat tidak perlu lagi di
konversi.

Bahwa saksi menerangkan Izin-izin yang dikonversi dari KP ke IUP, sekarang izin
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah masih berlaku sampai habis masa
berlakunya seperti KP ini hanya diganti dari KP ke IUP.

Bahwa ketentuan penggantian Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha
Pertambangan ada pada Pasal 167 UU No. 11 Tahun 1967.

Bahwa kalau izin yang dikeluarkan cleh Pemerin&th' Daerah berbeda luasnya
dengan izin yang lama maka dianggap penerbitan IUP baru.

Bahwa saksi menerangkan Kalau diterbitkan [UP yang bamu belum berkekuatan
hukum.
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Bahwa izin dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah dasrah dapat mencabut
izirys, maka difihat dari klasifikasinya dan ada perbedaan golongan kecuali urtuk
kepentingan Negara seperti penggalian Uranium.

Bahwa panggalian timah juga dapat dikatakan demi kepentingan Negara (dhatur
pada UU No. 11 tahun 1867), tetapi Undang-Undang ini tidak berfaku lagi, jadi
Timah tidak termasuk dalam kepentingan Negara;

Bahwa penerbitan izin pertambangan kewajiban untuk keordinasi belum ada,
antara BPN dengan dinas pertambangan, sehamsnya dalam penerbitan harus
mematuhi syarat-syarat yuridis.

Bahwa UU No 1111967 tidak berdaku lagi sejak tanggal 1 Januan 2010 karena
berlaku UU No, 4 Tahun 2008,

Rahwa kalau tanggal 1 Januar 2010 ada IUP yarg terbit, maka IUP tersebut batal
demi hukum, dasar hukurnnya Pasal 167 ayat a dan pasal 168 ayat b UU No. 11
Tahun 1367;

. Bahwa Korversi dar Kuasa Pertambangan ke |zin Usaha Pertambangan harus

sama luasnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tslah

mengajukan bukti surat berupa folo copy surat surat yang telah diberi matera’ cukup

dan telah disesuaikan dengan aslinya diparsidangan, yaitu berupa |

1

Fotooopy Keputusan Menteri Negara Agrara/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Mo.120/HGU/BPN/GT, Tentang Paemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak
di Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 September 1987,
sesuai fotocopy, diberi tanda T.1.

. Folocopy Serfifikat Hak Guna Usaha, No. 01, tanggal 10 Okteber 1997, sesuai

asli, dibari tanda T.2.a.

. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.0F/2010 dan salinan Akia Pernberian

Hak Tanggungan Me.011/2010. tanggal 08 Februari 2010, sesuai asli, dibari tanda
T.2.b.

. Fotocopy Peta Gambar Situasi Khusus No.16/1987, sesuai fatocopy, diberi tanda

T3,

Fotocopy  Petikan  Surat  Keputusan Bupati KDH  Tingkat 1l Bangka
Mo SK_B48/174/I112000, Tentang tzin Mendirikan Bangunan, fanggal 22 Agustus
2000, sesuai asli, diber tanda T.4.

. Fotocopy Surat Mo.525.26/1985M0/1999, Perihal : Permohanan/penyediaan lahan

untuk Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai asi, diben tanda T.5.
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7. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No.
002/SK-IL/BAN/1995, Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperuan
Perkebunan Kelapa Sawit AN.PT.Sawindo Kencana, sesuai asli, diberi tanda T.5.

8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka No.
001/SK-ILP/BAN/1998. tanggal 04 Maret 1996, sesuai fotocopy, diberi tanda T.7.

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
No.00B/SK-IL/BAN/1 986, tanggal 11 September 1998, sesuai fatocopy, diberi
tanda T.8. '

10.Fotocopy Surat tertanggal 28 April 1997, No. 540.1/3386/26. Perihal
Permohonan Hak Guna Usaha untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai
fotocopy, diberi tanda T.9.

11.Fotocopy Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia Femeriksaan Tanah "B Tingkal |
Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 14-08-1987, sesuai fotocopy, diberi tanda
T.11.

12.Fotocopy Surat tertanggal 16 Agustus 1997, No.540.1/8676/26, Perihal :
Permohonan Hak Guna Usaha An.PT.Sawindo Kencana atas tanah yang terletak
Kabupaten Bangka, sesuai asli, diberi tanda T.12. '

13.Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi PT.Sawindo Kencana No. 01/BA-
PL/2(12, sesuai asli. diberi tanda T.13.

14.Fotocopy Surat tertanggal 10 Desember 2012, No. 373/19-05-200.3/X11/2012,
Perihal . Permohonan Konfirmasi Lokasi Pabrik dan Perumahan PT.Sawindo
Kencana, sesuai asli, diberi tanda T.14.

15. Fotacopy Surat Keputusan Kepala KPPTSP Kabupaten Bangka Nomor
503/017/IMB-PPTSP/1.20.08/11112011, Tentang IMB PT.Sawindo Kencana AFD.B,
tanggal 22 Maret 2011, sesuai asli, diberi tanda T.15,

16. Fotocopy  Rekapitulasi Pembebasan Lahan '(Ganti Rgi Tanam Tumbuh)
PT.Sawindo Kencana Tahun 1995, sesuai fotocopy, dikeri tanda T.46.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya tidak
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat
telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Juni
2012 dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal
lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkal uraian putusan ini, maka segafa
sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat
dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu hesatuan yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sehagimana tersebut di atas ;
DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan
tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menghentikan segala

bentuk kegiatan dan pemanfaatan atas objek sengketa;

2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa sebesar 2 % (dua
persen) sefiap bulannya dari jumlah  kerugian sehesar Rp
786.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus
cmpat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada
PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam menjalankan Putusan
Provisi ini.

Menimbang, bahwa putusan provisi (provisioniele  beschikking) pada
hakikatnya adalah merupakan suatu putusan yang bersifat sementara yang berisi
tindakan-tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok
perkara dijatuhkan, oleh karena itu putusan provisi tidak boleh mengenai pokok
perkara yang tunduk pada pémbuktian. akan tetapi hanya mengenai tindakan
sementara berupa perintah pencegahan atau penghentian dilakukannya suatu
perbuatan;

Menimbang, bahwa mengingat tuntutan dalam Provisi kalaulah dikabulkan
senantiasa bersifat serta merta sehingga harus memenuhi syarat-syarat sebagimana
ditentukan dalam Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka tuntutan Penggugat dalam Provisi
tersebut, harusiah dipertimbangkan secara seksama, dengan cara mermreriksa dalil -
dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keseluruhan bukti-bukli yang
digjukannya dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu
tuntutan dalam Provisi, yakni keharusan adanya suatu keadaan yang mendesak dan
penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerirtahkan
Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar proses
pemer}ksaan perkara ini tidak sia - sia belaka dan ataupun para pihak yang
berperkara tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar di kermudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan sccara jclas dalam
gugatannya apa yang menjadi alasan-alasan atau aasar diajukannya tuntutan provisi
sehingga dalam tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu
keadaan dan atau kepentingan yang mencesak untuk dapat dikabulkarnya tunlulan
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dalam provisi Penggugat tersebut, sehingga tuntutan provisi tersebut tidak beralasan
hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI; ]

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi
dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili
{Kompetensi Absolut) telah diputus dalam Putusan Sela No. 48 /Pdt. GI2012/PN Sgt
tertanggal 20 Pebruan 2012 yang amar putusannya sebagai berikut ;

1. Menolak Fksepsi Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan” Negeri Sungailiat berwenang untuk mengadili

perkara Nomor: 48/Pdt.G.'éO1 2/PN.Sgt tersebut;

3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan

pemeriksaan pokok perkara;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir,

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut,
Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan lewat waktu {Exceptio Tempons),

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur {Exceptie Obscuur Libef)

3. Eksepsi Gugatan Eror in Persona (Exceptie Plurium Litis Consortiur),

4. Eksepsi Gugatan Penggugat fidak berdasarkan hukum (Excepfie
Onrechtmatig of Ongegrond);

5. Ef(sepsi Gugatan dilakukan secara licik {Exceptie Dali Prae Sinfis};

Menimbang. bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan lewat waktu (Exceptio Temporisy;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat pada pokoknya mendalilkan
bahwa oleh karena Sertifikal Hak Guna Usaha (SHGU) No.1 telah ditertitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional lebih dari § (lima} tahun, sedangkan berdasarkan pasal
32 ayat (2} Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1897 menyebutkan bahwa batas
waktu untuk menuntut hak yang berkaitan dengan penguasaan tanah meupun
penerbitan sertifikat adalah $ (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan, maka dalil
gugatan Penggugat pada butir 12 dan 14 yang menyatakan bahwa secara hukum
SHGU No.1 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dianggap telah melepaskan
haknya untuk menuntut atau hak menuntut telah gugur;
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa
untuk menentukan apakah benar dalil eksepsi Tergugat yang mendalitkan bahwa
Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No.1 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan
Nasional lebih dari 5 (lima) tahun harys dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan
oleh Tergugat dan hal tersebut sudah termasuk ke dalam lingkup materi pembuktian
dalam pokak perkara, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dali-dalil mengenai Gugatan yany
diajukan oleh Penggugat adalah adanya sualu perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan adanya kenrgian
pada pihak Penggugat; :

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat bukanlah rmengenai
éuatu alas hak (dalam hal ini sertifikat) yang harus dibatalkan sebagimana dimaksud
oleh Kuasa Tergugat dengan mendasarkan pada system publikasi negative dalam
peraturan mengenai Pendaftaran tanah, disamping itu bahwa yang dituntut oleh
Penggugat adalah mengenai agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum sebagai bukti hak atas alas hak yang dirmiliki oleh Tergugat dan
tidak minta untuk dibatalkannya suatu sertifikat sehingga eksepsi mengenai Gugatan
diajukan lewat waktu harus ditolak ;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Pangqugat tidak jelas dan kabur Exceptie_Obscuur

Libel;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya
bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengabungkan dalil perbuatan melawan
hukum dan keabsahan Sertifikat HGU Na.1 yang merupakan objek Tata Usaha
Negara dimana dalam posita butir 12 dan 14. Penggugat mempersoalkan mengenai
keabsahan Keputusan Kepala BPN No.120/HGU/RPN/S7 dan SHGU No.1 namun
tidak ada satupun dalam pefitumnya yang meminta untuk menyatakan kaputusan
Kepala BPN No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 batal dan tidak memiliki kekuatan
mengikat;

Menimbang, bahwa selain daiil eksepsi di atas, Tergugat selanjutnya
mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru dan asal-asalan dalam merumuskan dan
menguraikan tuntutan-tuntutannya. sehingga terdapat inkonsistensi antara tuntutan
dalam bagian posita dan tuntutan dalam bagian petitum, sehingga mengakibatkan
tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas {obscuur
libef). sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verkiaard),

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela mengenai Kompetensi Absolut telah
dipertimbangkan dan diputuskan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan
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sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan bukan sengkela pembatalan suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek Tata Usaha Negaral

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, gugatan Kumulasi yang
dikenal adalah adanya kumulasi alau penggabungan gugatan yang
menggabungkan dua kualitas dalam menuntut haknya yaitu gugatan Perbuatan
Melawan Hukum dan Gugatan ingkar janji (Wanprestasi} dan setelah Majelis Hakim
mempelajari  dengan seksama gugatan Penggugal, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan guga(an' tentang
Perbuatan Melawan Hukurm:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan
bahwa Penggugat mempersoalkan mengenai keabsahan Keputusan Kepala BPN
No.120/HGU/BPN/97 dan SHGU No.1 namun tidak ada satupun dalam pelitumnya
yang memina untuk menyatakan keputusan Kepala BPN No.120HGU/BPN/ST dan
SHGU No.1 batal dan tidak memillki kekuatan mengikat adalah tidak beralasan
hukum, karena Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menamoah Petitum
pada butir 5 yaitu :

“Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU} yang diterbitkan atas nama TERGUGAT
P1.SAWINDO KENGCANA di areal / lokasi DU.1509 dan DU.1544 yang dikuasai
secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dinvatakan cacat hukum dan tidak
mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak” ,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat yang mendailkan
Penggugat tidak konsisten dalam merumuskan tuntutan ganti kerugian yang berbeda-
beda antara bagian posita dengan bagian Petitum sehingga mengakibatkan tuntutan
ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur {obscuur
libel).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Eksepsi Tergugat dalam
Repliknya yang menyatakan menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat pada halaman
11 bulir 22 sampai dengan halaman 18 butir 38, karena Gugatan Penggugal sangat
jelas dan tidak kabur seperti yang didalilkan aleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya cukup jelas menguraikan
tentang hak Penggugat yang melekat secara hukum atas tanah terpekara, jelas
tentang hubungan hukumnya antara Penggugat dengar'l tanah terpekara, sepcrti
yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan butir 1 dan 2 dalam surat gugalan,
oleh karenanya untuk mempertegas kembali status dan hubungan hukum Penggugat
dengan tanah terpekara, Penggugat alinkan semua dalil Penggugat dalam butir 1 dan
2 dalam surat gugatan, sebagai satu kesatuan dalam Replik sebagai jawaban atas
jawaban Tergugat, yang membuktikan secara hukum bahwa tanah terpexara adaiah
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hak yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat secara sah menurut hukum, yang
sekarang telah dikuasai secara melawan hukum aleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat apa yang
digugat oleh Penggugat sangat jelas mengenai kejadian materil yaitu adanya
perbutaan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai secara
tanpa hak sebidang tanah terpekara yang dikenal sebagi areal / lokasi DU.1509
seluas 1.353, 8 Ha, dan DU 1544 seluas 157, 63 Ha, untuk perkebunan kelapa sawit
dan membangun sarana dan prasarana berupa Gedung Perkantoran dan Pabrik di
dalam Wilayah Usaha Produksi Penggugat, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tentang
tidak jelas dan kabur harus ditolak dan dikesampingkan.

Ad.3. Eksepsi Gugatan Eror in Persena (Exceptie Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya juga mengajukan gugatan
mengenai error in persona karena tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Negara;

Menimbang. bahwa gugatan eror in per&ona dapat berupa kekeliruan
mengenai orang yang digugat, salah orang yang bertindak sebagai Perggugat, atau
dapat juga berupa kurang pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini menurut Majelis maksud dari Tergugat
adalah tidak digugatnya Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang
menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor 120/HGU/BPN/S7 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan dipersidangan disampaikan
bukti berupa HGU No. 1 atas nama Tergugat. hal tersebut menunjukkan ada
hubungan antara Tergugat dengan obyek sengketa mengenai pokok masalah
gugatan yang dimaksud sehingga menurut Majelis tidak ada kesalahan mengenai
orang yang digugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi No. 1816 / K / Pdt ! 1989
sebagaimana juga disampaikan menurut pendapa‘t ahli yaitu M. Yahya Harahap
bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah merupakan hak
dari Penggugat yang menurut Penggugat dianggap mempunyai peran dan atau
hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat ;

tMenimbang, bahwa berdasarkan uraian perﬁmbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugat enror in personia hamis
dikesampingkan dan ditolak :

Ad. 4. Eksepsl Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Exceptie
Onrechtmatig of Ongegrond);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Gugatan Penggugat tidak berdasar

hukum karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar alasan mengenai wilayah



165

yang dikuasai secara melawan hukum, karena tidak dapat menunjukkan bukti bahwa
dalam wilayah DU 1509 dan DU 1544 terdapat wilayah pcrkebunan sawit milik
Penggugat, serta Penggugat tidak menguraikan unsur suatu perbuatan melawan
hukum :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Penggugat tefah mengajukan bukti-
bukti pokok antara lain berupa :

1. SK Dijen Pertambangan Umum No; 1171.K/2014/DDJP/1903 tanggal 27

Agustus 1983 yang diubah dengan SK No: 320.K/2014/DDJP/1995 t':mggal 21

Juli 1885 yang diubah lagi menjadi SK Bupati Bangka Barat Nomor:

188.45/093/2.02.02/2010 tanggal 28 April 2010, untuk DU 1509/SUMSEL:

2. 5K Dijen Pertambangan Umum No: 1211.K/2014/DDJP/1993 tanggal
31Agustus 1983 yang diubah dengan SK No: 335.K/2014/DDJP/1955 tanggal

21 Juli 1995 yang diubah lagi menjadi SK Bupati Bangka Barat Nomor;

188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 Aptil 2010untuk DU 1544/SUMSEL:

Menimbang, bahwa bukti-bukti pokok tersebut menurut Majelis sudah
merupakan dasar hukum yang rﬁenjadi landasan hukum bagi Penggugat yang
menunjukkan hubungan antara obyek sengketa dengan Penggugat untuk
mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjuthya mengenai =ksepsi ini- Tergugat juga telah
mengajukan alasan tidak diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Tergugat menychabkan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum |

Menimbang. bahwa ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum adalsh
materi pembuktian yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga sehingga
eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad. 5. Eksepsi Gugatan dilakukan secara licik (Exceptie Doli Prae Sintis);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan diajukan
secara licik dengan maksud untuk menimbulkan kerugian matexiil bagi Tergugat
karena Tergugat telah menjalankan usahanya sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu
sebelum gugatan ini digjukan namun saat usaha Tergugat lelah berkembang
Penggugat mengajukan Gugatan agar Tergugat mencabut tanaman Tergugat serta
mengosongkar lahan ;

Mehimbang, bahwa atas eksepsi ini Penggugat telah menanggapi dengan
rmenyatakan bahwa Penggugat telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan
Tergugat membahas permasalahan ini serta terakhir pada tanggal 4 Juni 2012
Penggugat mengajukan somasi ;

Menimbang, atas eksepsi tersebut selanjutnya  Majelis  Hakim
mempertimhangkan bahwa eksepsi dofi praesinitis adalah keberatan mengenai
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penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. Dalam praktek gugatan sehari-han
biasanya eksepsi ini diajukan oleh pihak Tergugat karena Penggugat dirasa
melakukan tipu daya dalam pembuatan perjanjian, yang berkaitan dengan Pasal
1320 KUHPerdata ;

Menimbang. bahwa dalam perkara ini berdasarkan dari dalil-dalil posita
Penggugat bukaniah permasalahan yang bersumber dar adanya perjanjian
melainkaq perkara gugatan akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menurut
Penggugat dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan adanya eksepsi dari Tergugat
yang diajukan dengan alasan kelicikan Penggugat dalam mengajukan gugatan
karana telah 15 tahun lebih Tergugat melakukan usahanya hal tersebut menurut
Majelis adalah hal yang berlebihan karena memang adalah hak Penggugat untuk
mengajukan Gugatan dalam hal édanya perbuatan melawan hukum yang dirasa
Penggugat telah merugikan Penggugat, sehingga eksepsi ini juga tidak beralasan
hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan-pertimbangan tersebut diatas
dimana seluruh eksepsi dani Tergugat dinyatakan ditolak, dengan demikian eksepsi
dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan gugatan
Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan/scngketa
sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah sengketa kerupa
sehagian arealflokasi Izin Usaha Pertambangan {IUP) milik Penggugal dengan
menanam kelapa sawit, membangun sarana dan prasarana kantor serta pabrik di
arealflokasi  |zin Usaha Pertambangan (IlUP) DU.1509 yang terletak di Desa
Tempilang, Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupatan Bangka Barat.
Propinsi Kep.Bangka Belitung seluas 1.353,8 Ha {seribu tiga ratus lima puluh tiga
koma detapan hektar) dan arealflokasi IUP DU. 1544 yang terletak di Desa Pancur,
Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Prop.Kep.Bangka Belitung seluas
157,69 Ha (seratus lima puluh tujuh koma enam Sembilan hektar), sehingga dengan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Hak Guna
Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama Tergugal di areal flokasi DU.150¢ dan
DU.1544 milik Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan
hukumn sebagai bukti hak dan perbuatan tersebut juga telah menimbulkan kerugian
materil dan kerugian immaterial bagi Penggugat,
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh
Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan tidak ada perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh
Penggugat dalam Gugatannya, karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat
berupa penanaman kelapa sawit, pembangunan pabrik dan kantor di area! tanah
objek serggketa adalah sah dan herdasarkan hukum, karena Tergugat memiliki alas
hak atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yarg merupakan
bukti yang tidak terbantahkan lagi atas hak guna usaha yang diberikan oleh negara in
casu Badan Pertanahan Nasional kepada Tergugat dan sampai sekarang belum
pemah dibatalkan oleh pihak yang berwenang dan proses pemberian Hak Guna
Usaha kepada Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-uncangan dan
telah memenuhi seluruh persyaratan pemberian Hak Guna Usaha sehingga adalah
sah dan tidak bisa diganggu gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh
Tergugat dan dalil bantahan Tergugat juga disangkal oleh Penggugat, maka haik
Penggugat maupun Tergugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-datil gugatan
dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa umtuk membuktikan kebenaran dalil gugalannya,
Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat diberi tanda bukti P-1
sid bukti P-26, serta mengajukan 5 {lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang
nama dan keterangannya sebagaimana disebutkan di atas; '

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangka'annya, telah
mengajukan pembuktian berupa bukti surat yang dibeti tanda bukti T-1 s/d bukti T-
16;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada kaitannya
atau relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, sedangkan
bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai letak dan batas-
batas tanah sengketa. dengan berpedoman kepada Surat Edaran MA Nomaor: 7
Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telsh melakukan
Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa pada tanggal 05 April 2013 dengan hasil
pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara yang dipersengketakan terletak di Kecamatan Tempilang,
Kabupatan Bangka Rarat, Propinsi Kep.Bangka Belitung;

2. Bahwa terhadap luas objek perkara yang dipersengketakan tersebut tidak
dilakukan pengukuran karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat menghadirkan
pihak Badan Pertanahan Nasional, sebagai pihak yang berkompeten untuk
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melakukan pengukuran atas tanah:

3. Bahwa pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek sengketa yang berada
dua tempat yang terpisah, yang perlama tanah sengketa yang menurut
Penggugat terletak di DU.1509 dan yang kedua terletak di DU.1544 sedangkan
menurut Tergugat kedua objek sengketa tersebut berada di wilayah atau areal
Hak Guna Usaha milik Tergugat;

4. Bahwa terhadap objek sengketa tidak dilakukan pengukuran herdasarkan titik
koordinat, karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat menghadin‘(an pihak
Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berkompeten untuk
melakukan pengukuran tanah;

5. BahWa hasil pemeriksaan atas objek pertama adalah sebagai berikut:

4. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikit;
- Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sehelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;
- Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT Timah;
b.  Terdapat patok kayu yang dibuat aleh Penggugat;
Bahwa di atas objek sengketa ditumbuhi tanaman kelapa sawit berumur + 15
tahun yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat;
d. Bahwa di atas objek terdapat bangunan fisik berupa pabrik kelapa sawit,
gedung perkantoran dan perumahan milik Tergugat;
6. Bahwa hasil pemeriksaan atas objek kedua adalah sebagai berikut:
a. Batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:
- Sebelsh Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan areal JUP PT Timah:
- Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah:
b. Tanah Objek sengketa ditumbuhi tanaman kelapa sawit berusia + 15 tahun
yang diusahai dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang. bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, permeriksaan selernpat
atas objek perkara bukanlah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim
secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh Hakim karena jabatannya dan meskipun
pemeriksaan setempat (descente) ini tidak diatur dalam Rbg sebagai alat bukti,
narmun karena fijuan pemeriksaan setempat ialah agar Hakim memperoleh kepastian
dan pengetahuan tentang peristiva yang menjadi  sengketa, maka fungsi
pemernksaan setempat (descente) pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti yang
kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktikan yang diajukan oleh Penggugat
maupun Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ahli serla dihubungkan
puta dengan Hasil Pemeriksaan Setempat atas objek parkara, maka selanjutnya
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penrggugat telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya atau Tergugat telah berhasil menyangkal dalil-dalil gugatan
Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat
dan untuk [ebih sistematisnya pertimbangan dalam perkara ini, maka akan
dipertimbangkan rentetan petitum-petitum  gugatan Penggugat-Penggugat yang
saling berkaitan dan tidak berurutan menurut point-point dari pelituin gugatan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 {tiga) gugatan Penggugat,
Penggugat mohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum (onrectmatigedaad) menguasai, menanam kelapa sawit dan membangun
kantor serta pabrik di arealflokasi witayah KP/IUP DU.1508 seluas 1.353,8 Ha dan
DU.1544 seluas 157,69 Ha milik Penggugat; :

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan juga dalil jawaban
Tergugat dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dipercleh
fakta yang tidak dibantah dan telah disepakati oleh para pihak yaitu bahwa Tergugat
menguasai secara fisik atas kedua objek tanah sengketa, dengan menanam
tanaman kelapa sawit dan di atas cbjek tanah sengketa terdapat bangunan
kantor, perumahan dan pabrik milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum
yvang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai objek tanah sengketa dengan
menanam kelapa sawit dan mendirikan bangunan kantor, perumahan dan pabrik di
atas tanah sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis
Hakim, Pengugat haruslah teriebih dahulu dapat membuktikan bahwa Penggugat
adalah pemilik atau yang paling berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dasar hukum gugatannya
kepada Tergugat adalah sehagai pemegang Kuasa Pertambangan/izin Usaha
Pertambangan atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Tempilang,
Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung yaitu
di arealflokasi wilayah Kuasa Pertambangan {KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP)
DU.1509 seluas 1.353.8 (senbu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan hektar} dan
wilayah di arealflokasi Kuasa Pertambangan {KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP)
DU.1544 seluas 157,69 {seratus lima puluh tujuh koma enam sembilan hektar) yang
merupakan objek tanah sengketa dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setemmpat, bahwa
atas objek tanah sengketa tidak dilakukan pengukuran sesuai dengan titik koordinat
yang didalilkan oleh Penggugat karena objok sengketa sangat luas sekali dan
lagipula Penggugat tidak dapat menghadirkan pihak Badan Pertanahan Nasional
sebagai pihak yang berwanang melakukan pengukuran atas tanah, namun dari hasil
pemeriksaan atas objek sengketa diperoleh letak dan batas-batas tanah sebagai
berikut:

1. Bahwa hasil pemeriksaan atas objek pertama, terletak di Desa ’i’empilang.
Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Prapinsi Kep.Bangka Belitung,
batas-balasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah;

- Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Barat berbatas dengan areal IUP. PT.Timah;

2. Bahwa hasil pemeriksaan atas objek kedua terletak di Desa Tempilang,
Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kep.Bangka Belitung
balas-batasnya adalah sebagai berikut; ‘

- Sebelah Utara berbatas dengan areal HGU PT .Sawindo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan areal IUP PT.Timah:

- Sebelah Timur berbatas dengan areal HGU PT.Sawindo;
- Sebelah Baral berbatas dengan areal IUP. PT.Timah:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan memperoleh objek
tanah sengketa yang berada di areal /okasi objek perkara DU.1509 seluas
1.363.8 (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma delapan hektar) yang merupakan
sebagian dari areal kuasa pertambanganfizin Usaha Pertambangan berdasarkan
Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No: 1171.K2014/DDJPf1993 tanggal
27 Agustus 1993 (Bukti P-1) yang dirubah dengan,_ Surat Keputusan Difjen
Pertambangan Umum Nao: 320.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 (Bukti P-3)
seluas 4.172,50 Ha, yang kemudian dirubah lagi dengan Surat Keputusar Bupati
Bangka Barat Nomor: No. 188.45/093/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 yang
luasnya menjadi 4.156,78 Ha untuk jangka waktu 15 {lima belas) tahun {Bukti P-5)
dengan batas-batas sesuai titik koordinat sebagai berikut:

No. Bujur Timur __Lintang (LUALS
Titik g - ¥ D " TLULS
1 105 35 1801 | 2 | 4 [1002 [ s
2 105 36 51,26 | 2 | 4 | 1004 | IS
3 105 36 5127 § 2 } '3 18478 (s
4_§ 105 | a7 1806 [ 2 1 2 | 5478 [ LS |
5 105 37 18.06 } 2} 4 J 3037 | s
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105 37 3779 [ 2 | 4 [ 3037 [ (S
105 37 37,79 | 2 5 100468 | LS
105 | a7 5513 | 2 5 | 0046 | Ls
105 27 5512 | 2 5 | 3585 | LS
105 38 48,51 2 5 | 358 | LS
105 38 4650 | 2 6 | 17,27 | LS
105 38 2812 | 2 6 | 1727 | LS
105 38 2807 | 2 7 10603 | LS
105 39 4321 2 7 10629 | 1S
105 39 | 4326 | 2 6 | 2661 | LS
105 39 26,01 2 6 | 2861 | LS
106 39 2602 | 2 6 | oog1 | Ls
105 39 4226 | 2 65 | 0061 | LS
105 |__39 4225 | 2 5 ) 1774 | LS
105 39 2112 | 2 5 1772 Ls_|
105 39 2112 | 2 5 | 1035 | LS
105 39 28,18 | 2 5 | 1033 ] LS
105 39 2818 | 2 4 | 5871 | Ls
105 39 08468 | 2 4 | 5874 | LS
105 39 0845 | 2 4 |3681 | LS
105 39 58,14 | 2 4 J 3672 | LS
105 38 5813 | 2 4 [ 5886 | LS
105 40 1952 | 2 4 | 5886 | LS
105 40 1952 | 2 5 | 29085 | LS
105 40 | 2861 | 2 5 | 2986 | LS
105 40 2860 | 2 6 | 1423 | LS
105 41 0142 | 2 6 | 1424 | Ls
105 41 01,41 2 6 | 3777 | LS
105 41 1973 | 2 6 | 3778 | LS
105 41 19,73 | 2 6 | 0604 | LS
105 41 | 5413 | 2 6 0604 | IS
105 41 5413 | 2 6 | 1838 | LS
105 42 3413 | 2 6 | 1839 | LS |
105 42 3412 | 2 8 | 3890 | LS
105 43 | 0212 | 2 6 | 3880 | LS
105 43 0212 | 2 6 Jo713 | is
105 42 5248 | 2 6 J0713 | LS
105 42 6248 | 2 5§ | 5124 | Ls
105 a4 4160 | 2 5 | 5126 | Ls
105 44 41,61 2 5 1753 | LS
105 43 | 3630 | 2 5 1752 LS
105 43 3630 | 2 5 | 3132 | LS
105 42 | 372 | 2 5 13131 ] Ls
105 42 3573 | 2 4 | 5820 LS
105 42 11531 | 2 4 | 5843 | Ls |
105 42 1630 { 2 | 4 |48 | (s
105 42 | 0178 | 2 4 | 4084 | LS |
105 42 01,85 2 | 4 | 2547 | Ls
105 417 { 2351 2 4 | 2547 | LS
105 41 2351 | 2 3 | 5988 | LS
105 38 0165 | 2 3 | 5984 | LS
106 | 38 | 0165 | 2 3 | 3988 | Ls
105 37 2246 | 2 3 | 3987 | LS
105 37 2247 | 2 3 | 2586 | LS
105 | 35 5905 | 2 | 3 | 2585 | LS
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61 105 35 | 5904 [[2 [ 2 [3793 [ LS
62 | 105 35 1892 | 2 | 3 | 3792 | (5

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah objek sengketa yang berada di
arealfiokasi Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan {IUP) DU.1544
seluas 157,69 (seratus lima puluh lujuh koma enam sembilan hektar) yang
merupakan sebagian dan  arealflokasi Kuasa Pertambanganflzin Usaha
Pertambangan seluas 2.301,18 Ha diperoleh Penggugat berdasarkan Surat
Keputusan Dijen Pertambangsn Umum No: 121 1.K/2014/DDIP/1993 tanggal 31
Agustus 1993 (Bukti P-7) yang dirubah dengan Sura! Keputusan Digen
Pertambangan Umum No: 355 K/2014/DDJFP/1395 fanggal 21 Juli 1995 {Bukti P-8)
seluas 18.540 Ha, yang kemudian dirubah lagi dengan Surat Kepufusan Bupati
Bangka Barat Nomor: No. 188.45/095/2.03.02/2010 tanggal 28 April 2010 untuk
jangka waktu 17 (tujuh belas) tahun (Bukti P-12) seluas 2.301,18 Ha dengan batas-
batas sesuai dengan titik koordinat:

Na. Titik Bujur Timur Lintang (LU/LS)
Koord. ° ' y 2 ! » LUILS
1 105 32 32,82 2 2 | 5822 | LS

105 33 06.54 2 2 | 57,84 LS
3 105 33 | 0654 2 3 12389 LS
4 105 34 08,34 2 | 3 |2400 LS |
5 105 34 08.32 2 4 | 2983 LS
e 105 33 5182 | 2 | 4 2002 | LS
7 105 KE] 51.82 2 4 } 4490 LS |
8 105 35 12.49 2 | 4 | 4492 LS
] 105 35 12,51 2 3 | 37,82 LS
10 105 35 4859 2 3 ]37.83 LS
11 05 35 4859 2 3 | 2562 LS
12 105 36 31.76 2 3 | 2563 LS
13 105 36 31.78 2 1 | 52,33 LS
14 105 34 1775 | 2 1 § 52,36 LS
15 105 34 17,75 2 2 ] 20,03 LS
16 105 32 32,57 2 2 ] 20,00 LS

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas yaitu bukti P-1, bukti P-
3, bukti P-5. bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12 dalam hukum pembuktian, bukti-
bukti tersebut termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik karena
bukti tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Sifat dan
kekuatannya sebagai alat pembuktian diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata jo Pasal
314 Rbg yang menegaskan hahwa :@ °“Akta autentik adalah suaty bukli yang
sempuma.” Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi
yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu
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tindakan hukum wang dilakukan. Akie autentik Juga berfungsi sabagai alat bukti
yailu bertu]uan untuk membukikan hakhal yang disebut didalarmnya dan fungsi
probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukli yang dapat dan sah
membuiktikan suatu hal atay perstiva.(M.Yahya Harshap, Hukum Acars Perdata,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal563-585), Dengan demikian, suatu akie
autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa hamun demikian menuut pendapat Majelis Hakim, bahwa
sifat kermutlakan dari akte autentik yaitu bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, Jbultti P-7,
bukti P-B dan bukti P12 berupa pemberian kuaza pertambangan Eksploitasi yang
kemudian dirubah menjadi 1zin Usaha Fertambangan Operasi Produksi kepada
Penggugat  tersebut dalam perkara ini tidak sepenubnya bersifal absalut, Hal ini
dikarenakan pihak Tergugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menguasal objek
sengketa dengan dasar atau alas Hak Guna Usaha berdasarkan Seriffics? Hak Gura
Usaha Mo.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 (Bukti T-2) seluas 6.731,2 Ha (anam
ribu tujuh ratus tiga puluh saty koma dua hektar);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum pernbuktian, bukti T-2 berupa
Serfifikal Hek Guna Usaha Mo, 01/Bangks fangaal 10 Okfober 1997 juga termasuk
dalam golongan bukti surat berbentuk akis autentik yang diternpatkan sebagai alat
bukli yang mermpunyai kekuatan pembuktian yang sempuma juga. Oleh karena itu
Majelis Hakim selanjutnya akan mempgriimbangkan apakah bukti Tergugat dapat
melumpuhkan bulkti-bukti Penggugal tersebut diatas dengan berpedoman pada
Putusan _Mahkamah Agqung Rl NO.3360 K/Pdi/1583 jo _No.B20 K/Pdtiisgd
lertanggal 24 Oktober 1985 vang infinya menyatak;an:

"Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata atay Pasal 314 Rhg,

tilal kekuatan pombuldian yaﬁg mglakal pada akta oleniik adslah serpuma.

Akan fetapi hal iy sepanfang ticak ada bukli fawen, Olah karena i,

kesempumaannya  tdak  manentukan (dwingen)  sehingga  kekuatan

pembuttian matenifnya dapat dilumpithikan oleh Buld fawan,™

Menimbang, bahwa berdasarkan urzian tersebut di stas, Majelis Hakim
mandapati  fakta bahwa Penggugat mendalikan  ssbagai pemocgang  kuasa
pertambangan atas objek sengketa berdasarkan adanya |zin Usaha Pertambangan
(bukti P-1, buktl P-3, bukti P-5, bukt P-7, buktl P8 dan bukti P-12}, sadangkan
Tergugat membantah dalll Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat sebagai
yang berhak atas ohjek sengketa berdasarkan Sertifikat Mak Guna Usaha (Bukti T-
2y

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan
keberadaan bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan hukti P-12
yang merupakan alas/dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa telah dapat
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membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas

objek sengketa atau sebaliknya dengan keberadaan Sertifikat Hak Guna Usaha

sebagai dasar kepemiiikan Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya
sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang. bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilk atas objek
sengketa dengan Izin Usaha Pertambangan {bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti
P-7, bukti P-8 dan bukti P-12), dan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan
diatur dalam Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara:

Menimbang, bahwa menurnut ketentuan pasal 138 Undang-undang No. 4
Tahun 2008 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara menyebutkan : "Hak atas
Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Ussha Pertambangan Rakyat (IPR} atau Izin
Usaha Pertambangan Khusus ({UPK) bukar merupakan pemifikan hak atas tanah™

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Tri Hayati Dalimunthe,
SH. MH, bahwa Sertifikat hak atas tanah adalsh bukti kepemilikan atas tanah,
sedangkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Surat
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ataupun Surat Kepulusan Bupati
tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan bukanlah merupakan bukti kepemilikan
atas tanah;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi Satria Kanut pernah  bekerja di PT. Timah pada tahun 1982 sampai
dengan tahun 1985, dan pada tahun 1996 si/d-tahun 1998 saksi bekerja di PT.
Sawindo Kencana sebagai Asisten Mandor yang bertugas mengawasi pekerja
menanam sawit. mendirikan pabrik serta hangunan di lokasi sengketa dan saksi
tidak tahu berapa luas lahan yang disengketakan dan juga tidak pernah melihat
surat kepamilikan Penggugat atas tanah sengketa; )

- Saksi Jumadi, pernah bekerja di PT. Tambang Timah sejak tahun 1971 sid 1972
dibagian pengeboran tambang dan pernah bekerja menanam dan membersihkan
tanaman sawit di PT.Sawindo Kencana selama 2 (dua) tahun dan saksi tidak
tahu.luas tanah yang disengketakan tapi di atas tanah tersebut ada perkantoran
dan perumahan milik PT.Sawindo Kencana;

- Saksi Syafrudin Sanusi pemah bekerja di PT. Timah pada tahun 1971 s/d tabun
1992 sebagai pénggali timah dan saksi pernah melakukan penambangan di
daerah tambang 10 (Bukit Puyuh) dan Bukit Jengkang sampai di Sungai
Berembang., Desa Tempilang Kecamatan Kelapa (sekarang berubah nama
menjadi Kecamatan Tempilang) Kabupaten Bangka Barat dan pada tahun 1992
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ada kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit oleh PT.Sawindo di atas tanah
tersebut dan saksi tidak tahu berapa luas objek tanah sengketa dan tidak tahu
letak lokasi DU 1509 dan loksasi DU 1544;

- Saksi Boing Utoya, pemah bekerja di PT. Tambang Timah sekarang PT.Timah
{persero) tbk, pada tahun 1978 s/d 2002 Kepala Pengukuran Peta dan saksi
pernah melakukan pengukuran di beberapa ftitik lokasi KP/IUP DU.1809 dan
DU.1544 pada tahun 1972 s/d 1973 dan setahu saksi perselisihan antara
PT.Timah dan PT. Sawindo adalah masalah tumpang tindih lahan yang terietak di
DU 1509 dan DU 1544 Di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang dar saksi tidak
tahu berapa luas DU 1509 dan DU 1544 tersebut;

- Saksi Abdul Mutalib menerangkan bekerja di PT.Timah sejak tahun 1881 sid
1692 di Singkep, tahun 1993 di pengeboran dan tahun 1997 pindah di survey
cadangan dan pemasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai
tumpang tindih lahan di Tempilang dan saksi pernah melakukan survey di DU
1508 dan DU. 1544 tapi tidak dilakukan secara keseluruhan hanya menentukan
blok cadangan dan dasar melakukan survey adalah Peta tahun 1999 yang
dikeluarkan oleh PT.Timah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi
tersebut di atas tidak mendukung atau menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang
dasarfalas hak Penggugat atas objek tanah sengekta yaitu bukti P-1, bukti P-3, bukti
P-5, bukti-P-7, bukti P-8 dan bukti P-12, karena saksi-saksi tersebut pada pokoknya
hanya menerangkan pemah bekerja pada Penggugat tahun 1971 sampai tahun
dengan 1992, sementara bukti bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8 dan
bukti P-12  baru fimbu! atau terbit tahun 1993, sehingga keterangan saksi-saksi
tersabut tidak mendukung atau menguatkan bukti surat P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti
P-7, bukti P-3 dan bukti P-12 tefsébut. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut
menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti
Tergugat yaitu Bukti T-2 berupa Seriifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal
10 Oktober 1997 seluas 6.731,2 Ha (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma dua
hektar) yang menurut dalil Tergugat adalah merupakan alastdasar hak kepemilikan
Tergugat atas ohjek sengketa,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1} Undang-undang
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
menyebutkan bahwa salah satu Hak-hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan
tersebut adalah 1lak Guna Usaha:



176

-0 =

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 9 ayat (1)
disebutkan beberapa objek pendaftaran tanah salah satunya adalah a bidang-
bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan
dan hak pakai; >

Menimbang, bahwa menurut Kketentuan pasal 32 ayat (1) Paraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Sertifikat
merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik
dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku
tanah yang bersangkutan®;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya
Maijelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan
bahwa Buktl T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10
Oktober 1997 adalah cacat hukum dan lidak mempunyai kekuatan hukum sebagai
bukti hak areal lokasi yang dikuasai aleh Tergugat sebagian milik Penggugat vang
berasal dari wilayah DU.150¢ dan DU.1544 tidak pernah  dilepaskan atau
direkomendasikan kepada Tergugat dan sebelumnya Badan Pertanahan sudah
mengetahui bahwa areal/lokasi tanah tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat
telah mengajukan bukti P-17, bukti P18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-
22, bukti P-22 A, bukti P-23;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat
dengan mendalilkan bahwa penerbitan SHGU No.1 telah dilakukan sesuai dengan
prosedur yang benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
sabagaiméﬁa berdasarkan bukli T-6, bukti T-7, bukili T-8, bukti T-9, bukti T-11, bukti
T-12;

Menimbang, bahwa apakah proses penerbitan Bukti T-2 herupa Sertifikat
Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktober 1997 adalah cacat hukum dan
tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kanwil Pertambangan dan Fnergi
Propinsi Sumatera Selatan kepada Tergugat tertanggal 21 Januari 1995 {pukti P-23)
yang pada pokoknya memberitahukan bahwa permohonan izin lokasi untuk
perkebunan sawit PT.Sawindo Kencana seluas + 9000 ha  setelah di diploting dari
peta KP.Timah, terdapat sebagian areal yang tumpang tindih dengan wilayah
KP.Timah yaitu DU.1509 seluas + 800 Ha dan disarankan supaya Tergugat
mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panggugat;
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Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti P-17 Tergugat mengajukan
pemohonan  kepada Penggugat tanggal 27 Aprl 1985 untuk memberikan
persetujuanfrekomendasi atas penggunaan areal yang tumpang tindih gi DU 1308
seluas + 1.385 Ha dan atas penmohonan tersebut Penggugat telah menginimbkan
surat keberatan atas permohonan Tergugat tanggal 26 Mei 1295 (Bukti P-18) dengan
alasan lokasi yang dimehon terdepat cadangan timah yang ekonomis,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1995 Tergugat
mengajukan permohonan pemanfaatan lahan dan kolong ex galian timah seluas 135
Ha untuk areal lokasi pembibitan kelapa sawit {Bukti P-19) dan permohanan tersebut
Penggugat mengajukan keberatan tertanggal 21 Junl 1995 (Buldi P-20) karena Iokasi
yang dimohonkan tedstak di KP PT Timah .1508 dan terdapat cacangan timah
ekonamis untuk ditambang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 1988, Tergugat kemudian
mengajukan permohenan kepada Penggugat untuk merekomendasikan pelepasan
kawasan KP Timah seluas + 500 Ha untuk kepentingan Tergugat (bukti P-21) dan
atzs permohonan tersebut Penggugat dengan surat tertanggal 03 Oktober 1996
menyatakan keberatan untuk melepaskan areal karena merupakan daerah cadangan
timah ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 A berupa surat Penggugat yang
ditujukan kepada Tergugat tertanggal 27 Maret 1896 yang pada intinya Penggugat
mengingatkan Tergugat Lntuk tidak melakukan akiifitas apapun di areal KP.Timah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 st buki P.23, Tergugat dalam
Jawabannya mengakui adanya sural-tnenyurat antara Tergugat dan Penggugat yang
berkaitan dengan permohonan Hak Guna Usaha Tergugat dan Tergugat juga
mengakui hahwa di dalam areal atau kawasan yang dimohonkan tersebut memang
terdapat wilayah Kussa Pertambangan milik Penggugat, nemun merurut dali
Penggugat wilayah Kuasa Pertambangan lersebut telah dikeluarkan{enclave)] dari
areal HGU yang dimohonkan aleh Tergugat, hal ini didukung oleh bukti T.11 dan T-
12, berdasarkan bukti lersebut termyata areal HGU yang semula dimohonkan seluas
10,473 Ha, namun karena di areal peta tersebut sebagian berada dalam kawasan
Hutan Produksi Tetap dan Kuasa Pertambangan PT.Timah yang hans di enclave,
maka cetelah diadakan revisi luas areal tersebut menjadi 10,1118 Ha dan
selanjutnya berdasarkan penguasaan fisik di lapangan di tevisi menjadi seluas
6.731,2 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan urzian pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim barpendapal berdasarkan bukti T-11 dan T-12 di atas Tergugat telah dapat
membuktikan bahwa dalam arealilokasl Hak Guna Usaha millk Tergugat
sobagimana diterangkan dalam Bertlifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka
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tanggal 10 Oktober 1997 saluas 6.731,2 Ha (bukti T-2) tidak terdapat lagi areal
Kuasa Pertambanganfizin Usaha Pertambangan milik Penggugat, karena
arealflokasi sebagaimana didalilkan Penggugat dengan adanya bukti P-17,
bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-21, bukti P-22, bukti P-22 A, bukti P-23
ternyata sudah dikeluarkan (enciave) dari permohonan Hak Guna Usaha yang
semula dimohonkan seluas 10.473 Ha, akan tetapi berdasarkan penguasaan
fisik direvisi menjadi seluas 6.731,2 Ha dan proses pensrbitan scrtifikat Hak
Guna Usaha milik Tergugat tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan
ketentu'an hukum yang berlaky:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15, Tergugat telah meniliki 17in
mendirkan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka Nomor
SK.648/174/11112000 tanggal 22 Agustus 2000, Hal ini diperkuat dengan Berita Acara
Peninjauan lokasi PT. Sawindo Kencana No.01/BA-PL/2012 tangga' 7 Desember
2012 (Bukti T.13) yang intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan,
lokasi pabrik dan perumahan Tergugat termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa
sawit Tergugat. Hasil darj peninjauan lokasi tersebut kemudian disampaikan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat kepada Tergugat melalui surat tanggal
10 Desember 2012 No. 373/19-09-200.3/XI1/2012. perihal konfirmasi Lokasi Mabrik
dan Perumahan PT. Sawindo Kencana (Bukti T.14), yang intinya menyatakan hasil
peninjauan lokasi oleh Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat dan
berdasarkan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat,
sesual dengan SHGU No.,1 {bukti T.2) dan Keputusan Kepala BPFN Aomor.
120/HGU/BPNIS7 (bukti T.1), bahwa untuk areal pabrik dan perumahan dengan luas
lebih kurang 18,21 ha berada dalam lokasi sertifikat Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka
berdasarkan bukti bukti T-13, bukti T-14 dan T-15, Tergugat telah dapat membuktikan
bahwa psmbangunan kantar, perumahan dan pabrik yang dilakukan clch Tergugat
mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan
bangunan kantor, perumahen serta pabrik yang dibangun oleh Tergugat tersebut
masih berada di areallokasi Hak Guna Usaha milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimhangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum mampu membuktikan dalil
gugatannya yang mendalilkan hahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek
sengketa. karena bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5. bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-12
berupa Izin Usaha Pertambangan yang merupakan dasar kepemiiikan Penggugat
atas objek sengketa menurut ketentuan pasal 138 Undang-Undang No.4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bukanlah merupakan bukti perilikan
atas tanah, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya
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bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas objek perkara berdasarkan alas/dasar hak
Bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal 10 Oktakar 1997
yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang beraku sebagai alat
pembuktian yang kuat, dengan kata fain bukti kepemilikan Tergugat atas ohjek
sengketa yaitu Bukti T-2 herupa Sertifikat Hak Guna Usaha No.01/Bangka tanggal
10 Oktober 1867 telah dapat melumpuhkan bukti P-1, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7,
bukti P-8 dan bukti P-12 yang merupakan dasar/alas kepemilikan Penggugat atas
objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga telah dapat membuktikan dalil
bantahannya, maka perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menanam kelapa
sawit dan membangun kantor serta pabrik di atas objek sengketa adalah sah menurnut
hukum dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan
tersebut tidak bertentangan atau melanggar hak orang lain, dengan demikian petitum
ke-3 gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedasd) menguasai, menanam kelapa sawit
dan membangun kantor serta pabrik di areal 7 lokasi wilayah KP { IUP DU. 1509
seluas 1.353,8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,69 Ha milk PENGGUGAT tidak
beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bakwa
penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 telah dilakukan dengan sesuai ketentuan
yang berlaku, sehingga penarbitan Sertifikat HGU Ne.1 adalah sah menurut hukum
dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian pefitum ke-5 gugatan Penggugat
yaitu untuk menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan atas nama
Tergugat PT.SAWINDO KENCANA di arealiLokasi DU.1508 dan DU 1544 yang
dikuasai secara melawan hukum aleh TERGUGAT, dinyatakan cacat hukum dan
tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak, menurut pencdapat Majelis
Hakim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat belum mampu
membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah yang berhak atas cbjek
sengketa, maka menurut pendapat Majelis Hakim, surat-surat bukti Penggugat tidak
berlaku sepanjang mengenai tanah objek sengkela dalam perkara ini, dengan
demikian pelftum ke-2 gugatan Penggugat juga tidak beralasan hukum dan harus
ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum berhasil membuktikan dalil-
dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik Penggugal
sebagaimana pertimbangan sebelumnya pada pefitum ke-3 gugatan Penggugat,
maka pefitum ke-6 untuk memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengosongkan
lahan yang dikuasai secara melawan hukum dan menghentikan semua kegiatan baik



180

=96

meliputi penguasaan, pemeliharaan dan perawatan kelapa sawit serta mencabut dan

/ atau mengangkat tanaman kelapa sawit, dan membongkar serta mengéscngkan

_ semua bangunan milik TERGUGAT yang dibangun dan [ atau ditempatkan secara

melawan hukun; di atas areal ! lokasi KP / [UP DU. 1509 seluas 1.353.8 Ha. terletak
di Desa Tempilang Air Lintang., Kecamatan Tempilang, Air Lintang, Kabupaten
Bangka Barat Propinsi Kep. Bangka Belitung dan DU. 1544 seluas 157 69 Ha. yang
terletak di Desa Pancur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat Propinsi
Kep. Bangka Belitung serta mengembalikan fungsi tanah seperti dalam keadaan
semula, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai patiium ke-7 dan pefitum ke-8 gugatan
Penggugat yaitu menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian
Materiil sebesar Rp. 785.845.640.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima milyar
delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan
Kerugian Immateriil sehesar Rp. 1.000.000.000.- {satu milyar rupiah} dan harus
dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan, sekaligus dan
scketika selambat-lambatnya, menurut pendapat Majelis Hakim, o'eh karena
Penggugat belum mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mendalilkan
bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam petitum ke-3 gugatan Penggugat, sehingga petitum ini belum
cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pefifum ke-7 dan pefitum k-8 gugatan
Penggugat telah ditolak, maka pefiftum ke-10 untuk menyatakan menghukum
TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persan) setiap
bulannya dari jumiah kerugian sebesar Rp. 786.845.640.000 - {tujuh ratus delapan
puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu
rupiah). terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitut ke-4 gugatan Penggugat untuk
menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conssrvatoir Besfag) atas lahan ar=al f
lokasi wilayah KP / IUP DU. 1509 seluas 1.353.8 Ha dan DU. 1544 seluas 157,68
Ha. menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena selama proses perkara ini
berlangsung tidak ada diletakkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini, maka
petiturn ke~4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-9 gugatan Pengqugat yaitu untuk
menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsont) kepada
Penggugat sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) seliap hari
keterlambatan, apabila perintah sebagalmana tersebut pada petitum butir & dan 7 di
atas tidak dilaksanakan oleh Tergugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini



181

=0

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), menurut Majelis
Hakim oleh karena pefitum ke-6 dan ke-7 telah ditolak, maka petifum ke-8 inj juga
harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-11 yaitt menyatakan putusan ini
dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad), Majelis Hakim tidak malihat adanya urgensi yang sangal
mendesak untuk dapatnya putusan ini dijalankan terlebih dahulu dan . lagipula
Penggugat belum mampu mnembuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam petitum ke-3 sebelumnya. sehingga petitum ke-71 ini tidak
cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum berhasil membuktikan
dalikdalil gugatannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka
petitum ke-12 gugatan Penggugat untuk menyatakan menghukum TERCUGAT untuk
membayar biaya perkara haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian petimbangan terhadap
petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut di ates, maka sudah cukup bagi Majelis
Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat belum berhasil untuk mempertahankan
seluruh dalil petitum gugatannya sedangkan Tergugat sudah berhasil membuktikan
', dalil-dalil sangkalannya, dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat haruslah
| dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan di pihak yang kalah, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum membayar
ongkos perkara yang besarnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan
ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
Dalam Eksapsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Parkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
sebesar Rp.5.547.000.- {lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)



182

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengedilan Negeri Sungallist pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, oleh kami
NELSON ANGKAT, SH. sebagai Ketua Majalis Hakim, HERBERT HAREFA,SH. dan
VICTOR SURYADIPTA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EMILIA, SH.MH Panitera
pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri pula oleh KUASA PENGGUGAT
dan KUASA TERGUGAT .

ANITERA,
L

—

EMILIA, SHMH

FOTOCOPY/SALINAN SURAT iN)
SESUA! DENGAN ASLINYA :
SUNGAILIAT, /-

| tan sl PANITERA

Perinclan Biaya: | { |
el e :(
- Biaya Pendaﬁgiurﬁx‘ R0

Rp. 30.0C0-

’ - BayaATK ) S~ By . Rp. 50.000-
- Biaya Panggilan®. ZULEAHM g Rp. 440.000.-

. - Biaya PNBP iz : Rp. 10.000,-
r - Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat - Rp.5000.000.-
- - Biaya Redaksi 7 Rp.  5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 12.000-

Rp.5.547.000,-
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